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PENGANTAR

Laporan ini adalah hasil penelitian yang menggabungkan

informasi-informasi primer dan skunder (kajian pustaka) tentang

dinamika yang terjadi, terkait dengan munculnya inisiatif

mengusung kembali konsepsi addt sebagai altermatif terhadap
praktek penyeragaman lembaga desa di dalam kehidupan
masyarakat lokal di Indonesm Namun, dengan keterbatasan
waktu, kajian ini telah, membat_a31 pethatian dan anah515nya
terhadap inisiatif-inisiatif yang muncul di propinsi Bali
(pakraman),  Sumatera Selatan (margs), dan Nusa Tenggara
Timur (golo). Kajian terhadap wvariasi yang terjadi dalam
perkembangan inisaitif di masing-masing tempat telah
mernggulirkan sebuah gagasan yang muncul dalam bagian akhir
bersifat  reflektif tentang kemungkinan menempatkan
kedudukan desa adat dan desa baru (yang diciptakan
pemerintahan nasional Indonesia), dalam konteks konsep tata

kelola pemerintahan desa secara nasional.

-Kami ini mengucapkan terima kasth atas dukungan
Kemitraan yang telah memungkinkan dilakukannya penelitian
ini. Tidak dapat disangkal masih banyak keterbatasan yang
terdapat laporan penelitian ini. Namun, dukungan yang
diberikan telah memungkinkan bergulimya gagasan-gagasan
yang lahir dalam kajian ini dan diharapkan menjadi sumbangan

untuk agenda penelitian selanjutnya, dalam merumuskan

‘:gagasan tentang perbaikan tata kelola pemerintahan desa di

Indonesia sekarang ini.
Jakarta, 20 Oktober 2013
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang )
Setelah melalui proses politik yang cukup lama, dengan

dilatarbelakangi oleh proses , transisi polittk dari rezim
sentralistik (Orde Baru) ke rezim baru yang lebih terbuka

 (reformasi), maka pada tanggal 7 Mei 1999, UU No 22 Tabun

1999 tentang Pemerintahan Daerah, secara resmi dL:ahkan oleh
pemerintahan B.]. Habibie. Pengesahan undang-undang baru
yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 januari 2000 ity
menandakan munculnya era baru dalam tatanan relasi
kekuasaan pemerintahan pemerintah pusat dengan daerah.
Sebelum itu, tatanannya diatur oleh UU No 5 Tahun 1974, yang
substansinya . mencerminkan gagasan sentralisme; sedangkan
undang-undang  yang baru  itu, substansinya  lebih
menggambarka_h pikiran desentralisme, atau yang dalam

praktiknya lebih dikenal dengan nama otonomi daerah.
Yang menarik untuk diperhatikan, UU No 22 Tahun 1999

tersebut ternyata tidak saja mengatur tatanan pengelolaan

hubungan pemerintahan pusat dan pemerintah -daerah,

_'khususnya pemerintah daerah kabupaten. Lebih dari. it
undang-undang ini ternyata memuat pula ketentuan tentang tata
pengelolaan pemerintahan desa, yang substanéinya kalau
dicermati’ memberikan tempat pada gagasan otonomi desa.
Sebagai gambaran, dalam bagian pasal-pasal yang mengatur
tentang pengelolaan pemerintahan desa, misalnya, tampak

adanya suatu pergeseran paradigma bila dibandingkan dengan



substansi yang terkandung dalam UU No 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa. Selanjutnya UU No 22 Tahun 1999 yang

mengatur tentang pengelolaan pemerintahan desa yang sifatnya

lebih otonom ini, dielaborasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) .

No 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan
' Tentang Desa, yang disahkan pemberlakuannya tanggal 30
November 2001,

Kalau ditelusuri, ada beberapa hal menonjol yang pe’_rlu
digarisbawahi dari substansi PP No 76 Tahun 2001 itu. Misalnya

yang berkaitan dengan definisi tenptang desa, sebagaimana

tercantum dalam PP tersebut — yang juga sejalan dengan deﬁnisi 7

yang ada dalam UU No 22 Tahun 1999. Di situ yang diartikan

* dengan desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki e

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan =

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat

setempat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional dan

berada di daerah Kabupaten”' Dengan definisi desa seperti ini

" maka nilai-nilai desentralisasi atau otonomi desa sesungguhnya
sudah melekat di dalam pengertian definisi desa itu sendiri. Ini
bisa dilihat dari kata-kata kuncinya, yaitu desa sebagai: (1)
kesatuan masyarakat hukum; (2) memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan, berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat.

Bandingkan definisi desa ini dengan definisi sebagaimana
yang tercantum dalam UU No 5 Tahun 1979, yang disitu
disebutkan bahwa desa adalah "suatu wilayah yang ditempati
oleh sejumlah penduduk sebagai kesaruan masyarakat yang

! Lihat: PP No 76/2001 tentang Pedbmaﬂ Umum Pengaturan Mengenai Desa,
BAB 1, Ketentuan Umum, Pasal | ayat 2.
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didalamnya Kesatuan masyarakatr hukum yang mempuiiyar
organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camar dan
berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri dalam ikatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari definisi seperti ini

maka gagasan otonomi (desa) memang tidak terlihat. Sebalikmya,

pengertian desa sebagai “kesatuan wilayah” dan bukan terutama

- sebagai “kesatuan masyarakat hukum?, serta désa merupakan

“organisasi pemerintahan langsung dibawah Camaat”. Hal ini

secara jelas menunjukkan adanya pengaturan kekuasaan politik

oleh “supra desa”, meskipun dalam definisi itu disebutkan pula

kata-kata “desa berhak menyelenggarakan ruimahtangganya
sendifi”, yang berarti memberikan. ruang bagi gagasan otonormi.

Tetapl yang menjadi persoalan kalimat -di depannya yang

-menyebutkan bahwa “desa merupakan suatu wilayah dan

organisasi pemérintahan yang langsung dibawah Camat”, seolah-
oldh mengurangi (dan bahkan menganulir) makna otonomi

(desa) yang sempat disinggung selintas di situ. " -

UU No 22 Tahun 1999 diimplementasikan selama hampir
empat tahun, yang kemudian’diusulkan oleh pemé;intah untuk
direvisi. Setelah mendapat persetujuan DPR, hasilnya kemudian
disahkan menjadi UU No 32 Tahun 2004 oleh pemerintah pada
tanggal 15 Oktober 2004. Salah satu yang menonjol dari hasil
revisi itu mdalah dimasukkannya pasal-pasal baru yang mengatur
ketentuan tenténg pemilihan kepala daerah secara langsung
(PILKADAL). Pasal-pasal baru ini dimasukkan karena pemilihan

.kepala daerah mulai menggunakan sistem baru, dimana

sebelumnya adalah kepala daerah (Kabupaten/Kota) dipilih oleh
DPRD, berubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Khusus
untuk pasalgp_asal yang mengatur ketentuan tentang tata kelola
pemerintahan desa, tidak terlalu banyak yang berubah.
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Meskipun  demikian, ada beberapa pasal-pasal baru yang -

disesuaikan dalam UU No 32 Tahun 2004 (dibandingkan UU No
22 Tahun 1999).

Yang pertama, misalnya, soal penggantian singkatan kata

DPD dari Dewan Perwakilan Desa menjadi Dewan 7

- Permusyawaratan Desa. Walaupun sepintas hanya penggantian.
singkatén kata dari Perwakilan menjadi Permusyawaratan, tetapi
konsekuensinya dianggap telah mengubah sistem pengangkatan |
anggota dewan legislatif di tingkat desa (DPD). Kalau semula - |
anggota DPD dipilih rakyat desa dalam pemilihan langsung ...~ .

seperti halnya kepala desa — maka dengan undang-undang hasil

revisi, pemilihannya d]lakukan secara musyawarah dengan

sistemn perwakﬂan

Sebagian kalangan melihat bahwa pembahan sistém ini _'
sedikit - banyak telah melemahkah atau mengurangi ma]tna_
demiokrasi (di tingkat desa), sebagaimana dinyatakan dalam UU. -
‘No 72 Tahun 1999. Apalagi disamping perubahan sistem itu,
-lcwat Peraturan Pemerintah tentang Desa (PP No 76 Tahun

.2005), kekuasaan politik DPD juga agak dikurangi. Tetapi

sebaliknya, mereka yang mendukung perubahan sistem ini

melihat bahwa ketentuan baru itu merupakan upaya untuk

menyeimbangkan kembali pembagian  kekuasaan antara
eksekutif dan legislatif desa (kepala desa dan DPD). Dalam
 ketentuan yang ada sebelumnya, kekuasaan legislatif desa (BPD)
dinilai terlalu kuat melebihi kedudukan kepala desa yang dipilih
langsung oleh rakyat desa. Oleh sebab itu, selain dilakukan
perubahan sistem pemilihan anggota DPD, kekuasaan DPD

untuk melengserkan kepala desa secara langsung telah dianulir

menjadi hanya wewenang untuk mengusulkan pengangkatan
dan pemberhentian kepala desa (lihat pasal 35, PP No 76/2005).

4

_ Berikutnya -adalah perubahan yang cukup menonjol
adalah ketentuan baru yang mengatur kedudukan sekretaris desa
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan ini memang tidak

 diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi termuat’
o dalam PP tentang desa. Banyak kalangan yang mengkuatirkan -
. bahwa ketentuan ini akan berdampak melemahkan kekuatan

Cotonomi_ desa yang baru saja dlp‘lﬂﬂ'lkan dan beresiko:

menempatkan desa menjadi subordinasi Iangsung birokrasi

- pemerintahan “atas desa”. Ini mengingat posisi- strategis

adrmmstratlf yeng dimiliki oleh sekretaris desa dalam

pemerin’fahan desa.

Namun terlepas dan masalah kontravermal tersebutx

: bagaunanapun UU No 32 Tahun 2004 - k_hususnya ‘pasal-pasal

yang memuat ketentuan tentang tata pengelolaan desa — dan
peraturan pelaksanaan_nya dalam bentuk PP tentang desa, masih
memberikan ruang bagi -bei’kémbangnya gagasan dan praktek .
desentralisasi/otonomi desa. Apalagi penggertian desa, baik
menurut UU No 32 Tahun 2004 maupun PP No 76 Tahun 2005.
tentang Desa, tetap tidak berubah dari apa yang di definisikan
oleh UU -No 22 Tahun 1999. Suatu definisi; yang sekali lagi,
melekatkan secara lahgsung gagasan otonomi desa di dalam
dirinya — definisi itu sendiri sudah memberikan makna tentang
keberadaan otonomi desa (asli). Sehmgga tidak heran kalau
gagasan otonomi desa terus memperoleh respon yang kuat untuk

diimplementasikan pada tingkat lokal.

Misalnya saja, dalam usaha untuk mengembangkan
gagasan otonomi desa dalam praktik, pemerintah daerah di
berbagai tempat, berusaha membangun atau memperkuat
kembali institusi-institusi lokal (setingkat atau lebih besar dari
desa) yang pernah ada. Sebagai catatan, institusi-institusi lokal
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ini selama masa pemerintahan Orde Baru telah pudar atau
terhapus' sama sekali.  Ini _sebagai  konsekuensi dari
dikembangkannya satu institusi (baru) yang strukturnya-
(hémpir) seragam oleh pemerintah pada waktu it dengan nama

seragam untuk seluruh Indonesia, yaitu “desa”.

Sebagai g:;.mbaran, kesatuan masyarakat hukum di tingkat
bawah yang bernama marga, misalnya, bahkan secara sengaja
dilikuidasi SK  Gubernur
© No.142/KPTS/111/1983 tentang Penghapusan Sistem Marga di

Sumatera  Selatan -

melalui

Sumatera Selatan. Selanjutnya dibentuk desa sebagai kesatuan |

wilayah untuk menggantikan marga yang telah dilikuidasi itu.
Sedangkan desa yang baru dibentuk itu, mengikuti UU No 5
Tahun 1979, berkedudukan sebagai satu institusi pemerintahan
(birokrasi pemerintahan paling rendah) langsung di “bawah
Camat. Gagasan pembentukan institusi baru bernama desa —
yang seragam untuk sehiruh Indonesia itu — memang mengambil
inspirasi atau meniru bentuk, pola dan ‘struktur desa-desa di
" Jawa. Sechingga mungkin tidak terlalu salah kalau dikatakan
bahwa pembentukan dan pengembangan desa-desa di Indonesia

tersebut, khususnya selama masa pemerintahan Orde Baru,

memang b1as (desa) Jawa.

Sementara itu, di Sumatera Barat pemerintah setempat
juga berusaha mempraktekkan gagasan otonomi desa (asli)
- dengan mengembangkan institusi lokal lama yang bernama
nagari. Lalu-di Sumatera Selatan, hal yang sama dilakukan
dengan berusaha menghidupkan kembah satuan masyarakat
yang sudah pudar bernama ~marga. Sementara di Aceh,
pemerintah daerah setempat berupaya menghidupkan kembali
kesatuan masyarakat hukum yang juga sudah memudar bernama
gampong dan mukim. Di Manggarai, Flores, Nqsa Tenggara

6

SR,

Timur (NTT), memang belum ada langkah nyata dari
pemerintah dderahnya untuk membangkitkan kembali kesatuan
masyarakat hukum di tingkat lokal atau desa yang disebut golo.

Tetapi demikian, gagasan ke arah sana bukannya tidak muncull

Sejak awal reformasi, sudah muncul aspirasi yang demikian dari
sebagian masyarakatnya, hanya belum mampu diwujudkan
secara lebih nyata? Begitu pula di Bali, pemerintah daerah
setempat, bahkan sejak sebelum reformasi juga -berusaha
memperkuat institusi lokal setingkat desa, yang disebut dengan

nama desa pakraman atau desa adat.

Namun, kecuali di Bali, sebagaimana akan diuraikan

dalamn keseluruhan rulisan ini, institusi lokal seperti yang

- disebutkan di atas (magari, marga, gampong dan golo),

sebelﬁmnya memang telah mengalami proses pelemahan yang

hiar biasa, baik dari segi struktur (organisasi) maupun kultur

(nilai-nilai). Hal ini terus berlangsung, terutama sejak
terbangunnya institusi baru bernama desa tersebut, yang
eksistensinya didasarkan pada UU No 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa. Keberadaan dan peran institusi baru ini —
secara perlahan tapi pasti —~ menggeser dan mengganti peran dari

kesatuan masyarakat hukum lokal, yang dalam tulisan ini

selanjutnya akan disebut sebagai masyarakat adat dengan

pemei’intahan (desa) adatnya.

Oleh karena itu, untuk membangun dan memulihkan
kembali keberadaan institusi lokal lama iru sebagai suatu

kesatuan masyarakat hukum (masyarakat adat) dengan suatu

' Lihat: Frb, Maribeth., (2007).- Adat Revivalism in Western Flores, Culture,

Religion and Land. Dalam Davidson, 1.S., and Henley, D. The Revival Tradition
in Indonesia Politics, The Deployment ‘Adat from Colonialism to Indigenisin,
London: Routledge. Halaman: 247-274.
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tingkat otonomi tertentu, sangat tidak mudah, atau kalau pun
bisa, pasti akan membutuhkan waktu. Sebagai ilustrasi, misalnya,
bisa dilihat dari perkembangan keberadaan marga di Sumatera
. Selatan. Sejak diberlakukan UU No 22 Tahun 1999 dan revisinya -
UU No 32 Tahun 2004, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan
berusaha untuk menghidupkan dan membangun kembali
institusi masyarakat di tingkat lokal yang bernama marga.
Keberadaan marga itu sendiri sebelumnya sempat dilikuidasi

melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan

No.142/KPTS/III/1983 tentang Penghapusan Sistem Marga di

Sumatera Selatan. Setelah dinyatakarr dihapus, selanjutnya
dibentuk desa-desa sebagai kesatuan wﬂayah yang baru

menggantikan marga.

Namun upaya Pemerintah Daerah Sumatera Selatan
untuk menghidupkan kembali marga menghadapi tantangan
yang berat, karena elemen-eleman yang menjadi dasar untuk
‘menopang keberadaan marga yang otonom ternyata telah pudar.
' Eleman dasar ini, misalnya, asset kolektif (tanah dan embung)
yang menjadi sumber pendapatan marga, sistem/mekanisme
untuk mengatasi konflik di masyarakat, nilai- nilai dan norma-

norma adat setempat, dan lain sebagainya.® Sebagai gambaran,

misalnya, dengan mulai terbangunnya desa di Sumatera Selatan.

sebagai pangganti dari marga, maka tanah-tanah yang semula
milik marga diambil alih oleh pemerintah daerah setempat.

Sebagai gantinya, pemerintah daerah setempat menyediakan

anggaran biaya op_er'asi bagi desa-desa yang baru terbentuk itu.

% Lihat: Nurkhayatl Siti (2005). Pergescran Otonomi Masyarakat, Kajian
tentang Fungsi Pemerintahan Marga di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten
Muara Efiim, Propinsi Sumatera Sefatan {Tesis). Depok: Fakultas Timu Sosial
dan [imu Politik, Departemen Sosiologi, Program Pascasarjana, Umvers1tas

Indonesia.

Dari sisi ini, marga yang semula memiliki kewenangan untuk
mengelola dan mengurus asset-asset dan kenangannya sendiri,
sekarang harus tergantung anggaran yang disediakan oleh
pemerintah. Begitupula dengan Pesirah sebagai pemimpin mazga
yang semula dipilih oleh masyarakat setempat, sekarang setelah
terbentuknya desa, pemimpinnya ditunjuk oleh pemerintah. Ini

salah satu gambaran yang terjadi di Sumatera Selatan.

Kesulitan yang sama juga dihadapi oleh Pemerintahan
(Daerah) Aceh paska perdamaian Helsinki, ketika berusaha
menghidupkan dan membangun kembali institusi gampong
ataupun mukim, sebagai alternatif dari suatu  bentuk
pemerintahan desa yang dikenal selama ini (sejak masa Orde
Baru)*. Lebih dari yang terjadi di Sumatera Selatan, langkah yang
dilakukan oleh Pemerintahan Aceh ini bahkan merupakan
baglan dari lmplementam amanat UU No-11 Tahun 2006 tentang
Pemerintah Aceh. Dalam undang-undang itu termuat ketentuan
bahwa sebagai manifestasi dari’ didkuinya Aceh sebagai daerah
khusus dan berhak menyelenggarakan  pemerintahan
berdasarkan kekhususan Aceh, maka perlu dihiduﬁkan dan
dikembangkan kembali gampong dan/atau mukim yang telah
mengalami perubahan menjadi desa sejak masa pemerintahan
_Orde Baru. Terkait hal ini, Dalam pasal 2, UU No 11 Tahun
2006, disebutkan antara lain; Wilayah kecamatan dibagi atas -
mukim (pasal 2 ayat 3); dan mukim dibagi atas kelurahan dan
gampong (ayat 4 pasal2)

4 - . . - .

Lihat: Gayatri, Irene Hiraswari, et ail., (2007). Dinamika Kelembagaan Desa:
Gampong Era Otonemi Khusus Aceh. Jakarta: Lembaga Himu Pengetahan
Indonesia (LIPT), Pusat Penelitian Politik.
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- tetapi -

Yang dimaksudkan mmzkim dalam UU #u disebutkan
sebagai “kesatuan masyarakat hukum di bawzh kecamatan yang
terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas
wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama
lain dan berkedudukan langsung di bawah camat”. Sedangkan
yang diartikan dengan gampong adalah “%esatuan masyarakat

hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik -

atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah
tangga Pada kalimat “berhak
menyelenggarakan urusan  rumah tangga sendiri” harus
digarisbawahi sebagai dasar untuk melaksanakan otonomi desa
(asli). Hal inilah yang sekarang sedang diperjuangkan oleh
pemenntah dan masyarakat lokal di Aceh, yaitu memulibkan

sendiri”. yang berbunyi

kembali kedudukan gampong yang kuat dan mandiri.

Di Bali, keadaan agak lain. Upaya pemerintah Propinsi
Bali untuk mengembangkan otonomi desa asli, khususnya
melahui desa-desa adat, atau yang sekarang dikenal sebagai desa
' pakr&man meskipun juga harus menghadapi berbagai kendala,
boleh dikatakan permasalahannya tidak
sebagaimana yang dihadapi daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Dan - kalau ditelusuri, salah satu faktor yang paling
mempengaruhi keadaan seperti itu adalah karema kesatuan
masyarakat hukum setingkat desa di Bali selama ini masih ada
dan masih tetap  berfungsi dan berperan di masyarakat.
Gambarannya ditunjukkan dari realitas kerberadaan institusi
“desa adat/ desa pakraman di Bali. ‘

sebesar

Memang, SE}ak diperkenalkan UU No 5 Tahun 1979,
keberadaan desa adat/desa pakraman, harus diakui, mengalami

pelemahan. Ini terutama terjadi karena adanya perluasan dan
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penguatan pengaruh dari desa dinas®, yang menurut UU Ne 5
Tahun 1979 memiliki kedudukannya sebagai bagian paling
bawah dari birokrasi pemerintahan langsung di bawah Camat.
Kedudukan ini secara otomatis menjadikan desa dinas sebagai
ujung tombak dan motor sekaligus dari hampir semua proses
pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru. Suatu
kenyataan yang dengan sendirinya menambah kuat kedudukan
-politik desa dinas. Inilah kemudian yang menjelaskan mengapa
desa dinas, di masa Ordé Baru, memiliki kedudukan yang kuat
hampir di segala bidang, yang hal itu bisa dibandingkan dengan
kuatnya kedudukan dari Negara Orde Baru itu sendiri,

© D1 sisi Jain, selama masa Orde Baru, kedudukan desa

' pakraman sedikit banyak terus mengalami proses pelemahan. Ini

terutama terjadi karena- ada semacam pengambilalihan atau
pengsubordinasian, berbag‘ai'umsan masyarakat yang semula
ditangani oleh desa adat oleh desa dimas. Tetapi proses
pelemahan itu kelithatannya tidak sampai menggerogoti basis

dari institusi dari desa pakraman itu sendini. Sebagaimana akan

_dijelaskan dalam- tulisan ini, bahwa hal tersebut disebabkan

- karena fondasi dasar yang menjadi Penopang dari keberadaan

desa pakraman itu masih tetap kuat. Fondasi dasar itu terutama
Pefasai dari pilai-nilai religi (agani_a Hindu) yang diyakini
dan/atau adat istiadat yang masih berlaku dan diprak_tekkan oleh
masyarakat desa di Bali. '

> Sebagaimana diketahui, di Bali hingga selarang ini dikenat ada dua jenis desa,
yaitu desa adat atau desa pakraman dan desa dinas. Desa pakraman adalah desa
ashi di Bali yang sudah ada sejak jaman kune {abad XI); sedangkan desa dinas
adalah desa yang mulai dikonstruksi setelah tahun 1908 untuk dikembangkan
sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan kolonial Belanda paling bawah di
Bali. ‘ '
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1.2. Pokok Permasalzhan dan Pertanyaan Penelitian

Kalau desa adat/desa pakraman di Bali mampu
memanfaatkan momentum datangnya era baru “otonomi daerah”

untuk mengembalikan sekaligus memperkuat otonomi desa

(asl), maka pertanyaannya adalah mengapa kesatuan masyarakat

hukum di tingkat lokal lainnya, khususnya di Sumatera Selatan
{(marga) dan di Manggaral, Flores, Nusa Tenggara Timur (golo),
belum mampu. atau tidak bisa berhasil sepert di Bali? Tentu
banyak faktor yang mempengaruhi keadaan seperti itu, dan
inilah pokok permasalahan yang akan dibahas dan diuraikan

dalam tulisan ini.

Berdasarkan pokok permasalahan itu, maka ada beberapa
pertanyaan pokok yang akan diajukan dan ingin dijawaB serta
diuraikan dalam tulisan ini, yaitu: -

1. Mengapa masyarakat Bali mampu memperjuarigkan
kembalinya otonomi desa asli seperti yang terwujud
dalam keberadaan desa pakraman di Bali?

2. Bagaunana gambaran keseluruhan tentang  proses

perwu]udan dari otonomi desa asli di desa pakraman itu?

3. Bagaimana kebijakan pemerintzh daerabh di Sumatera

Selatan dan Manggarai, Flores, NTT dalam upayanya
mengembangkan gagasan otonomi desa di wilayahnya.

4. Bagaimana perjuangan masyarakat lokal setempat atau
kesatuan masyarakat hukum (adat) di Sumatera Selatan
(marga) dan di Manggarai, Flores, NIT (go]o) dalam
upayanya mengembalikan otonomi desanya (marga dan
golo) di era otonomi daerah ini?

5. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh kedua
masyarakat adat- tersebut dalam perjuangan untuk

mengembalikan otonomi asli masyarakatnya it?
12

6. Berkaca dari Bali dalam memperjuangkan otonomi asli
masyarakatnya, pembelajaran apa saja yang bisa diambil,
khususya bila dibandingkan dengan dinamika yang
terjadi di Sumatera Selatan (marga) dan Manggarai,
!qures, NTT (golo)?

7. Lalu kontribusi pemikiran apa yang bisa diberikan oleh
penelitian ini dalam mendorong lahirmya satu l;ébijaican
negara (pusat dan daerah), yang bisa mendorong
kemandirian masyarakat, khususnya dihubungkan
dengan gagasan, dan prakeik otonomi kesatuan
masyarakat hukum di “tingkat ioka-l, seperti desa

pakraman, margadan golo?

1.3. Metode dan Struktur Tulisan

Penelitian yang hasilnya ditwangkan dalam tulisan ini,
pada dasarnya merupakan gabungan antara studi literatur dan
studi lapangan. Studi lapangan tidak dilakukan secara khusus
terkait der;gan_penyusunan tulisan. ini, tetapi lebih merupakan-
penulisan kembali suatu pengalaman penelitan lapangan yang
pernah dilakukan sebelumnya. Ini khususnya menyangkut
bahan te:rkalt substansi kesatuan masyarakat hukum di
Manggarai, Flores, NTT (golo}® dan desa adat di Bali’. Sedangkan
bahan substansi terkait kesatuan masyarakat hukum di Sumatera
Selatan (marga) lebih banyak mengandalkan bahan sekunder
melalui studi pustaka.

6
' Lawang, R. M.Z., Gunawan, DH dan Rustandi, D, {2004). 'ADD Desa,

Depok: Umvcrsnas Indonesia.

Gunawan, D. H., (2013). Pernbahan Sosial di Perdesaan Bali. Salatiga:
Universitas Kristen Satya Wacana.
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Secara keseluruhan, tulisan ini dibagi atas tujuh bagian.
Bagian pertama atau bagian pendahuluan berisi latar belakang
dan pokok-pokok pertanyaan penélitian seta metoda dan
kerangka penulisan. Bagian kedua dari tulisan ini berisi

pemaparan konsep-konsep terkait pembahasan dalam penehuan

ini. Dalam bagian ini akan dikemukakan asal mula“dan konsep

desa adat, konsep otonomi- desa, dan lain sebagainya. Bagian

’ketzga memaparkan kondisi dan dinamika pemerintahan desa

adat; serta dalam hubungannya dengan pemerintahan desa dinas -

di. Bali. Bagian keempat memaparkan tentang kondisi dan
dinamika pemerintahan mazga di Sumatera Selatan, yang diawali

dari sejarah pertumbuhannya hingga perkembangan kondisinya

di masa kontemporer, khususnya sejak jaman reformasi. Bagian

‘kelima memaparkan hal dinamika pemenntahan golo ¢ di wilayah

Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Baglan keenam

memaparkan hasil analisa perbandingan | kondisi desa adat, marga

dan golo, khususnya dalam kaitannya dengan gagasan

‘ pengembangan otonomi desa asli di ketiga kesatuan masyarakat

hukum rtradmlonal (adat) itu. Bagian ketujuh merupakan
kesimpulan dari tulisan ini, yang didalamnya dikemukakan suata
refleksi terkait kemungkinan pengembangan gagasan otonomi

desa asli di Indonesia.

i4

| BABII |
KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Konsep Desa dan Negara

“Desa mawa cara, negara mawa tata’. Kalimat yang sudah
dikenal sejak jaman dahulu kala, khususnya di Jawa ataupun di
Bali itu, memiliki makna. Pertama, setiap desa sesungguhriva
memiliki adat istiadatnya sendiri dan berhak menjalankannya
menurut caranya (mawa carz) masing-masing; kedua, negara
memiliki seperangkat ketentuan (mawa tata) yang harus
dipatuhi demi ketertiban kehidupan bersama (di desa-desa),
sebagai ba;gian dari satu negara. Selanjutnya antara yang pertaina
(mawa cara) dan kedua (mawa rata), tidak bisa dipisahkan,
keduanya saling mengandaikan. Hal ini berarti bahwa Iﬁeskjpun
desa-desa itu berada dalam satu pemerintahan nega_ra dan
tunduk pada ketentuan (mawa fata) negara, fetapi desa-desa itu
berhak menyelenggarakan kehidupannya (mawa cara) sendiri
berdasarkan adat istiadatnya, yang dari satu desa ke desa lain bisa

saja berlainarn.

Dengan konsep “desa mawa cara, negara mawa tata” itu,

maka keberadaan antara negara dan desa sesungguhnya tidak

dapat dipisahkan, saling terkait; ‘keduanya membentuk satu

relasi yang kurang lebih bersifat “dualitas”. Dengan sifat dualitas
ini maka negara mengakui keberadaan desa-desa yang bersifat
plural itu (desa mawa cara), dan sebaliknya desa mengakui
keberadaan negara sebagai institusi yang berwenang mengatur

ketertiban kehidupan bersama (negara mawa tata).



Sejajar dengan -itu, buku Negara Kertagama karargan

Mpu Prapanca (1365 M), juga mengungkapkan suatu konsep
hubungan negara dan desa. Dikatakan dalam buku yang
memiliki’ nama lain, yaitu Desawarnana: “negara dan desa
berhubungan rapat seperti singa dan hutan”.® Keduanya, negara
dan desa, saling mengandaikan léeberadaannya, tidak
terpisahkan, seperti halnya hubungan antara singa dan hutan.
Dalam hubungan antara desa dan negara yang tidak terpisahkan
itu, diharapkan bisa terbangun suatu tatanan kehidupan sosial
-yang harmonis, yang pada ujungnya diyakiniakan membawa
kekehidupan masyarakat (desa) yang bahagia. Sebagai tambahan,
Desawarnana itu sendiri kira-kira berarti “kisah perjalanan ke
daerah-daerah/desa-desa. Sedangkan'Negara Kertagéma berarti

negara dengan tradisi agama (yang suci).

Berangkat dari konsep ‘desa mawa cara” ini, maka
sesungguhnya sejak semula desa atau . kesatuan masyarakat
" hukum (adat) memiliki btonomi ash dalam bentuk kéWenangan
- untuk mengelola dan menyelenggarakan kehidupan sosialnya
sendiri. Dalam konteks wilayah yang lebih luas (supra-desa},

desa-desa tersebut, tentu saja, ternaungi dalam bingkai suatu

pemerintahan negara (state) tertentu, yang di masa lalu

wujudnya adalah pemerintahaan kerajaan, dan di masa kini -

pemerintahan negara n'as:ional. Dalam perkembangan jaman,
keberadaan otonomi desa ashi ini tidak lepas dari kondisi pasang
surut  politik kekuasaan pemerintahan negara, apakah
konteksnya negara kerajaan (tradisional), negara kolonial,
ataupun negara nasional. Walaupun keberadaan.nya mengalami

pasang . surut, tetapi gagasan tentang otonomi- desa asli

prapanca, Mpu (1365). Negam Kertagama, Pupuh 89, ayat 2., (lerjemaban
dalam arsip digital). History Note. http://histeryhote. wordpress.com
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sesungguhnya masih tetap hidup hingga devasa ini. Di beberapa
wilayah di Indonesia, praktik otonomi desa asli ini malahan
terus berlangsung, seperti misalnya yang berlangsung di Bali

dengan desa pakraman-nya itu.

Bagaimana sejarah perkembangan gagasan dan praktik
otonomi desa di Indonesia pada masa lalu? Dari sisi historis,
gagasan pengaturan otonomi desa asli melalui konsep hukum
tertulis oleh negara, sebenarnya sudah berlangsung sejak awal
abad 20. Pada masa 1tu, Pemerintah Kolonial Belanda
menerbitkan ketentuan . huakum yang mengatur pemerintahaﬁ
dan rumah tangga desa, yaitu yang dinamakan Inlandsche
Gemeente Ordonantie (IGQO), yang dimuat dalam' Staatsblaad
1906, normor 83 dan Inlandsche Gemeente Ordonantie voor d-
Buiteng Westen (IGQOB) yan‘g dimuat dalam Staatsblad 138
Nomor 490 Dalam hal ini, 1GO berlaku di Jawa dan Madura,
sedangkan IGOB berlaku di Luar Jawa. Dari sudut pandang
pemerintah kolonial, kedua -p'era_tu.ra.n ini sebenarnya adalah
upaya memberikan landasan hukum lebih lanjut dari peraturan
tentang desa yang pernah dibuat jauh sebelumnya, yaitu
Regerings Reglemenr (RR) tahun 1854. RR tahun 1854
menetapkan ahtar_a lain bahwa desa berhak memilih kepala

desanya sendiri dan kepala desa diserahi untuk mengatur rumah

‘tangga desa, dengan memperhatikan peraturan-peraturan dari

atas (Residen).

- Lahirnya pengaturan tentang otonomi desa di jaman

kolonial ini tentu harus dilihat dalam perspektif sejarah pada

masanya. RR tahun 1854, misalnya, muncul sebagai dasar untuk

menjadikan' desa sebagai ujung tombak dalam men’jaiahkan
kebijakan tanam paksa (cultuvrestelsel) di Jawa. Dalam hal ini

desa memang harus diberikan kedudukan yang lebih kuat agar
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tidak terlalu dikuasai oleh para penguasa feodal -pribumi (raja
dan bupati), sehingga dengan demikian kekiiasaan birokrasi
pemerintahan kolonial lebih mudah menetrasi desa. Penetrasi ke
desa-desa (di Jawa) ini terutama dilakukan dalam rangka

menjalankan program tanam paksa itu, yaitu melalui regulasi

~ tata penyewaan tanah masyarakat desa serta mobilisasi tenaga

kerjanya untuk kepentingan tanaman perkebunan milik -

penguasa kolonial. Dalam sejarah kolonial, program tanam paksa
ini dikenal membawa dampak yang luar biasa terhadap bentuk
dan tata hubungan sosial-ekonomi dan politik desa-desa Jawa.’
Jadi jelas, Vpengaturan tentang otonomi desa yang dijalankan oleh
pemerintéh kolonial Belanda, tidak terlepas dari kepentingan

pemerintahan kolonial yang eksploitatif pada waktu itu.

Sampai kemudian -keadaan berbalik dengan datangnya '

pasukan pendudukan Jepang tahun 1942. Pemerintah Kolonial
Jepang cederung menjalankan: kekuasaan yang lebih sentralistis
dengan memperketat kekuasaan birokrasi pemerintahan pusat
sampai ke daerah-daerah, termasuk ke desa-desa. Lebih dari itu,
unit-unit masyarakat terkecil yaitu rumah tanggs, disatukan

‘dalam suatu organisasi yang dinamakan Tonarigumi, atau yang
kelak kemudian berkembang menjadi rukun tetangga/RT dan

rukun warga/RW 10 Dalam prakteknya sehari-hari, 7 onaﬂgum1

? -Beberapa tulisan karya 1.H Booke, Clifford Geertz dan Robert van Nlel
menjeTaskan dengan sangat komprehensif dampak sosial-ckonomi dan politik
tanam paksa terhadap desa-desa di Jawa: Lihat: Booke, IH., (1983).
Prakapitatisme di Asia. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan;. Geeriz, Clifford,,
(1986). Mojokuto, Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa. Jakarta: PT Grafiti
Pers; dan Van Niel, Robert., (2003). Sistem Tanam Paksa di Jawa. Jakarta:

LP3ES.

m_ Lihat: Suwarpo, P.J., (1995). Dari Azazyookai dan Tonarigumi ke Rukuon
Kampung dan Rukun Tetangga -di Yogyakarta (1942 — 1989). Yogyakarta:

: Penerb:tan Universitas Sanata Dharma.
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ini secara administratif dikaitkan dengan praktek pemerintahan
desa, yang sehari-harinya diawasi dan dikontrol .oleh
pemerintahan pendudukan Jepang. Pola pemerintahan seperti

ini pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat kedudukan

_ Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia untuk memenangkan

perang di Asia Pasifik.

Setelah terbentuk pemerintahan nasional tanggal 17
Agustus 1945, keadaan mulaj berubah. Gagasan desentralisasi
atau otonomi daerah kembali menguat. Tanggal 23 November
1945, untuk pertama_ kalinya Pemerintahan  Indonesia
mengehiarkan UU No 1 Tahun 1945 tentang Pemerintahan
Daerah, yang penerbitannya didasarkan pada Pasal 18 UUD
1945. Undang-undang ini mengatakan bahwa otonomi terbawah
berada di tingkat desa, dan berdasarkan hukum, desa berhak dan
berwenang untuk mengatur tumah tangganya sendiri. Namun
dalam prakteknya, desentralisasi hanya sempat dilaksanakan di
Daerah Tingkat II, dan itupun tidak bisa berjalan efektif.

Pada tahun 1948, UU No 1 Tahun 1945 dicabut, dan

‘kemudian diberiékuk_én_ undang-undang pengganti, yaitu UU No

22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, yang diterbitkan
pada tanggal 10 Juli 1948. Undang—uﬁdang ini mengatur
pembagian daerah yarg berhak mengurus rumah tangganya
sendiri. 'Dalam undang-undang ini, desa chtetapkan sebagal
Da_erah Tingkat 11T yang memiliki otonomi tersendiri yang diatur

" oleh undang-undang.'. Namun seperti sebelumnya, dalam

praktiknya otonomi bagi desa sebagai Daerah Tingkat III tidak

pernah terealisir. Sama seperti undang-undang terdahuly,

" Rahardjo., (1999). Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press. Halaman 152 — 183.
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praktek desentralisasi hanya sempaf dilaksanakan di Daerah
Tingkat I1 atau setingkat kabupaten.

Pada tahun 1957, UU No 22 Tahun 1948 ini diganti lagi
dengan UU No 1 Tahun 1957. Namun selama delapan tahun

. pelaksanaan undang-undang ini, gagasan pembentukan otonomi

desa atau Daerah Tingkat TII juga tidak mampu direalisasikan.

- Tetapi itu tidak berarti bahwa gagasan tentang desentralisasi atau

otonomi daerah lenyap. Sebaliknya menurut Bhenyamin

Hoesséin, dalam salah satu tulisannya berjudul “Memutar Roda

“Desentralisasi”, berlakunya ke tiga UU tersebut, mencerminkan

keinginan yang besar dari para pemimpin politik dan

pemerintahan untuk menjadikan desentralisasi atau otonomi .

_ daerah sebagai sarana pencapaian demokrasi di Indonesia.'?

Selepas dekrit presiden 5 Juli 1959, pemerintah
mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) No 6 Tahun 1959

untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah sejalan

“dengan konsep demokrasi terpimpin. Penpres ini kemudian

digantikan oleh UU No 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan
Daerah dan UU No 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Yang

disebut déngan Desapraja menurut undang-undang ini adalah

desa yang memiliki batas-batas daerah dan berhak mengurus

rimah tingganya sendiri; memiliki pemimpinnya sendiri dan
memiliki harta benda sendiri. Dalam penjelasannya, dikatakan
‘bahwa undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk.

membentuk desapraja baru, tetapi mengakui kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum yang telah ada di seluruh Indonesia, dengan

namanya masing-masing itu, untuk ditetapkan namanya menjadi

12 Lihat: Hoessemn, 'Bhenyaminﬁ, {1996). Memutar Roda Desentralisasi. Dari
Efisiensi ke Demokrasi. Prisma, 4 April 1996. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Halaman 3 — 13.

20

desapraja. Meskipgn undang-undang ini tidak sempat
diberlakukan — dibekukan karena terkait dengan perkembangan
keadaan politik pada wakta itz — tetapi gagasan menyatukan
berbagai mnama kesatuan masyarakat hukum di Indonesia
menjadi desa telah mulai muncul kepermukaan. Walaupun
kemudian, nama desa sebagai satu nama yang seragam bagi
kesatuan masyarakat hukum, sebagaimana dimaksudkan diatas
itu, secara resmi baru dipakai bersamaan dengan keluarnya UU
No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang
ini -melengkapi undang-undang yang lahir lima tahun |
sebelumnya, yaitu UU No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan |
Daerah. '

Sebelumnya, pemerintah sendiri pernah menetapkan
batasan dan kesatuan masyarakat hukum yang dipakai sebagai
acuan dalam menentukan desa sebagai- kesatuan administratif:
Penetapan ini berangkat dari kenyataan tentang adanya

berbagai unsur keragaman, baik fisik (misalnya, luas wilayah,

~ topograli) dan non fisik (misalnya, jumlah penduduk, tingkatan

dan nama kesatuan masyarakat hukum) dari masing-masing
kesatuan masyarakat hukum. Sehingga persoalarinya adalah
kesatuan masyar‘akét hukum (yang menyelenggarakan urusan
rumah tangganya sendiri) pada tingkatan mana yang dianggap

‘bisa dijadikan acuan untuk menentitkan desa yang standar untuk

sehurth Indonesia. Nama-nama- kesatuan  masyarakat hukum

_ yang kemudian dianggap sebagai setingkat dengan desa “adalah

sebégai berikut:
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Tabel 1. Nama Kesatuan Masyarakat Hukum Setingkat Desa

‘ Provinsi Nama Kesatuan Sebutan Kepala
No Masyarkat Hukum Kesatuan Masyarakat
Berdasarkan Nama Hukum
Setempat
1 Daerah Istimewa Aceh | Mukim; Gampong (di | Imeum Mukim;
bawah mukim) Geuchik
2 Sumatera Utara Timur: Kampung Kepala Kampung
Tapanuli: Negerd, Ori, | Kepala Kampung,
. | Huta Kepala Huta
3 Sumatera Barat -Nagari Wali Nagari
4 | Rian Kampung | Kepala Kampung
5 Sumatera Selatan Marga = Pasirah/Kepala Marga
16 | Jambi Marga PasirahfKepala Miga
17 Bengkulu Marga PasiralifKepala Marga
8 Lampung Marga Pasirab/Kepala Marga
9 DKI Jakarta’ Kehirahan Lurah
10 | Jawa Barat | Desa ' Kepala Desa/Kuwu
11 | Jawa Tengah Desa Kepala Desa
12 | Jawa Timur Desa Kepala Desa
13 | Daerah Istimewa Desa Kepala Desa
- | Yogyakarta ‘
14 | Kalimantan Barat Kampung Kepala Kampung
15 | Kalimantan Tengsh Kampung Kepala Karhpung
16 -| Kalimantan Timug Kampung Kepala Kampung
17 ' Kalimantan Selatan Kampung Kepala Kampung
18 | Sulawesi Utara Desa/Kampung . Kepala Desa/ Kampung |
19 [ Sulawesi Tengah Kampung Kepala Kampung
20 | Sulawesi Tenggara Desa Kepala Desa
21 | Sulawesi Selatan Desa Gaya baru Kepala Desa Gaya Bard.
122 | Bali Desa/ Perbekel  Kepala Desa/ Perbekel
23 | Nusa Tenggara Barat | Desa ' i Kepala Desa
24 | Nusa Tenggara Timur | Desa Gaya Baru Kepala Desa Gaya Baru
25 | Maluku Tengah dan Tenggara: Pemerintahan Negeri
Negeri _
- Utara: Kamnpung Kepala Kampung
26 | Irian Jaya Kampung Kepala Kampung

Sumber: DJ'kur{p" dari Rahardjo., (1999). Pengantar Sosiologi Pedesaan dan
Pertapian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Halaman 55 -56.
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Selanjutnya pada masa Pemerintahan Orde Baru, nama
desa menjadi nama generik bagi semua kesatuan masyarakat
hukum, sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas. Nama-nama
khusus kesatuan masyarakat hukum setingkat desa yang ada di
berbagai wilayah di Indonesia, bahkan berangsur-angsur lenyap,
digantikan nama desa itu sendiri, yang keberadaannya semakin
kokoh dengan keluarnya UU No 5 Tahun 1974 tentang
Pemerintahan Daerah, dan leb#h khusus lagi, UU No 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa. Memang dalam UU No 5
Tahun 1975, soal desa tidak diatur secara khusus, hanya dalam
Bab V tentang- Pemerintahan Desa, disebutkan dalam pasal 88 .

bahwa peraturan tentang desa ditetapkan dalam undang-undang.

_ Bisa dilihat bahwa UU No 5 Tahun 1979, tidak lain
adalah implementasi dari pasal 88 UU No 5 Tahun 1974. Tentu
saja substansi dari UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa menjiwai atau sejiwa dengan UU No 5 Tahun 1974, karena
memang - UU tentang Desa itu tidak lain adalah “implementasi
dari amanat pasal 88 UU No 5 Tahun 1974. Karena sifat UU
tentang Pémerintahan Daerah memiliki jiwa sentralisme, sejalan
dengan prinsip képolitikan Pemerintahan Orde Baru pada waktu
itu, maka tidak mengherankan kalau UU tentang Pemerintahan
Desa juga memiliki nafas yang sama, yaitu sentralisme. Contoh
paling menyolok dari sifat sentralisme undang-undang tentang
Pemerintahan Desa. itu, misalnya, bisa dibaca dari definisi
tentang desa yang diramuskan dalam unda-ngHundang tersebut.
Dalam UU No 5 Tahun 1979, disebutkan bahwa“‘Desé adalah
suatu wilayah yang ditempati oleh sejumiah penduduk sebagai
kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah

Iangsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah
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tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia "3

Dalam definisi itu, meskipun desa dikatakan “berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”, yang berarti hal
ini sejalén' dengan prinsip otonomi desa, tetapi kalimat itu
didahului oleh klausul yang menyebutkan bahwa desa adalah
organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah ‘Camat,
dan Camat adalah pemimpin kecamatan, yang strukturnya
berada di bawah birokrasi pemerintahan kabupatenfkota. Juga
meskipun masyarakat desa diberikan hak untuk memilih kepala
desanya, tetapi syarat-syarat pemilihannya ditentukan oleh
Peraturan Daerah (Kabupaten), sesuai dengan pedoman
Pemerintah Pusat, dalam hal ini melalui pedoman Menteri
Dalam Negeri ( UU No 5 Tahun 1979, pasal 5, ayat 1 dan 2).

" Selain itm, ada klausul yang secara jelas 'me_ny'ebutkan bahwa

dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya, kepala

,desa bertanggung jawab kepada pejabat yang bérwenang (dalam

hal ini bupati) melalui camat (UU No 5 Tahun 1979, pasal 10,
ayat 1 ddn 2).

=

Pendek kata, terutama setelah diterapkannya UU No 5
Tahun 1979 itu, keberadaan otonomi asli desa menjadi lenyap.
Desa, yang sejak itu menjadi nama satu—satunyé bagi kesatuan
masyarakat hukum di tingkat paling bawah, hanya menjadi
bagian paling bawah dan kepanjangan semata dari birekrasi
pemerintahan supra desa, dengan struktur hirarkhi dari yang

bawah - ke atds, yainu: pemermtahan tingkat kecamatan,

pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi dan pemeritah -

pusat. Lalu, secara berangsur-angsur tapi pasti, kesatnan-

13 UL Nomor 5 Tahun 1979, Bab 1, Keteﬁtuan Umum, pasal 1.-
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masyarakat hukum lokal pudar dan bahkan lenyap, digantikan
oleh kesatuan masyarakat hukum (baru) bernama desa. Di
bahyak wilayah, kata desa jelas merupakan mama baru, karena
nama ini sebelumnya hanya dikenal di Jawa, Madura dan Bali.
Kata désa itu sendiri berasal dari kata desi, j/aim bahasa
sansekerta yang artinya tanah air, tanah asal, atau tanah

kelahiran.*

Seiring dengan semakin kuatnya ‘pemerintahan Orde
Baru yang memprakiikkan sistem politik sentralisme, maka

praktik otoriomi desa di desa-desa di Indonesia pada umumnya

- menjadi semakin/;udar: Kalaupun masih ada, itu hanya terjadi di

beberapa daerah saja, dan itupun semakin lama semakin
tergerogoti dengan menguatnya posisi desa (barw) sebagai'bagian
dari struktur paling bawah birokrasi pemerintaban pusat. Salah
satu contoh yang patut dikedepankan dari masih bertahannya
otonomi desa di masa sentralisme ini adalah otonoimni desa di
Bali, yang terwujud dalam praktik pengelolaan sehari;hari
pemerintahan desa adat. Walaupun cakupan otonomi desa adat

itu pada masa Orde Baru semakin lama semakin lemah dan

terbatas, karena dipengaruhi oleh kedudukan desa dinas (desa

pemerintahan) yang terus menguat pada masa itu. Misalnya di
masa sebelumnya, urusan adat dan agama boleh dikatakan
merupakan kewenangan penuh desa adat, maka dengan semakin
kuatnya pemerintahan Orde Baru, urusan adat dan agama tidak

lepas dan menjadi bagian dari urusan desa dinas.®®

", Kartohadikoesoemo, Sutardjo (1984)., Desa. Jakarta: PN Balai Pustaka.

15 Gunav\;an, Daddi., (2012}, Pefubahan Sosial di Perdesaan Bali. Salatiga:
Univeristas Kristen Satya Wacana.

25



Sampai kemudian datang jaman reformasi yang
“melahirkan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah. Sesuai dengz-in semangat jamannya (reformasi), undang-
_ undang yang mulai berlaku sejak Januari 2001 itu memiliki
paradigma berbeda dibandingkan undang- undang sebelumnya
Kalau UU No 5 Tahun 1974 maupun UU No 5 Tahun 1979
memiliki paradigma sentralisme, maka UU No 22 Tahun 1999
sudah berubah menjadi lebih menekankan pada desentralisme
atau otonomi. Oleh karena itu, lahimya undang-undang ten_t'a'ng
Pemerintahan Daerah yang baru itu, sekaligus menandai
_ kembalinya gagasan otonomi dalam tata pengelolaan dagrahrda'r’l
desa. Desa tercakup disini, karena undang-undang tersebut
memasukkan klausul terkait dengan tata pengelolaan

pemerintahan  desa. Sehingga wundang-undang ini dengan

sendirinya menggganti UU No 5 Tahun 1979 tentang

Pemerintahan Desa, meskipﬁn undang-undang yang baru itu
memiliki judul Undang—Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No 92 Tahun 1999 ini kemudian direvisi
menjadi- UU No 32 Tabun 2004, yang di dalamnya terdapat
beberapa perubahan dan penambahan. Namun secara prinsip,
. gagasan tentang otonomi desa tetap menjadi pijakan, dan tata
pengelolaan pemerintahan desa tetap dicantumkan dalam pasal-
pasalnya. ' '

Bahwa prinsip otonomi menjadi pijﬁkan dalam
. pengaturan tentang tatd pengelolaan pemerintahan desa, bisa
dilihat dari definisi tentang desa dalam undang-undang tersebut.
- Disebutkan, baik dalam UU No 22 Tahun 1999 maupun UU No
32 Tahun 2004, bahwa yang disebut desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
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berdasarkan ‘asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dalam sistern Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah

‘Kabupaten. Pengertian desa seperti ini jelas menunjukkan

adanya prinsip otonomi di desa, sebagaimana ditunjukkan olely
unsur-unsur kata “memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus” dan “berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat”. Kalimat “berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat” ini mendasari konsep masyarakat adat dan/atau desa

adatnya, serta gagasan tentang otonomi desa asli.

2.2. Konsep Desa Adat dan Otonomi Asli -

Konsep adat pertama kali muncul berbarengan dengan

lahirnya apa yang disebut sebagai konsep ‘dual legal system’,

sejak abad ke-19, yaitu ketika Pemerintah Kolonial Belanda

~berhasil mengkonsolidasi kontrol kekuasaan kolonialnya atas

Jawa. Hépl ini 'ditandai‘ oleh lahirnya Peraturan Pemerintah
Kolonial Belanda (rege.zfngs reglement) tabun 1854. Menurut
pasal 75 dari Peraturan Pemerintah Kolonial Hinda Belanda itu,
ketentuan hukum yang berlaku bagi para penduduk keturunan
Belanda dan Ei‘o‘pa (dan kemudian mencakup Jepang setelah
tahun 1899) yang tinggal di Hindia Belanda, adalah produk
hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Belanda
(hukum Eropa/Bara_t).- Sedangkan bagi penduduk pribumi
(Indonesia) dan China berlaku hukum setemipat, yaitu yang
méncakup aturan/hukum agama dan tradisi/adat istiadat yang

- berlaku di wilayahnya masing-masing.'®

16 Passeur, C., (2007). Colonial Dilemma. Van Vaollenhoven and The Struggle
between Adat Law and Western Law in Indonesia, dalam Davidson, 1.5., dan
Henley, D. The Revival of Tradition i Indonesia-Politics. The Deployment of

.. Adat Colonialism to Indigenism. New York, USA: Routledge. Halaman: 50-67.
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Aturan/hukum agama dan tradisi adat istiadat ini, yang
kelak kemudian dikenal dengan istilah hukum adat, adalah suatu
istilah yang pertama kali dikemukakan oeh Christian Snouck
Hurgronje (1857-1936), dalam bukunya berjudul De Agehers
(Aceh) yang terbit pertama tahun 1893. Gagasan terkait hukum
adat ini menjadi semakin berkembang setelah Van Vollenhoven
-ditunjuk untuk memimpin studi hukum adat Hindia Belanda di
Universitas Leiden. Sejak saat itu, semakin banyak dilakukan
penelitiqn—pehelitian terkait hukum adat di Hindia Belanda oleh
para murid-muridnya, termasuk di antaranya Victor Emanuel
Korn (1892-1969), yang mempublikasikan tulisar? tentang
hukum adat di Bali (Her adatrecht van Bali). Berangkat dari
pengeruan hukum adat ini, maka kemudian muncul istilah desa
-adat, yaitu desa yang melaksanakan aturan hukum agama
dan/atau tradisi/adat istiadat yang berlaku di wilayahnya
masing—'masing. Contohnya adalah desa adat di- Bali, yang
keberaddannya dibedakan -dengan desa baru yang dibentuk
pemerintah kolonial pada akhir abad 19. Desa baru di Bali yang

~ menjadi - bagian dari birokrasi pemerintahan kolon__iz-ﬂ itu,

kemudian disebut ciengari istilah desa dinas (dienst).

Dalam penelitian tentang masyarakat desa adat Tenganan
Bali, Korn sempat mengemukakan suatu konsep Repubhi{ Desa
(villige republic) untuk menjelaskan tentang kemandirian
masyarakat desa adat.” Pengertian tentang republik desa ini,
pada saat sekarang ini kurang lebih bisa disejajarkan dengan
konsep otonomi (asli) desa adat, yaitu otonomi yang dimiliki
karena wewenang berdasarkan hak asal-usulnya. Di berbagai

7 Vicker, A., (2012).Bali A Paradise Created. Second Edition. Hongkong:
Tuttle Publishing, Periplus Editions (HK) Lid.
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tempat lannya di Indonesia (di luar Bali dan Jawa), nama desa
adat ini bisa dipadankan dengan nama lainnya, seperti muzkim

dan gampong di Aceh, marga di Sumatera Selatan, nagari di

" Sumnatera Barat atau Gole di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara’

Timur. Sedangkan desa lainnnya di luar desa adat, khususnya

desa yang berkembang kemudian sebagai bagian dari birokrasi -

pemerintahan pusat, disebut dengan nama desa, vang

penyebutan dan strukturnya sejak masa Pemerintahan Orde
Baru seragam di seluruh Indonesia. Nama desa ini, khusus di Bali-

disebut sebagai desa dinas.

Jadi kalau desa adat atau nama lainnya, memiliki otonomi
(asli) desa berdasarkan hak asal-usulnya (yang diakui), maka desa
pemerintahan memiliki otonomi desa berdasarkan ketentuan
peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Dalam
konteks perkembangan sekarang, misalnya, desa pemerintahan

berkesempatan mengembangkan otonomi desa-nya berdasarkan

- UU No 32 Tahun 2004, yang memang memberikan ruang

otonomi 'yéng lebih luas ketimbang UU sebelumnya. Secara

konsepsional, desa yang memiliki otonomi berdasarkan hak asal-

usulnya (desa adat), disebur sebagai ' selff governing community,

yaitu sebuah komunitas sosio-kultural yang bisa mengurus dan

. mengatur dirinya sendiri (sebagai komunitas). Sedangkan desa

yang memiliki otonomi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-udangan pemerintahan di atasnya, disebut sebagai

local selft government, yaitu suatu’ pemerintahan desa yang

 diberikan = wewenang untuk mengurus dan  mengatur

kepentingan masyarakatnya sendiri, berdasarkan ketentuan
pemeriniah/negara. Sedangkan desa-desa yang merupakan
kepanjaﬁgan tangan birokrasi pemerintahan di atasnya, seperti

misalnya kelurahan, disebut sebagai Jocal state government,
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yaitu pemerintahaﬂ desa/kelurahan yang hanya menjalankan

tugas administrasi yang diberikan oleh negara.'®

Tetapi apa yan_g dimaksud dengan otonomi? Menurut ahli
hukum, Bagir Manan, otonomi adalah kebebas_én dan
kemandirian dari satuan pemerintahan lebih rendah untuk.
mengatur dan mengurus sebagian urusan pemeriritahan, Urusan
pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan
mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga

. satuan pemefintahan yang lebih rendah. Selanjutnya

dikemukakan pula bahwa kebebasan dan kemandiran dalam

otonomi bukan kemerdekaan, tetapi dia terkait dengan ikatan
kesatuan yang lebih besar. Dari sisi hukum tata negara,
khususnya bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara
kesatuan, dan karena itu otonomi adalah fenomena negara

kesatuan. Oleh karena itu, segala pengertian dan isi otonomi

adalal pengertian dan isi negara kesatuan; ‘dan negara kesatuan-

merupakan landasan atas dari pengertian dan isi otonomi.™

Kalau dlcerman pengertlan otonomi seperti tersebut di
atas, memang lebih sejalan untuk pengertian otonomi desa
sebagai Jocal selft government. Namun demikian, pengertian
otonomi yang sama sebenarnya juga bisa berlaku untuk
pengertian otonomi desa asli (selft gbverning community). Ini
karena pengertian adat dalam kata desa adat, juga tidak bisa
dilepaskan dengan s1stem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi di sini desa adat tetap dianggap merupakan subsistem dari

sistem yang lebih besar, yaitu negara kesatuan {Republik

'8 Sukriono, D., (2010). Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa. Politik
Hukwm Pemerintahan Desa di Indovesia. Malang: Setara Press, Pusat Kajian
Konstitusi Univesitas Kanjuruhan. ’

19 Op. Cit. Sukriono, D., (2010). Halaman 65.
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Indonesia). Dalam UUD 1945 (hasil amandemen), pasal 18 B,
ayat 2 disebutkan dengan jelas bahwa negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
déngan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang. diatur oleh dalam undang-undang.
Atas dasar ini, maka tidak pelak bahwa kesatuan masyarakat
hukum adat adalah subsistem dani sistem yang lebih besar, yaitu
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hanya saja, otonomi yang dimililki o_leh desa adat, adalah
otonomi yang memang merupakan bagian hak asal-usul. Dalam
UUD 1945 (hasil amandemen) sebagaimana disebut di atas,

otonominya berasal dari pengakuan dan penghormatan negara

" atas “hak-hak tradisionalnya”.. Otonomi desa adat atau nama

lainnya (selft governing community) yang berasal dari “hak-hak
tradisionalnya” inilah, yang kemudian dinamakan otonomi desa
asli. Sedangkan gagasan otonomi yang diatur dalam undang-
undang maupun peraturan pemerintah adalah otonomi yang
dimiliki desa-desa pemerintahan sebagai focal selft government.
Dengan demikian, hak otonominya terutama berasal dari
“pemberian” negara/pemerintah sebagaimana dituangkan dalam

undang-undang atau peraturan pemerintah, dan bukan dari “hak

‘ tradisionalnya” atau hak berdasarkan asal-usul.

Otonomi sebagai suatu hak yang berdasarkan asal-usul,
tentu memiliki dasar atau fondasi sehingga hak i
memungkinkan atau bisa dilaksanakan. Kata bisa dilaksanakan
patut digarisbawahi, karena sesuai dengan pengertian otonomi,
negara bisa memberikan wewenang kebebasan dan kemandirian
kepada satuan pemerintahan lebih rendah untik mengatur dan -
mengurus sebagian urusan pemerintahan. Wewenang it

bl
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dituangkan melalui ketentuan (undang-undang atau peratuan
pemerintah). Inilah yaﬁg dimaksud peran negara sebagai “mawa

tata” atan melakukan pengaturan. Sedangkan pelaksanaannya
" harus dilakukan oleh desa yang bersangkutan, yang untuk itu
perlu prasyarat dasar tertentu agar otonomi itu bisa dilaksanakan

dan dijalankan.

Lalu apa prasyaratnya? Kartohadikusumo  (1984),
~ mengemukakan bahwa agar otonomi bisa dilaksanakan maka
harus ada hak-hak yang melekat pada desa, yaim: (1) hak atas

wilayah sendiri dengan batas-batas yang sah; (2) hak untuk .

menilih dan mengangkat kepala atau majelis pemerintahannya
(desa) sendiri; (3) hak mengurus dan mengatur pemerintahan
dan rumah tangganya (desa} sendiri; (4) hak mempunyai dan
mengurus/mengelola asset-asset (desa) dan keuangannya sendiri;
(5) hak atas tanahnya (desa) sendiri; (6) hak untuk memungut
iuran/pajak (lokal) sendiri. Tanpa adanya hak-hak yang melekat
tersebut di atas, otonomi sulit untuk dilaksanakan.. ‘Dalam

kaitannya dengan negara yang berperan sebagai ‘mawa tata”

maka negara/pemerintah mengakui dan memberikan wewenang
bagi d-ésar untuk melaksanakan hak-hak tersebut. Termasuk
dalam hal ini, negara memfasilitasi agar prasyarat dasar untuk
terlaksananya otonomi itu bisa terpenuhi, sebagian atau
seluruhnya. Pelaksanaan hak-hak tersebut oleh desa adalah

bagian dari peran desa sebagai “mawa cara’.

BAB III
DINAMIKA DESA PAKRAMAN DI BALL

3.1 Pendahuluan

Pada 2001, Pemerintah Propinsi Bali mengeluarkan
sebuah Peraturan Daerah (PerdayNo 3 Tahun 2001 tentang Desa
Pakraman. Kebijakan ini lahir seiring dengan momentum
perubahan besar sistem administrasi pemerintahan Republik
Indonesia yang menggulirkan wacana desentralisaSi dan otonomir

daerah. Yang disebut sebagai desa pakraman dalam peraturan

- daerah itu adalah:

\ [Klesatuan masyarakar hukum adat di Propinsi Bali
yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama
pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turan-
temurun dalam ikatan Kahyangan tiga atau Kahyangan
desa yang mempunyai wilayah tertenmn dan harta
kekayaan sendiri - serta’ berhak menguru rumall -

tangganya sepdiri.?

Sesuai dengan peraturan tersebut, desa pakraman

‘memiliki tugas untuk (1) membuat awig-awig (peraturan yang

‘mengikat masyarakat adat); (2) mengatur krama desa; (3)

mengatur pengelolaan barta kekayaan desa; (4) bersama
pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang, -
khususnya bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan; -

(5) membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam

rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan

kebudayaan nasi_onal; (6 mengayomi krama desa. Selain

¥ Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001



tugasnya, perda itu mengatur pula ketentuan wewenang desa

pakraman dalam (1) menyelesaikan sengketa adat ‘dan agama

dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina
kerukunan dan toleransi antara krama desa sesuai awig-a wig dan
adat kebiagaan setempat; (2) turut serta menentukan setiap
keputusan dalma éelaké.anaan pembangunan yang ada di
“wilayahiya; dan (3) melakukan perbuatan hukum di dalam dan

-di luar desa pakraman.

Kebijakan itu menarik dalam bebérapa hal. Pertama, ia
menjadi bukti kongkrit inisiatif yang dilakukan pemerintah di
tingkat daerah dalam melakukan pemberdayaan institusi adat
yang ada di dalam lingkup wewenangnya. Kedua, kebijakan itu
juga tidak sekedar menjadikan adat sebagai sebuah kosmetik
dalam polesan populer pelestarian ‘kekayaén budaya daerah,
yang hanya menempatkan tradisi atau adat sebagai “pajangan
budaya” Dengan demikian, melalui peraturan daerah ity
_ eksistensi desa pakraman mendapat ruang hidup baru melakui

pengakuan formal terhadap hak mengelola kekayaan desa dan

aturan-aturan yang mengikat kehidupan masyarakat tempat adat

it berada.

Kelahiran perda tehtang desa pakraman memang -

memberi momentum penting untuk perkembangan tatanan adat

_te_rseBut dalam sistem pemeﬁﬁtahan konteihporer di Indonesia.
Bégailﬁanaptm, perda itu bukan langkah  rekayasa
menghidupkan sesuaty yang sudah hampir punah dan dianggap
mati dalam perjalanan sejarahnya. Dinamika sejarah di Bali
_ menunjukkan bagaimana kontinuitas s‘éjarah panjang lembaga
adat desa pakraman sejak periode pra-kolonial, kolonial dan
republik.

Dalam sejarah panjang itu, tidak dapat dipungkiri
terjadinya intervensi-intervensi dari luar, melalui pembentukan
desa dinas yang dipelopori pemerintah kolonial Belanda dan
kemudian penyeragaman bentuk administrasi desa dinas melalui
model desa di Jawa sejak keluarnya keputusan tentang
pemerintah desa pada tahun 1974, desa adat pakraman telah
menunjukkan kontinuitas sejarah yang menarik dan sekaligus
peran pentingnya bagi masyarakat Bali. Perubahan-perubahan
yang terjadi dalam lingkup makro politik di Indonesia sejak
periode reformasi tahun 1999, yang disusul kemudian dengan
kebijakan yang lahir tentang pengakuan desa adat pakraman
oleh pemerintah propinsi Bali, memberikan momentum penting
bagi desa adat pakraman untuk kembali hadir sebagai sebuah
lembaga . penting di dalam struktur paling bawah administrasi

pemerintahan Republik Indonesia.

- Bab ini adalah uraian tentang desa pakraman yang
menjadi model agenda ‘revitalisasi adat’ sebagai wacana. yang
menguat sejak bergulirnya periode reformasi di Indonesia. Titik
tolaknya berangkat dari pertanyaan tentang bagaimanakah desa
adat pakraman terbentuk? Bagaimana pula ia bertahan dan
menyesuaikan diri dengan perkembangan waktu sepanjang
bebefapa abad eksistensinya, sampai periode kontemporer ketika
reformasi péli_tik di Indonesia ménjadi pintu yang membuka
ruang hidup adat pakraman dalam tatanan ketatanegaréan
politik ‘di Bali.. Kemudian, struktur adat seperti apa yang
menibuatnya tetap relevan dalam kehidupan kontemporer

masyarakat perdesaan di Bali sekarang ini?



3.2. Konstruksi Desa Adat di Bali

Sejak kapan unit-unit desa di Bali terbentuk dalam
sejarahnya? Sumber-sumber tertua berkait dengan desa di Bali
dalam bentuk cerita-cerita di babad yang ditulis di lontar dalam
huruf Jawa Kuno, menyebutkan bahwa desa-desa di Bali.sudah
mulai berkembang sejak abad VIIL Ini terutama terjadi sejak
seorang Maharési dari Jawa -bermama Markandy‘a berimigrasi
atau datang ke Bali bersama ratusan pengikuthya untuk memulai
suatu kehidupan baru dengan membentuk desa-desa di sana.
Sejak saat ,i_t-ulah desa-desa sebagai suatu kesatuan wilayah

pemukiman, mulai secara perlahan-lahan menyebar dan

'berkembarig di Bali. Tetapi memang tujuan dari Maharsi
Markandya beserta para pengikutnya bermigrasi ke Bali ddak
sekedar membangun tanah-tanah pertanian dan pemukiman

baru. Lebih dari itu, tujuan Maharsi Markandaya pergi ke Bali

‘bersama para pengikutnya adalah untuk mengembangkan ajaran

. Trisaktipaksa seperti Waisnawapaksa®! serta tata cara melakukan

upacara dan upakara (bebanten) pada masyarakat Bali. - Oleh

karena itu di-desa-desa baru di Bali yang dibangun sejak -

kedatangan Maharsi Markandya, selalu diusahakan didirikan apa
yang disebut sebagai Kahyangan Desa. Kayangan Desa adalah
suatu bentuk bangunan Pura yang didirikan -di wilayah suatu

-desa, sebagai tempat bagi masyarakat desa melakukan upacara

pemujaair kepada Tuhan.

! galah satu aliran dalam ajaran Hindu vang dikembangkan pertamakali di Bali
olech Maharsi Markandya pada abad-VIII. Sampai sekarang jejak dari aliran ini
masih ada di Bali, antara lain, tergabung dalam apa yang disébut dalam soroh
atan klan kelnarga Bhujangga Waisnawa (memuja Dewa Wisnu). Soroh atau
klan keluarga Bhujangga Waisnawa sampai sekarang mengaku bahwa leluhur
mereka adalah Maharsi Markandya.

Berkaitan dengan awal keberadaan Xayangan Desa ini,

. lontar Markandya Purana menyebutkan antara lain:

“Sekarang oleh karena sudah 'banyak dapat merabas
buran maka Maharesi Markandya bef](eingzhan-
membangun- Kahyangan Desa. Pada saat itu, 1Ia
memberikan pengikutnya bagian tanah, semua supaya
cukup pekarangan  serta sawah dan - Iadang.
Penyelenggaranya disebut, “desa”. Desa inilalt yang
punya tugas kewajiban meﬂgums Pura Kahyangan

Desa”??

~ Dengan adanya pengertian bahwa penyelenggara
(upacara) di Kalhiyangan disebut desa dan desa berkewajiban
mengurus Pura Kahyangan, maka makna dari suatu desa di Bali
sejak awalnya tidak saja mengandung arti sebagai tempat
pemukiman (teritorial) suatu komunitas (kesatuan masyarakat
hukum), tetapi lebih dari itu, kata desa itu sendiri pada mulanya
juga mengandung pengertian spiritual atau kerohanian.
Sebagaimana akan dijelaskan dalam bagian tulisan dibawah ini,

dalam 'perkembaxgga.tmyal sampai sekarang, memang keberadaan |

" desa tidak bisa dipisahkan dengan unsur AKahyangan itu, dan

bahkan ﬁ_nsur_ Kahyangan itu yang menjadi landasan paling
utama dari keberadaan suatu desa (adat) di Bali.

Bahﬁva pengertian desa di Bali tidak bisa diartikan sebagai
__suétu tempat pemukiman pénduduk semata, bisa digambarkan
juga dari ilustrasi berikut. Dalam bahasa Bali, ada kata-kata desa,
yang kalau disandingkan dengﬁn kata lain, artinya lantas

mengandung makna spiritual atau kerohanian. Misalnya, kata

21 jhat: Kertas Posisi Yayasan Wisnz Ne: 02/VIF2001. Dikutib dari:
hitp:/fwww . wisnt.or.idV2/ID/pdiDesaPekraman danGumi Balipdf
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Hita Upadesa, yang dalam bahasa Bali diartikan sebagai petunjuk

atau sumber untuk mendapatkan kerchanian (Ffifa berarti-

petunjuk atau sumber, Upadesa berarti mendapat kerohanian
atau pentunjuk ajaran agama Hindu). Atau pengertian desa
dalam kata kata terkenal di Bali, ‘desa kala patra’, yang
maknanya tidak lagi bisa diartikan secara langsung sebagai'
“tempat wilayah pemukiinan penduduk”, tetapi dipakai untuk
rmenyata_tkan suatu -situasi menurut “tempat” {desa), “W_akfu”
(kala) dan “keadaan” (patra). '

. Dérriikianlah, méka desa~desa di Bali sudah berkembang
sejak abad VIIL Seperti disinggung diatas, setiap desa di masing-

masing - tempat memiliki hubungan yang kuat dengan unsur

Kahyangan (sifat Ketuhanan) yang dalam kehidupan masyarakat
" désa sehari-hari tewujud dalam bentuk tempat persembayangan
agama Hindu, yaitu Pura. Proses perkembangah sejarah sejak
abad ke-VII téljsebut telah menjﬁdikan bentuk desa di Bali
-delam dua jenis penamaan, yaitu desa aga (bali aga) dan desa
apaﬂaga (bali apanaga). Perbedaan penyebutan ini dihubungkan
dengan asal mula perkembangan desa atau masyarakat desa yang
bersangkutan: pertama, dikaitkan dengan sejarah masuknya para
pendatang dari Jawa ke Bali pada gelombang pertama ‘yang
'di_p]"mpiﬁ - oleh Mahersi Markandya di abad ke - 9; kedua,

dihubungkan dengan kedatangan imigran dari Jawa ke Bali pada

gelombang ke dua yang téxjadj sejak abad 14, ketika kerajaan
Majapahit di Jawa Timur mulai memperluas dan memperdalam
pengaruhnya ke Bali. Meskipun ada dua sebutan nama, tetapi
pada umumnya atau sebagian besar desa-desa di Bali bisa
di golongkz_in sebagai desa apanage. Sedangkan hanya sedikit yang
digolongkan dengan sebutan nama desa g2; dan umumnya desa
aga ini lebih banyak berada di wilayah dataran tinggi atau
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pegunungan - di Bali. Kedua bentuk desa ini sampai sekarang
memiliki beberapa ciri yang berbeda, disamping masih adanya
kesamaan, khususnya yang berkaitan dengan unsur dasar
kahyangan yang memang harus ada di masing-masing desa di
Bali. '

3.3. Berkembangnya Struktur Dualitas

Sebelum  jatuhnya Kerajaan Buleleng ke tangan
Pemerintah Hinda Belanda tahun 1849, Bali terbagi atas 7 buah
kerajaan utama yang berdaulat di masing-masing wilayahnya.
Tujuh buah kerajaan itu adalah Tabz;lan, Badung, Bangli,
Gianyar, Klungkung, Karangasem dan Buleleng. Buleleng sendiri
jatuh ketangan Pemerintah Hindia Belanda setelah mengalami
kekalahan dalam Perang Jagaraga yang berlangsung dari tahun ‘
1946 hingga tahun 1849. Setelah Buleleng pada tanggal 16 April
1849 menyerah, kira-kira sebulan kemudian, yaitu tanggal 20
Mei 1849, giliran Kerajaan Karangasem ditaklukkan Belanda.
Karangasem ikut diancksasi Pemerintah Hindia Belanda karena

fajanya ikut membantu Kerajaan Buleleng dalam Perang

- Jagaraga melawan Belanda.?

Sejak kekalahan kedua kerajaan tersebut, situasi kerajaan-
kerajaan di Bali banyak mengalami perubahan. Satu demi satu |
kerajaan di Bali, misalnya, . mulai mengakui kekuasaan
Pemerintah Hindia atas wilayah masing-masing. Tahun 1855 di
Buleleng bahkan sudah ditempatkan seorang asisten residen, P.L.

 Bloemen Waanders, -yang berkedudukan di Singaraja untuk

. Untuk mengetahui lebih detil mengenai penyebab terjadinya peperangan
antara Pemerintah Hindia Belanda denpan Kerajaan Karangasem, lihat buku:
Sejarah Perang fagaraga, Proyek APBD, Propinsi Dati |, Bali. Tahun 1980/1981.
Selain itu lihat juga: Op.Cit. Gde Agung, Ide Anak Agung. .
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memimpirni pemerintahan Bali dan Lombok. Tahun 1882,
berdasarkan Ind. Stb. No. 123, keta Singaraja ditetapkan sebagai
Ibukota Karesidenan Bali dan Lombok, dan untuk itu diangkat

seorang asisten residen bernama A.A. Hos™ Mulai saat Itu,

" secara bertahap pemerintah Hindia Belanda menempatkan para

pegawai pemerintaban di Bali. Dan wilayah Bali, dengan
demikian, juga mulai terkonsolidasi sebagai bagian dari wilayah
kolonial yang berpusat di Batavia. Ini diselingi oleh dua
peristiwa besar, yang dampaknya kemudian menjadikan Pulau

Bali, secara penuh berada dalam wilayah kedaulatan pemerintah ‘

Hindia Belanda. Peristiwa pertaina adalah apa yang disebut
sebagal Puputan Badung. Puputan berarti sampai habis; sehingga
perang puputan berarti perang sampai habis-habisan yang
menimbulkan kecaman terhadap pemerintah kolonial di Batavia

saat itu.

Sejak peristiwa puputan itu, pemerintah Belanda
mengubah secara drastis kebijakan kolonialnya di Bali.

* Kebijakan ini dikenal dengan nama Baliseering, atau Balinisasi
Bali. Inti dari kebijakan ini adalah membiarkan dan bahkan

melindungi orang Bali untuk meneruskan pola hidupnya sendiri
yang “indah dan bebas” dari gangguan apapun. Dalam perspektif
kolonial, orang Bali dengan kehidupan sosial-kebudayaannya
dipandang sebagai suatu “museu_mr hidup” dunia yang mesti
dilindungi dan dipertahankén keberadaannya. Oleh karena itu,

~ ketika pex;lerintah kolonial pada waktu ita mulai membangun -

jaringan birokrasi pemerintahan sampai pada tingkat paling
bawah dengan membentuk dan mengembangkan apa yang

disebut kemudian dengan nama desa dinas (dienst), maka

# Op.Cit. Agung, AA Gde Putra. Halaman 180.
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keberadaan desa lama atau desa adat yang sudah ada sejak jaman

pra-kolonial tidak diganggn gugat. Kalau ditilik, pembentukan

‘dan pengembangan desa dinas itu sendiri merupakan bagian dari

upaya mengkonsolidasikan kekuasaan di selurub wilayah Bali.

Namun perlu dicatat bahwa sebelum mengembangkan
jaringan birokrasi pada tingkat desa, pemerintah kolonial
ternyata telah lebih dulu menata dan memodetnisir struktur
poliﬁk kekuasaan pemerintahei‘h pada tingkat daerah, atau
wilayah-wilayah kerajaan Bali dengan menempatkan raja-raja

Bali sebagai bagian dari adminstratur pemermtahén:kolonial.

Di Bali pada awal abad ke XX ada delapan pemeritahan
raja-raja, yaitu Klungkung, —Karaﬁgasem, Gianyar, Banglh,
Badung, Buleleng, Tabanan dan Jembrana.® Dalam strukrur
pemerintahan kolonial yang sudah terkomsolidasi itu, "pucuk
pimpinan kekuasaan tidak lagi diduduki oleh raja-raja Bali

setempat, melainkan ditempatkan seorang residen yang

‘membawahi wilayah Bali dan juga Lombok. Pusat kekuasaan

berkedudukan di kota Singaraja (Buleleng). Residen Bali dan
Lombok i bgﬁanggungjaﬁvab langsung kepada Gubernur
Jenderal Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia.
Dibawah residen adalah asisten residen yang berkedudukan di

Denpasar, Bali.

* Di Bali pada abad 18 sehetulnya ada 9 Kerajaan utama, yaitu K]ungkung,
Karangasem, Buleleng, Bangli Badung, Mengwi, Tabanan, Gianyar dan
Jembrana. Tetapi pada tahun 1890-an Mengwi runtuh dianeksasi oleh Kerajaan
Badung. Hal yang sama juga dialami oleh Jembrana, yang rantuh dianeksasi oieh

- Kerajaan Buleleng, dari dihidupkan kembali setelah Buleleng kalah perang

me}awan pasakan Hindia Belanda.
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Pemerintah kolonial membagi dua wilayah administrasi
Bali yaitw: Bali Utara yang terdiri atas Buleleng serta Jembrana;
dan Bali Selatan yang terdiri atas Badung, Tabanan, Gianyar,
Karangasem, Klungkung dan Bangli Wilayah Bali Utara -di
bawah kendali Residen di Singaraja, sedangkan !Wilayah Bali
Selatan di bawah kekuasaan asisten residen di Denpasar. Di
masing-masing wilayah kekuasaan kerajaan itu ditempatkan
seorang kontrolir yang merupﬁkan pegawai sipil pemerintah
. Hindia Belanda?® Pada -wakwu itu ada tiga macam bentuk
‘hubungan kekuasaan raja-raja di Bali dengan administrasi

pemerintahan kolonial, yaitu: .

1. Pemerintahan langsung (rechstreeks bestuurd gebied),
'yaﬁg meliputi Buleleng, Jembrana (dan Lombok). Disini
raja-raja setempat langsung berada di bawah kekuasaan
pemerintahan kolonial. ' '

2. Pemerintahan sendiri (zelfbesturend landschappen), yang
meliputi Baduﬁg, Tabanan, Klungkung dan Bangli. Disint
raja-raja setempat, meskipun merupakan bagian dari
kekuasaan administrasi pemerintah kolonial, masih _
diberikan keleluasaan wewenang yang otonom dalam -

.- pemerintahan lokal.

3 Wakil pemerintah Belanda (Stadehauder), yang meliputi
wilayah Gianyar dan Karangasem. Disini raja-raja
setempat mendapat status sebagai wakil dari pemerintah
kolonial. '

Selanjutnya di bawah struktur pemerintahan raja-raja
adalah distrik-distrik yang diketuai oleh para punggawa. Di

Kerajaan Karangasem sendiri, kalau sebelumnya raja memiliki 23

* Op.Cit. Agung, AA Gde Putra. Halaman 180-187.
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distrik kepunggawaan, maka dalam pada masa kolonial, atau
tepatnya sejak tahun 1914, diadakan penciutan sehingga tinggal
menjadi 12 distrik saja. Ke 12 distrik itu adalah Karangasem,
Selat, B_ugbug, Abang, Rendang, Culik, Bebandem, Kubuy,
- Manggis, Muncan Seraya, dan Sidemen. Desa adat Tebola
(tempat penélitian ini dilakukan) berada dalam distrik Sidemen.

- Penciutdan jumlah distrik ini bertujuan untuk efisiensi

" administrasi, sehingga hasilnya~ beberapa distrik digabungkan

menjadi satu. Misalnya, kepunggawaan Talibeng yang ada pada
jaman kerajaan sekarang digabungkan menjadi satu dengan

-= kepunggawaan Sidemen, menjadi hanya distrik Sidemen yang

. dipimpin oleh punggawa Sidemen. Begitupula disirik Besakih

digabungkan dengan distrik Selat-menjadi distrik Selat; distrik
Sibetan dan Saren digabung dengan distrik Bebandem menjadi
distrik Bebandem; distrik Ulakan digabung dengan distrik

‘Manggis menjadi distrik Manggis; dan seterusnya.

Sampai sekarang nama-nama distrik yang digabungkan -
sejak masa kolonial itu masih ada dan menjadi wilayahr
Kecamatan. Seperti halnya kepunggawaan Sidemen, Manggis,
dan Bebandem, yang menjadi kecamatan Sidemen, Manggis dan
Bebandem. Hanya saja kalau dulu distrik-distrik itu termasuk
wilayah Kerajaan Karangasem, sekarang menjadi wilayah

Kabupaten Karangasem.

Memang, sebagaimana disinggung di depan, sejak semula
para punggawa ini urnuniny‘a masih merupakan Kerabat atau
orang dekat raja. Oleh karena itu loyalitasnya terutama adalah
pada raja yang méngangkathya menjadi punggawa. Ini sesuai
tujuan raja menempatkan “orang-orangnya” menjadi punggawa,
yaitu dalam rangka membangun suatu jaringan kekuatan di
tingkat bawzh yang dijamin loyalitasnya. Tetapi setelah para raja
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di Bali tersebut menjgd_i bagian dari kekuasaan pemerintahan
kolonial, maka sebagian dari para punggawa ita adalah orang-
orang yang diangkat sendiri oleh pemerintah kolonial Belanda.
Ldyalitasnya, dengan demikian tidak lagi sepenuhnya ditujukan
kepada para raja yang memimpin wilayahnya, tetapl terutama
k_epadé pemerintah kolonial. Dibawah para punggawa inilah
berdiri para perbekel yang memgepalai desa-desa yang baru
dibentuk oleh pemerintah kolonial. Desa-desa baru itu

~ kemudian dikenal dengan sebutan desa dinas (dienst). Ini untuk

.membedakan_ ‘dengan desa lama -yang memang sudah ada

sebelumnya, dan yang juga dipimpin oleh perbekel.

Desa lama yang sudah ada sejak jaman pra;kolonial ini
selanjutnya dinamakan desa adat (adaz). Desa adat ini dikepalai
oleh oleh seorang kepala desa adat yang kemudian dikenal

~ dengan ‘nama Bendesa atau Klian Desa; sedang desa dinas

~ dikepalai oleh kepala desa dinas yang hingga sekarang masih

sering disebut dengan nama Perbekel, disamping nama barunya, -

khususnya yang dikenal sejak jaman Orde Baru, yaitu kepala -

desa, Berbeda dengan desa adat yang wilayahnya mencgkup
suatu kKesatuan dari satu mésyarakét adat tertentu. Desa dinas,
yang keberadaannya merupakan hasil konstruksi pemerintah
kolonial itu, Iﬁempakan_ suatu desa bentukan baru yang

wilayahnya ditetapkan berdasarkan suatu kesatuan wilayah

teritorial tertentu dengan struktur yang kurang lebih bersifat
seragam. Sifat - seragam ini diperoleh karena desa - dinas
merupakan bagian atau mata rantai terbawah dari struktur
administrasi birokrasi pemerintah (kolonial) yang nﬁeman-g sejak
awal dirancang seragam untuk kepentingan yang kurang lebih
hampir sama, yaitu melayani kepentingan-kepentingan birokrasi

pemerintahan di tingkat paling bawah atau desa.
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Oleh karena dasar dari cakupan wilayahnya berbedﬁ,
tetapi terletak pada satu satuan wilayah kerajaan yang sama,
maka teritorial desa dinas dan desa adat tidak jarang menjadi
tumpang tindih. Misalkan, satu wilayzh desa adat bisa saja terdiri
dari bebe:rapa wilayah desa dinas; atau sebaliknya satu \ndlajrah

desa dinas bisa terdiri atas beberapa desa adat; atau juga satu

. wilayah desa adat terdiri dari sata desa dinas. Pola ini, sampai

sekarang tetap bertahan. Namun yang perlu dicatat di sini,
walaupun wilayah teritorialnya bisa tumpang tindih, batas-batas
Wil.a_yah-aan wewenang pemerintahannya berbeda. Dalam hal
ini, desa dinas berkaitan dengan k€kuasaan politik administrasi
dan birokrasi pemerintahan kolonial, sedangkan desa adat
berkaitan dengan pemerintahan  masyarakat adat, yang
pengelolaannya tetap otonom mengikuti gagasan kolonial -
tentang Baliseen’ng' Dalam perkembangannya, lewat desa dinas
inilah pemerinfah kolonial Belanda kemudian semakin
mengukuhkan kekuasaan kolonialnya sampai ketingkat desa.
Kebe_rad;ian _pemeri'ntahan faesa dinas 1m sendiri temyata terus
berlanjut 'ketika pemerintah kolonial Belanda menyerahkan
kekuaséaannya ‘pada Pemerintahan Kolonial ]epang.‘ Dan
begitulah selanjutnya, bérlangsung terus tanpa putus pada masa

pemerintahan nasional, hingga akhirnya sampai masa kini.

3.4. Ordé Baru dan Hegemoni Desa Dinas

Uniknya, perkembangan pemerintahan desa dinas dari
waktu ke waktu sejak masa kolonial Belandﬁ ternyata tidak
menghilangkan keberadaan desa adat atau desa pakraman yang
sudah ada sebelumnya. Kelihatannya, kebijakan Baliseering yang
pada mulanya dikonstruksi oleh pémeritah kolonial Belanda im,

memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam - memibentuk -
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pandangan banyak orang, dan terutama para pengambil

kebijakan, yaitu tentang bagaimana masyarakat dan kebudgyaan
Bali yang ash i hendaknya “jangan diganggu-gugat’. Dan
menurut pandangan ini, institusi tempat masyarakat dan
kebudayéan Bali itu hidup dan “jangan diganggu gugat” itu tak
lain lz'idala'h desa adat atau des_zi pakramaﬂ. Semenjtara desa adat
sepertl dibiatkan berkembang menurut dinamikatya sendiri,
sebaliknya desa dinas menjadi perpanjangan tangan dan
inétrufn'en pemerintah untuk berbagai kepentingan.- La_mgkah—

langkah pemerintah kolonial untuk membangun infrastruktur,

seperti jalan di berbagai tempat di Bali, yang tidak jarang

menembus WilaYahrWﬁayah perde_saan, misalnya, dilakukan

d‘éngan‘ memanfaatkan kedudukan desa dinas. Contohnya,

memobilisasi penduduk desa sebagai tenaga kerja wajib atau

tenaga kerja rodi untuk keperluan pembangunan jalan-jalan -

dilakukan lewat desa dinas,'bukan desa gdat.

Pada .aspek 1ain,. desa dinas dimanfaatkan sebagai -

instrumen politik kolonial untuk mengawasi dan mer_lgontrol
kehidupan sosial-politik masyarakat desa di Bali. Disamping,
pexﬁerintah kadangkala juga memanfaatkan desa dinas untu%{
berbagai ﬁméSi lainnya, seperti Vpemberantasan. penyakit
menular dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, sebagai bagian
aari mata rantai birokrasi paling bawah pemerintah, fiungsi-
fungsi séperti disebutkan di atas it terus berjalan meskipun
rezim pemerintahan- bergéntimganti. Maka tidak heran kalqu
sajak masa awal pemerintaban nasipnal ‘sampai sekarang,
misalnya, desa dinas boleh di_katakan banyak meneruskan

fungsi-fungsi yang sudah berjalan sebelumnya, terutama dalam

kaitannya sebagal mata rantai paling bawah dari birokrasi

pemerintahan pusat. Hanya saja, kalau pada masa lalu desa dinas
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strukturnya di bawah punggawa dan raja, yang dalam hal ini

© bertindak sebagai wakil dari penguasa kolonial, maka pada masa

pemerintahan nasional strukturnya berada di  bawah

pemérintahan kecamatan.

Seperti pada masa Orde Baru, misalnya, ‘ struktur
pemerintahan desa dinas di Bali berada dibawah pemerintahan
kecamatan. Struktur ini sesuai dengan undang-undang yang
berlaku pada saat itu, yaitu UU No 5 Tahun 1974 dan UU No 5
Tahun 1979, yang antara lain meneta‘pkaxi bahwa desa adalah
organisasi pemerintahan terendah yang langsung berada di-
bawah Camat. Dengan landasan undang-undang itu, desa dinas
di Bali lalu menjadi pusat dari semua aktivitas sosial, ekonomi

dan politik dari pemeriﬁtah perdesaan.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan pembangunan
pada masa Orde Baru yang lebih banyak bersifat sentralistis,
yang keseluruhan prosesnya lebih banyak mengalir dari atas ke
bawah, misalnya,. desa dinas menjadi ‘o_rganisas_i pemerintah

paling bawah satu-satunya yang menjadi pusat dari semua gerak

: pembangunan di perdesaan: Begitupula dalam konteks politik,

yang pada masa Orde Baru prosesnya digerakkan secara
sentralistik melalui sistém pblitik korporatif dengan Golkar
sebagai induknya, maka desa dimas juga menjadi pusat dari
seluruh pengelolaan politik perdesaan. Oleh karena itu jarang
ada suatu perkembangan politik diperdesaan yang lepas dari
pengawasan, kont'rolr dan pengelolaan desa dinas. Tentu saja
semuanya ini adalah bagian dari upaya pencapaian tujuan
kepentingan politik yang rumusannya lebih banyak diarahkan
dari aras “supra desa’. Apakah i di fingkat kecamatan,
kabupaten, dan seterusnya. Dalam hal ini, peran politik militer
(ABRI) di ungkat lokal juga patut diperhitungkan, mengingat
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militer pada waktu itu merupakan partner utama dari Golkar

yang keberadaannya ditopang kuat oleh birokrasi pemerintahan.

Ketika pemérintahan Orde Baru ambruk tahun 1998,
keadaan seperti yang disebutkan diatas mulai berubah. Pada
waktu itu mulai berkembang suatu pemikiran yang menganggap
bahwa desa seharusnya- tidak boleh lagi hanya menjadi
kepanjangan tangan dan kepentingan strukiur pemerintahan

" “3tas desa”. Desa harus mampu berkemba.ng lebih mandiri dan

otonom; yang hal demikian memang sejalan dengan perubahan

pengertian tentang desa. Ini sebagaimanad tercermin dari adanya

| pergeseran pengertian tentang desa, seperti yang' tercantum
dalam undang-undang lama (UU No 5 Tahun 1979) ke undang-
{ndang yang baru (UU No 22 Tabun 1999 dan UU No 32 Tahun
2004). Perubahan pengértian tentang desa itu - menyangkut
antara lain: ' &

Desa menurut rumusan lama memberikan titik tekan
péng‘ér’tiari pada $uatu kesatuan wilayah (teritorial). Ini terlihat
dari rumysannya yang secara eksplisit menyatakan bawa “desa

" sebagai suaru wilagah yang ditempati oleh sejumliah penduduk
* Sedangkan dalam rumusan yang | baru titik tekannya lebih
pada pengertian sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum.
Dalam hal ini pengertian tentang desa dirumus sebagai °
kesatuan masyarakat hukum yang mgmilikj kewenangan...”.

‘ Gagasan otonomi yang melekat desa pada dalam rumusan

lama memang ada tetapi pengertiannya terkesan sangat samar-

samar, tidak jelas. Di sini pengertian otonomi desa dirumuskan

antara lain sebagai “organisasi pemerintah terendah Iangsung di

bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumal tangganya
sendiri...”, Sebaliknya gagasan otonomi yang melekat pada desa

dalam rumusan yang bara kelibatan lebih eksplisit dan jelas.
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Desa dalam hal ini dinyatakan ‘“memiliki kewenangan uniuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat...”.

Dengan perubahan pengertian itu maka ruang bagi desa-
desa untuk melakukan reposisi diri — dalam arti menjadi lebih
mandiri dan otonom — menjadi lebih terbuka. Meskipun terbukti
kemudian bahwa dalam praktiknya tidak mudah. Keadaan
sepél_'ti inilah yang dialami oleh desa-desa dinas Bali, paling tidak
sebagaimana diakui oleh beberapa Perbekel Desa Dinas di desa-

desa di wilayah Sidemen. Sébagai contoh, Perbekel dari Desa

. (Dinas) Sidemen, misalnya, mengakui bahwa mengelola Desa

Dinas pada masa sekarang memang tidak mudah, terutama bila
dibandingkan dengan masa lalu (Orde Baru).” Dulu dalam
banyak hal, pengelolaan desa dinas sering mengandalkan
dukungan langsung dari pemerintah kecamatan dan/atau
kabupaten. Dengan posisi pemerintahan yang kuat pada wakeu
itu, maka dukungan seperti ini seringkali memberikan hasil guna

bagi pemeritah desa setempat, khususnya dalam hubungannya

‘dengan pencapaian target dan tujuan pembangunan di tingkat

masyarakat desa. Meskipun untuk itu, pemerintahi desa tidak
jarang harus mengorbankan ke:nandiriannya§ yang dalam
perkembangannya kemudian justru menjadi faktor pendorong

”

munculnya sifat mental pembangunan yang “tergantung dari
atas”. ‘

¥ YWawancara dengan mantan perbekel dan perbekel Desa Dinas Sidemen,
Gusti Lanang Gita dan I Dewa Mayun (periode wawancara: Mei 2008). Juga
wawancara dengan roantan kepala Desa Dinas Telagatawang, Ketut Sukayasa
(periode wawancara: 24 Deserber 2009). Desa Dinas Sidemen dan Desa Dinas
Telagatawang (bersama desa dinas baru hasil pemekaran, Desa Dimas Sinduwati)
ada di wilayah Desa Pakraman Tebola.
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Namun sekarang, dalam jaman desentralisasi, pemerintah
desa justru dituntut untuk.l'ebih"banyak berinisiatif dan mandiri.
Sedangkan pada saat yang sama kemampuan sumberdaya desa
dinas — apakah sumberdaya manusia ataupun sumberdaya sosial-

ekonomi — belum banyak berubah dari yang ada sebelumnya.

* Sebagai contoh, Desa Dinas Sidemen, misalnya, boleh dikatakan

tidak memiliki sumber pemasukan keuangan desa {Pendapatan

‘Asli Desa/PAD) yang memadai untuk bisa menopang suatu

prdses pengelolaan, desa yang lebih mandiri. Ini karena sumber-
sumber pemasikkan yang mungkin diperoleh’ di desa, seperti

pasar desa, tanah-tanah desa, dan lain sebagainya, }ustru dimiliki

" dan dikuasai oleh Desa .Adat/ Pakréman. Desa dinas boleh

dikatakan sangat mengandalkan sumber keuvanigan desanya pada
Pemerintah Daerah. '

U’nfuk kasus- desa dinas di Sidemen, h_i_n,@ga akhir tahun
1950-an, “umumnya para perbekel-nya I_nasih ‘mempunyai
sumber pendapatan dari tanah-tanah desa {disebut fanah bekt).

-. Tetapi karena hasil dari ranah bekti pada waktu it dianggap

tidak mencukupi,s maka pemerintahan kabupaten kemudian
mengambil - inisiatif untuk menggantinya dengan peridapatanm
gaji. Sebagai gantinya ranah bekt ﬁ;ilik_desa (dinas) itu diambil
alih oleh pemé‘rin‘tahan kabupaten. Menurut hara sumber di
Sidemen, pada akhir tahun 1950-an, gaji yang diberikan oleh
pemerintah ke perbe](e] kira-kira sebesar Rp 150,-. Gaji sebesar
itu dianggab sangat besar karena harga 1 kg beras pada waktu itu
hanyﬁ 1 rupiah; meskipun tidak lama kemudian nilai rupiah
terus merosot, khususnya karenma akibat dari kebijakan
pemotongan nilai tukar yang dilakukan oleh pemerintahan pada
waktu itw, Dalam suatu kesempatan diskusi di kantor kecamatan

~ pada akhir Desember 2009, Camat Sidemen mengpngkapkan
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pand'angamiya tentang keberadaan desa dinas dalamkonteks
adanya dualisme desa di Bali, yaitu desa dinas dan desa adat.
Menurutnya, dalam era reformasi ini maka desa dinas dan desa

adat sebaiknya diintegrasikan menjadi satu. Ini berangkat dari

* suatu kenyataan bahwa banyak urusan desa dinas dan desa adat

yang seharus bisa disatukan pengelolaannya. Dengan adanya dua
pengelolaan di satu wilayah desa, oleh desa dinas dan desa adat,

maka menurutnya-semuanya inismenjadi tidak efisien.

Disamping desa dinas sekarang boleh dikatakan masih

" sangat tergantung sumber pendanaannya darl pemerintah

dacrah. Sementara desa adat justru lebih mampu menggali

sumber-sumber pendanaan sendiri, antara lain dari pengelolaan

asset-asset yang dimiliki desa. Di pihak lain, dalam rangka
fqengisi momentum kembalinya jaman desentralisasi atau
otonomi, pemerintahan  daerah propinsi Bali berusaha
memperkuat kedudukan desa adat atau atau desa pakraman.
Upaya ini diawali dengan menerbitkan Peraturan Daerah

. Propinsi Bali No 3 Tahun 2001 tentang Desa FPakraman. Desa

pakraman dipakai di sinisebagai nama lain yang resmi dari nama
sebelumnya, yaitu Desa Adat. Menurut Perda tersebut, yang
dimaksud  dengan desa  pakraman adalah: .. kesatuan
masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyal saru
kesatuan tradisi dan ‘tata krama pergaulan hidup masyarakat
umat Hindu secara turun’ temurun dalam ikatan kahyangan tiga
atau }abyangap desa yaﬂg mempunyai wilayah tertentu dan
harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya

sendirs

28 Lihat; Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Bali Nomer 3 Tahun 2001.
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'4'3.5. Kebangkitan Desa Pakraman

Dengan perkembangan seperti tersebut diatas, desa dinas
di Bali tidak mungkin lagh mempertahankan  posisi
hegemoniknya terhadap desa adat seperti yang sebelumnya
térjadi. Terlebih lagi, sejak diterbitkannya Perda Pemetintah.

Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang

" substansinya  semakin memperjelas  (dan memperkuaixt)
: 'kedﬁc_lukan. desa adat. Melalui perda itu, sebutan nama desa adat

selanjutnya diganti dengan sebutan nama desa pakraman.

Jadi di sini ada dua-faktor yang menyebabkan hegemoni

desa dinas surut. Pertama, dukungan yang hampir mutlak, baik
dari segi bukum dalam bentuk UU No 5 Tahun 1979 maupun -

dari segi sosial-politik dalam bentuk .dukungan struktur supra-
" desa, sudah tidak mungkin di dapatkan lagl. Bagaimanapun
" jaman sudah berubéh, rezim pemerintahan yang, sentralistis dan
Storiter sudah berganti menjadi pemerintahan = yang lebih

, inengedepankan prinsip otonomi dan demokrasi.

:  Kedua, Perda No 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman
telah memberika; kedudukan yang lebih kuat bagi desa
adat/pakraman. Perda itu telah mgmberikan-.‘peluang bagi desa
adat untuk mendefinisikan kembali kedudukan dan posisinya
. melalui mekanisme penyuratan awig-awig. Sebab melalui Perda
No 3 Tahun 2011, desa adat atau desa pakraman didorong untuk
melakukan penyuratan. awig-awig. Sedangkan lewat penyuratan
awig-awig itu, maka - desa bisa. mendefinisikan kembali secara

~ ekplisit hak-hak dan wewenang tradisionalnya dalam konteks
sekarang. Dan dalam proses pendeﬁnisian itu, secara tidak
langsung, desa adat/pakraman memulihkan kembali kedudukan
" dan wewenang tradisionalnya, termasuk hak-hak otonomi

aslinya {otonomi ashi desa).
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Secara teoritis, hak-hak otonomi (asli} itu menjadi ada
kalau dasar-dasar dari keberadaan otonomi itu sendiri tersedia
dan terpelihara. Menurut Kartohadikoesoema (1934), dasar-dasar
dari otonomi itu adalah apabila desa masih memiliki modalitas
dasar seperti: (1) hak atas wilayah sendiri dengan batas-batas
yang sah; (2) hak untuk memilih dan mengangkat kepala atau
majelis pemerintahannya (desa) sendiri; (3) hak mengurus dan
Imengatu_}r pemerintahan dan rumah tanggaﬁya (desa) sendiri; (4)
hak mempunyai dan mengurus/mengelola asset-asset {desa) dan
keuaﬁgan‘nya sendiri; (5) hak atas tanahnya (desa) sendiri; dan
(6 hak untuk memunggut iuran/pajak (lokal} sendiri. -

" Dari semua unsur modalitas yang dibutuhkan sebagai
pfasyarat ‘bisa tegaknya otonomi (asli) desa itu, jelas Desa
Pakraman Tabola memiliki semuanya itu. Yang pertama jelas
Tabola memiliki wilayah adat yang lingkupnya sekarang persis
mencakup wilayah tiga desa dinas (Sidemen, Teiagatawang, dan
Sinduwati). Yang kedua, Desa Pakraman Tabola (khususnya
dengan telah adanya awig-awig tertulis) memiliki atiran dan
ketentuan sendiri yang dijamjh secara. hukum untuk memilih
dan'mengangkat kepala atai majelis pemerintahan (desa) sendiri.
Ini lepas dari campur tangan pihak luar desa (adat), seperti
halnya yang ﬁnungkin terjadi di masa lalu (Orde Baru), di mana
ketika i hainpir tidak ada sesuatu proses sosial-politik dan
budaya yang luput dari perhatian dan campur tangan desa dinas

(dan pemerintahan supra-desa).

Ketiga, Desa Pakraman Tabola, saat ini dijamin secara

hukum (Perda dan awig-awignya telah mendapatkan

- pengesaban/persetujuan  pemerintahan  Kabupaten) untuk

melaksanakan hak mengurus dan mengatur pemerintahan dan .
rumah tangganya sendiri. Keempat, Desa Pakraman Tabola juga
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telah dijamin secara hikum untuk melaksanakan hak
mengurus/mengelola asset-asset dan keuangannya sendiri.
Dalam kaitannya dengan hal ini, batasan tentang apa saja yang
merijadi asset-asset desa (beserta sumber keuangannnya) telah

dituliskan secara eksplisit dalam awig-awig secara jelas.

_ Yang kelima, Desa Pakraman Tabola memiliki batasan
yéng jelas terkait hak atas tanahnya (desanya) sendiri.
Batasannya ini telah dituangkan secara rinci dalam rurgusan
tertulis sebagaimana yang ada di -am"g—amg desa. Dan yang
keenam adalzh adanya hak untuk mémungut iuran/pajak (1okal)
sendiri bagi Desa Pakraman Tabola, yang bal itu juga telah dlatur

melalui ketentuan yang ada dalam awig-awig desa.

Jadi dengan demikian, semua sjarat untuk tegaknya
otonomi desa (asli) bagi desa adat telah dimiliki oleh desa
pakraman. Ini ditambah dengan semakin suruthya campuir
tangan dan intervensi yang tidak perlu dari desa dinas dan
struktur supra-desa atas Desa’ Pakraman Tabola. Semuanya ini,

secara langsung memperkuat kedudukan desa adat (Desa

Pakraman Tabola); khususnya dalam kaitannya dengan relasi -

relatif terhadap desa dinas (Sidemen). Dltambah satu faktor lagi
“yang juga tidak l_ca'la‘h penting pengaruhnya bahwa secara
bertahap sejak tahun 1999, Desa Dinas Sidemen yang semula
" merupakan satu desa (dinas) telah dimekarkan menjadi tiga desa
" dinas, yaitu Desa Dinas Sidemen sebagai desa induk, dan Desa
Dinas Telagatawang, serta Desa Dinas Sinduwati sebagai desa

hasil pemekaran.

Bagaimanapun dengan adanya pemekaran wilayah desa
dinas maka secara teritorial wilayah desa dinas yang ada di
lingkup wilayah Desa Pakraman Tabola semakin kecil karena

telah terbagl menjadi 3 desa dmas seperti tersebut di atas. Dalam‘
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hubungannya déngan ini, wilayah Desa Pakraman Tabola

menjadi téﬂah;,besar dibandingkan dengan desa dinas, karena
pada kenyataannya sekarang wilayahnya mencakup atas wilayah
3 desa dinas. Padahal sebélumnya wilayah desa adat (Tabola) dan
desa dinas '(Sidemen) tepat berimpitan dalam satu wilayah._j

Dalam konteks perkembangan situasi seperti ini, maka pola

relasi desa dinas dan desa pakraman mengalami pergeseran dan

perubahan. Sebab pada kenyataannya, di satu sisi, desa dinas
tidak bisa lagi memandang desa adat/pakraman sebagai bagian
sub-ordinasi seperti péda masa. sebelumunya {Orde Baru);
sebalikmya desa adat/pakraman, di sisi lain, semakinl
mengukuhkan hak otonomi (aslinya), sebagaimana yang dijamin

~(secara hukum) oleh Perda No 3 Tahun 2001, serta

perkembangan realitas seperti dijelaskan di atas (modalitas yang

dibutuhkan untuk tegaknya otonomi asli desa).

Bahwa relasi antara desa dinas dan desa adat/pakraman
pada akhirnya berubah, bisa dilihat dari berbagai kenyataan
hubungan desa dinas — desa adat/pakraman yang berkembang
kemudian. Kepala Desa Dinas Sidemen/Perbekel/ Sidemen, 1
Dewa Mayun, dalam wawancara mengungkapkan bahwa sejak
jaman reformasi, berbagai program yang dum51as1 oleh desa
dinas (Sidemen) akan sulit dilaksanakan bila tidak berkoordinast
dengan desa adat/ 'pakraman. Pad_ahai di masa lalu, setiap kali
desa dinas melaksanakan suatu program tertentn, hampir tidak
ada ruang bagi desa adat untuk menolak ikut serta. Apalagi
program yang membutuhkan keterlibatan masyarakat, kalau
tidak melibatkan desa pakraman sejak awal, hampir pasti akan
sulit dilaksanakan, atau bahkan bisa gagal sama sekali

Sebagaimana petikan wawancara tersebut:
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Karena adat yang mempunyai aturan {amg—émg)
" uptuk menurunkan masyarakat. Dalam aruran itu ada
sanksi-sanksinya.... kalau tidak hadir bayar sekian,
kalau melanggar adar tidak dikasih tempat untok
kuburan, dan lain sebagainya. Jadi mereka sekarang

. lebih takut sama (melanggar aturan) adat” ®

Terkait dengan hal tersebut di atas, ada suatu contoh,

bahwa ketika desa dinas {Desa Dinas Sidemen) ingin

melaksanakan proyek pelebaran jalan desa, ternyata rmereka
terbentur pada masalah ijin dari para pemilik tapah yang terkena
ptoyek p'elebafaﬁ jalan. Dalam proyek itu tidak terdapat
anggaran untuk penggantian biaya tanah yahg terkena proyek

pelebaran jalan, sehingga satu-satunya jalan demi terlaksananya

proyek itu adalah dengan meminta kesediaan para pemilik tanah
untuk secara sukarelamengijinkan sebagian tanahnya untuk

dipakai bagi képem;ingan proyek.

~ Menghadapi masalah ini, pihak pengurus desa dinas
" meminta bantuan desa pakraman untuk meyakinkan para
pemilik ‘tanah ag%r mereldkan sebagian areal tanahnya untuk

digunakan bagi kepentingan proyek pelebaran jalan. Akhirnya
Desa Adat/Pakraman Tabola, melakukan pertemuan-pertemuan
musyawarah, dan hasilnya para pemilik tanah rela sebagian areal

tanahnya digunakan bagi kepentingan proyek, tanpa ganti rugi.

Setelah itu, proyek pelebaran jalan berhasil terlaksana dengan

baik.%

.29Wawancara dengan I Dewa Mayun, Perbekel (Kepala Desa Dinas) Desa

Sidemen. Sidemen, Karangasem, Mei 2008.

F0p. cit. Wawancara dengan 1 Dewa Mayuan, Perbekel Desa Dinds Sidemen.
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Tidak hanya itu saja. Dewasa ini, desa pakraman secara

resmi telah dilibatkan oleh pemerintahan desa (dinas) dalam

_proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Misaluya

_saja proses penyusunan rencana pembangunan desa melalui

Miusyawarah Perencanan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
Pada masa lalu, praktik pelibatan desa adat secara langsung

seperti ini seringkali diabaikan. Kalau ada pelibatan; seringkali

‘hal itu dilakukan hanya secara~formalitas agar terlihat adanya

proses partlSlpa51 ‘Dalam praktiknya, suara atau aspirasi yang
muncul dari desa adat tidak jarang diabaikan begitu saja. Terkaic
dengan hal ini, Kliafl Desa (Bendesa) Desa Pakraman Tabola, 1
Gusti Lanang Sidemen, misalhya, mengatakaﬁ:
"Fada masa Om'e Baru, semua pembaﬁgzmaﬂl itu hariya
- berdasarkan rencana dard pemerintah (desa dinas).
‘Adat juga jalan, tetapi kurang diperhatikan. Nah
sekarang, adatr dilibatkan dalam merencanikan .
pembangunan di desa. Adat di]zarg;ai sekarang”* |
- Dalam perkembangannya kemudian, tidak saja desa adat
atau desa pékr&mau semakin “_d.ihargai’f kedudukannya oleh desa
dinas, bahkan kini- desa pakraman setiap tahun mendapatkan
bantuan dana yang bersumber dari’ APBD . Provinsi dan

- Kabupaten. Sebagai. gambaran, untuk tahun anggaran 2011,

misaliya, setiap desa pakraman (]umlahnya diseluruh Bali ada
1483 desa pakraman), tidak terkecuali- Desa Pakraman Tabola
mendapat bantuan dana APBD Provinsi Bali sebesar Rp55 juta

SWawapcara dengan 1 Gusti Lanang Sidemen, Klian Desa (Bendesa) Desa

- Pakraman Tabola. Banjar Budha Manis, Desa Pakraman Tabola, Sldemen,

Januari 2010.
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per tahun. Sedangkan bantuan dana yang diterima dari

Pemerintzh Daerah Kabupaten sebesar Rpl5 juta per tahun.

Kalau dicermati, dukungan dana dari pemerintah daerah
ini tentu saja tidak terlepas dari harapan pemerintah terhadap
tugas dan peran yang diemban desa pakraman. Dalam Perda No
3 Tahu'ﬁ 2001, disebutkan bahwa tugas dari desa pakraman,
secara umum adalah bersama-sama pemerintz-ih melaksanakan
pémbangunan di Vsegala bidang, terutama di bidang keagamaan,

kebuda}faan dan ke'masyarakatan. Selain itu juga membina dan

mengembangkan mlau nilzi budaya Bali dalam rangka '

memperkaya, melestarzkan, dan mengembangkan kebudayaan
nasional pada u_mumnya dan kebudayaan daerah pada
. khususnya, berdasarkan 'paras-paros, sagilik saguluk, sahinglung
. sabayantaka”. Imi maknanya kurang lebih: paras paros artinya
saling memberi dan mienerima; sagilik saguluk artinya kukuh

- dan kompak; dan salunglung sabayantaka artinya selalu dalam‘ -

'kebersamaan Ttu di luar tugas-tugas khususnya yang antara lain

" adalah: (1) membuat awig-awig; (2) mengatur krama desa; (3)

; mengatur pengelolaan harta kekayaan desa; dan (4) mengayomi .

" krama desa.

Tentu saja kalau dlbandmgkan antara tugas yang harus
‘diemban desa pakramaﬂ (sesual dengan amanat perda) dengan
' jumlah dukungan dana yang disediakan pemenntah daerah, jelas
sekali sangat tidak seimbang. Sebagai gambaran, adalah apa yang
ciihadapi oleh Desa Pakraman Tabola sendiri. Dari Rp55 juta
" bantuan Pemerintah Daerah Provimsi, Rp20 juta dialokasikan
untuk berbagai kegiatan adat seperti pasraman (pertemuan-

pertemuan adat), kegiatan agama, pelatihan pemangku desa

(pendeta), dan lain sebagainya. Sisanya yang Rp35 juta, sgpertiz
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dititurkan oleh bendahara Desa Pakraman Tabola, I Wayan

Suartana, untuk menopang kegiatan pembangunan desa.®

Tru di fuar dana yang menjadi sumber penghasilan
desa, seperti tanah milik desa (ayahan desa dan hutan
desa), tanah milik pura (pelaba pura), pasar desa serta
hasil retribusi hotel atau penginapan (home stay) yang
ada di desa. Meskipun sebagéﬁmana diakui  oleh
bendahara Desa Pakraman Tabola, sumber penghasilan
desa itu tidak terfafu besar. “Padahal untuk upacara
adat saja per tahun itu menghabiskan tidak kurang dari
Rp90 juta. Ini belum k;épe_r]aa,u adat yang lain-lainnya” =

Untuk bisa memenuhi serhua kebutuhan yang ada, pada -
akh].rnya memang tergantung pada dukungan dana dari krama
Desa Pakraman Tabola itu sendiri secara kolektif. Dalam konteks

" ini, awig-awig Desa Pakraman Tabola, antara lain sudah memuat

dasar-dasar ketentuannya. Ini ditambah dana yang diperoleh
dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rpl5 juta. Namun, seperti
dikemukakén oleh I Wayan Suartana, keseluruhan dana bantuan
pemerintah sangat tidak mencukupi kebutuhan desa pakraman,
éehingga dalarr} hal i, ‘masyarakat secara  bersama

beﬂanggungjawab memenuhi kekurangan yang ada.
Di sini bisa dikatakan bahwa keberadaan am’g—‘awig, yang

secara formal substansinya sudah disetujui oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten;f memberikan dasar hukum bagi desa
pakraman untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai prinsip

“otoriomi (asli) desa bagi dirinya sendiri. Mekanisme yang

mendorong kemandirian seperti ini pada gilirannya akan

*Wawancara dengan I Wayan Suartana, Banjar Tabola, Desa Pakraman Tabola,
Karangasem, Bali, Oktober- 2010
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memungkinkan desa pakraman unwk membangun dan
memperkuat kedudukan oto_noini_nya. Sebagai tambahan, sesuai
ketentuan yang ada, awig-awig suatu desa pakraman baru
dianggap sah keberadaannya bila isinya sudah mendapatkan

persetujuan dari pemerintah daerah kabupaten masing-masing.

Sedaﬁgkan terkait bantuan pemerintah daerah, meskipun
dari sisi ekonomi jumlahnya .kilrahg memadai, tetapl secara
simbolik hal ite menunjukkan adanya pengakuan secara
ekonomi poh‘ﬂk atas keberadaan desa pakraman dalam konteks
pembangunan *desa secara keseluruhan. Xalau dlh.hat dari
perspektif wakru, ‘dukungan pemerintah daerah terhadap desa
pakraman, semakm hari semakin kuat. Ini menun]ukkan bahwa
pemerintah ‘daerah sangat’ . berkepentingan dengan
' perkembangan keberadaan desa pakraman. Hal seperti ini
-menunjukkan juga bahwa pembangunan di desa pada akhirnya
memang tidak lagl harus mengandalkan sepenuhnya pada
keberadaan desa dinas. Desa pakraman dianggap semakin
" memiliki arti penting, khususnya- dalam konteks pembang1man
sosial budaya di Bali, di mana desa adat/pakraman memiliki
peran dan modalitas yang sangat kuat, mengingat kebudayaan

adalah modal yang sangat diandalkan bagi pembangunan Bali’

'secara keseluruhan.

Kepengurusan desa juga mengakomodasi lebih. banyak
perwakilan krama, baik dari banjar adat, dan golongan-golongan
‘lain seperti desa sesabu, dura desa, serta perwakilan pura-pura
desa  (dang kahyangan). ‘Sehingga dengan  demikian
kepengurusan lebih bersifat plural, mewakili berbagai macam
kelompok dan golongan yalig ada di desa. Harapannya dengan
: képéngmsaﬁ yang lebih plural seperti ini, pemerintahan desa
" adat/pakraman mampu berjalan dengan ‘mempertimbangkan
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' lebih banyak lagi aspﬁasi masyarakat desa; dah “tidak berjalan

sendiri” seperti yang mereka tu‘&i‘-ngkan kepada kepemimpinan

pemerintahan desa adat/pakraman yang mereka gantikan itu.

Harus diakui pula bahwa terbitnya Perda’ Propisi Bali No.
3 Tahun 2001, tidak terlepas dari proses reformasi. Ini khusus
terkait dengan keluarnya UU No 22 Tahun 1999 tentang’
Pemerintzhan  Daerah, yang  substansinya meﬁdoro’ng
pelaksanaan proses otonomi daerah (dan otonomi desa). Dalam
konteks ini, dua ketentuan yang disebutkan di atas, tidak pelak
merupakan faktor ekternal ' yang mendorong terjadinya -
perubahan sosial di desa pakraman di Bali, khususnya Desa
Tabola. Sementara itu, gelombang reformasi yang -bergulii

kencang seéjak tahun 1998, telah mendorong tumbuhnya

" kesadaran-kesadaran baru di masyarakat, tidak terkecuali bagi

warga Tabdla, khususnya terkait gagasan tentang kebebasan,
kemandirian (otonomi) serta demokrasi. Munculnya kesadaran
baru jtu memberikan dorongan inisiatif untuk merumuskan
kembali keberadaaan masyarakat (krama) dan desanya dalam

konteks perkembangan zaman yang baru.

Tetapi tidak dapat disangkal pula arti penting perubahan
internal yang terjadi di Tabola. Misalnya saja munculnya
institusi baru di desa, termasuk bentuk organisasi barw desa
paska penyuratan awig-awig.. Begitupula ketika muncul
pergolakan kepemimpinan di Tabola yang pada akhirnya
melahirkan suatu bentuk kepemimpinan dan struktur organisasi
baru di Desd Pakraman Tabola. Semuanya muncul karema
tumbuhnya pikiran-pikiran baru paskﬁ reformasi di Desa Tabola,
khususnya yang digulirkan oleh lapisan elit baru di Tabola. Yang

. dimaksudkan dengan lapisan elit baru ini adalah lapisan elit yang

tumbuh semakin kuat sejak masa reformasi, yang mereka ini
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memiliki berbagai latar belakang, mulai dari mantan gury,

pengusaha, mantan pengurus desa dinas serta aktivis LSM.
Umumnya mereka ini, sebelummnya tidak menjadi bagian dari elit

penguasa Desa Pakraman Tabola.

Kalau ditelusuri, faktor internal dan eksternal sebenarnya

juga menjadi faktor pendorong perubahan pada tingkatan supra-

desa, terutama munculnya Perda No 3 Tahun 2001 teritang Desa

Pakraman. Sebagai catatan, Perda ini kemudian menjadi faktor

| penyebab eksternal atas terjadinya berbagai perubahan di tingkat
desa. Pertama, bisa dijelaskan bahwa Perda No 3 Tahun 2001

_tersebut bisa muncul karena adanya proses kebebasan dan

demokratisasi terkait reformasi yang mulai bergulir kuat setelah
rezim Orde Baru rontok tahun -1998. Dalam hubungannya
dengan hal ini; lahirnya UU No 22 Tahun 1999 ‘tentang

Pemerintahah Daerah, meimberikan momentum yang kuat bagi

daerah untuk (secara bertahap) memperkuat kembali hak-hak

_etonominya yang sidah redup, terutama sejak dilaksanakan UU
" No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 5

Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Faktor bergulirnya reformasi, dan terutama d1laksanakan'

uu No 22 Tahun 1999, boleh dikatakan sebagai faktor penyebab

perubahan dari luar (eksternal) yang memberikan pengaruh kuat

bagi lahirnya perda tentang Desa Pakraman itu. Di sisi lain,
memang telah ada ke’inginan‘ kuat masyarakat dan dari

Pemerintah Daerah Provinsi Bali sendiri untuk memperkuat

‘Vkedudukén desa adat atau desa pakraman. Dasar pemikirannya
adalah untuk tetap mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai

budaya, adat dan agama (Hinduw) di Bali. Bagi Bali, kebertahanan
dan kelestarian menjadi faktor sangat penting untuk menjaga
kelangsungan Bali, khususnya sebagai daerah wisata (modal
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- ekonomi) sekaligus identitas Bali itu sendiri (medal sosial dan

kultural).

Keinginan yang kuat ini pernah diwujudkan melalui
perda tentang Desa Adat tahun 1986, tetapi belum mampu
memberdayakan desa adat secara optimal, karena pada masa itu
dibayangi oleh kekuatan UU No 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, yang memberikan dasar legal bagi dominasi
desa dinas afas desa adat. Baru Perda No 3 Tahun 2001 (sebagai
revisi atas Perda No 6 Tahun 1986) desa adat, yang selanjutnya

diganti namanya menjadi desa pakraman, lebih  berhasil

_ diberdayakan kedudukannya. Faktor keinginan yang kuat itu,
~tak pelak I_'nerup'cikan faktor penyebab perubahan dari dalam
" (endogen).

3.6. Penutup

Salah satu wujud awal dari proses demokratisasi yang
merasuk ke desa, antara lain adalah diberlakukan UU No 22
Tabun 1999 tentang Pemeritahan Daerah, yang substansinya

‘mengatur pula ketentuan tentang pengelolaan pemerintahan

desa. Bila dibandingan dengan UU No 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, akan tampak jélas bahwa substansi tentang
Pemerintahan Desa dalam UU No 22 Tahun 1999 memberikan
nuansa kebebasan/demokrasi yang jauh lebih kuat. Nuansa
demokrasi inilah yang akhirnya mengubah kedudukan dan
wewenang desa di:nas sehingga boleh dikatakan pengaruh
kedudukan desa dinas tidak lagi menghegemoni (hampir) semua

~ urusan masyarakat desa, yang di Bali keberadaannya terbagi atas

dua desa, yaitu desa-dinas dan desa adat/ ' pakraman.
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Lebih.dari itu, bahkan boleh dikatakan hubungan antara
desa (dinas) dan masyarakat menjadi lebih seimbang, karena,
salah satunya, hadirnya lémbaga yéng mengawasi jalannya
pengelolaan pemerintahan desa, yaitu Dewan
. Perwakilan/Permusyawatan Desa (DPD). Anggota DPD berasal

dan dipilih dari masyarakat secara langsung melalui musyawarah
desa. Di samping itu, de_ngan berjalannya proses demokratisasi
dan berkembangnya politik multipartai hingga ke desa-desa,
maka tidak ada kekuatan tunggal yang mampu menghegemoﬁi
" semua urusan masyarakat, termasuk juga kekuatan militer {IND
yang sekarang lebih menjaga jarak dengan politik kekuasaan
pemerintzhan (desa). Yang disebutkan terakhir imi merupakan
faktor penting, yang hal ini jelas berbeda dengan keadaan di

masa sebelum reformasi.

Dalam tingiéat'tertentu, proses demokratisasi ini tidak saja
: m-emi)ehgaruhi - organisasi “desa dinas tetapi jug_'a desa
~adat/ 'pakiarhan, Yang paling menyolok adalah proses' penyuratan
3mg-am:g, yang kescluruhan prosesnya diatur agar- melibatkan
seluas mungkm partisipasi masyarakat adat. Ditambah bahwa
proses pemyuratan itu sendiri merupakan baglan dari upaya
untuk memperluas proses keterbukaan Ini dalam arti- bahwa
awig-awig, yang tadinya tidak tertulis, diupayakan untuk
menjadi tertulis dengan susunan yang lebih ”sistemgt'is, yang
mengacu pada sistematika hukum positif dan bersifat terbuka.
Yang disebutkan terakhir ini jelas séjalan dengan proses
keterbukaan/demokratlsam Ditambah lagi dengan penyusunan
kepemlmpman organisasi desa adat, yang juga mulai mengadopsi
mekanisme pemilihan langsung secara demokratis, dan tidak lagi
mengandalkan begitu saja pada faktor-faktor tradisional, seperti

halnya kepemimpinan dipilih berdasarkan asal usul dari
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keturunan tertentu (geneologi) atau sejemsn)}a. Pendek kata,
pada tingkat tertentu, pengelolaan desa adat/pakraman di Tabola

telah mengadopsi sebagian dari gagasan demokratisasi, yang

merasuk ke desa sejak munculnya jaman reformasi.
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BAB IV
DINAMIKA PEMERINTAHAN MARGA

4.1. Pendahuluan

Sejarah perjuangan desa pakraman di Bali menemukan
mon{entumnya, tatkala refoymasi melanda  Indonesia.
Demokratisasi dan  desentralisasi . pemerintahan  membuka

peluang bagi setiap pihak di Bali yang selama ini konsisten

' .memperjuangkan kembalinya otoritas desa pakraman untuk

menaikkan posisi tawar mereka, sehingga - eksistensi desa

pakraman semakin hari semakin diakui. Bahkan di wilayah

perdesaan, eksistensi desa pakraman mencapai satu situasi

dimana institusi adat lebih superior ketimbang institusi dinas.

Di sisi lain, perjuangan komunitas adat atan institusi desa..
ad'at/aslli' juga Berlangsun'g di berbagai tempat di Indonesia. Sebut
saja, munculnya organisasi semisal Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN) yang mewadahi kepentingan berbagai
kelompok masyarakat adat di nusantara. Atau perjuangan

komunitas adat Kasepuhan, Banten Kidul, Masyarakat Baduy

.dan Marga di Sumatera’ Selatan untuk memperjuangkan

eksistensinya. Seperti halnya 'masyarakét Bali, mereka juga
berkehendak untuk ‘mendapatkan pengakuan secara legal dari
negara. Pengakuan atas eksistensi mereka ini-sangat penting,
mengingat dengan adanya pengakuan itu, banyak hal yang bisa
mereka peroleh, baik secara ekonomi maupun politik. Dren-gan
kata lain, pengakuan dibutuhkan karena dengan itu, landasan
material dari terbangunnya sebuah identitas menjadi sangat

bermakna. Tanpa adanya iandasan material yang kuat, mustahil

-sebuah ikatan sosial yang bernama identitas bisz bertahan di



tengah sistem sosial yang memiliki kecenderungan menihilkan
segala yang sifatnya immaterial. Inilah prasyarat pokok dari

eksistensi sebuah identitas.

Singkatnya,'_ dibutuhkan seperangkat modalitas. yang

- mermnadai agar sebuah kelompok identitas bisa atau mampu.

berhadapan dengan elemen suprastruktur yang bernama negara.
Jika modalitas itu bisa terpgnuhi, sangat mungkin mereka
membangun kekuatan untuk kemudian melakukan satu proses
moblhtas yang tanpa disadati bisa merubah konstelasi atau pola
relasi yang sebelumnya terbentuk. Pada titik ini, pentmg untuk
melihat bagaimana perangkat-perangkat ekonomi politik yang

menjadi basis modalitas. bagi sebuah kesatuan masyarakat hukum

di-desa timbul dan tenggelam. Pertanyaannya kemudian, jika di .

‘Bali situasinya sudah sedemikian progress, apakah kondisi ini

_]uga berlangsung di tempat lain 7

‘Dalam konteks tulisan ini, fenomena Marga di Sumatera '

Se_latan “akan coba dikupas untuk melihat sejauh  mana
" perjuangan mereka dalam mendapatkan pengakuan dari negara.
Tentu saja, bentarg sejatah dari perjalaﬁan Marga sebagal satu
konsep kultural s_ékaligug politik di dalam masyarakat Sumatera

Selatan juga akaﬁ dijelaskan sebagai landasan historis atas

kondisi Marga pada hari ini. Semenjak diperkenalkan oleh.

-Kesultanan Palembang di sekitar abad ke-18, marga menjadi sata
kenYat#aq sosial yang hidup di dalam masyarakat Sumatera
" Selatan, sampai derigan Jambi dan Bengkulu. Selanjutnya, ketika
nusantara mulai kedatangan kaum kolonial;, marga juga tidak
lupﬁt dari intervensi. Proses perjalanan sejz_irah ini meriarik
untuk dicermati, mengingat proses interaksi yang muncul

mencerminkan bagaimana imarga sebagal sebuah entitas
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sosiokuliural aktif memberikan umpan balik kepadanegara, baik

kesultaman maupun kolonial.

‘Selain itu, keberadaan desa dinas yang dibentuk oleh
negara orde baru berdasarkan UU No 5 Tahun 1979 yang
bercirikan uniformisasi desa-desa di Indonesia, juga akan

menjadi catatan tersendiri untuk mielihat bagaimana Mazga

- merespon intervensi yang begitu kuat dan sistematis dari

perﬁen’nt&h Adakah gejolak sosial maupun’ politik yang

‘menyertai proses tersebut? Sementara, pada bagian akhir cerita

tentang Marga, akan dljelaskan kondisi  kekinian dan
perjuangarI mereka mencapai eksistensi yang diakui oleh negara.

Gelombang besar reformasi yang didalamnya inheren semangat

. demokratisasi dan desentralisasi menjadi konteks sosiologis yang

" Jayak untuk ditelisik lebih dalam. Gerakan masyarakat adat yang

masif pasca refromasi, juga pencapaian-pencapaian beberapa
kelompok identitas dalam memperjuangkan eksistensinya sedikit
banyak memberikan pengaruh pada perkembangan gagasan
mengembalikan marga sebagai sebuah tatanan sosial di dalam
masyérakat. Oleh: ka’rena itu, pada bagian ini juga akan dijawab
pertanyaan kunci, pokok-pokok persoalan apa ‘saja yang
membedakan perjuangan Marga di Sumatera Selatan dengan

Pakraman di Bali.

4.2, Terbentuknya Marga

‘Terdapat beragam versi terkait proses terbentuknya

" marga sebagai satu kesatuan masyarakat hukum di Sumatera

‘Selatan. Versi tersebut meliputi sarjana yang beranggapan bahwa

marga sebagai sebuah tatanan sosial adalah intervensi langsung
dari Kesultanan Palembang di sekitar abad 18, seperti yang
dijelaskan oleh Ahduri (2002:45).
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Politically, — marga is a  community
administration system in South Sumatera that
was introduced by the Palembang sultanate
around the 18th century (Pelaksana Pembina
Adat Daerah Tingkar I Sumatera Selatan 1994;
Rachman 1968).

- Sementara dalam ‘penjelasan 1a1.n Van Royen (1927)
dalam Santun dkk (2010:12) justru menerangkan balywa marga
sebagal satu kesatuan masyarakat terbentuk secara alamiah
melalui satu proses evolusi sosial. Royen menerangkan ada hma
‘tahap peﬁlbentukan marga di Sumatera Selatan. Kelima tahap jtu
~meliputi, masa pengembaraan (nomaden) kelompok orang kubu
di hutan dan tepian sungai, kemudian masa mereka menetap
"dengan: bercocok tanam dengan landasan ikatan kekeluargaan
(genealogis). Tahap = berikutnya, ‘meskipun masih bersifat
genealogis rumpun-rumpun itu sudah mengenal territorial atau

- wilayah yang mereka miliki dalam satu rumpun. Kemudian

‘masuk masa ~dimana rumpun-rumpun itu  berkembang
sedemikian rupa sehingga mgmunculkan ~ tumbuh dan
_berkembangnya wilayah pemukiman baru. Tahap; terkahir

“adalah ketika terjadi proses kawin mengawin diantara anggota

rumpun yang berbeda. Pada saat inilah marga sebagai satu

- kesatuan masyarakat yang bersifat genealogis mulai bergeser

menjadi kesatuan masyarakat yang berlandaskan territorial. Saat

inilah, muncul istilah marga- yang sebenarnya terlepas dari
keberadaan negara kesultanan. : :

Dua versi pembentukan tatanan sosial yang bernama
marga, seperti yang telah diungkapkan di atas menyiratkan satu
klaim-kiaim antropologis yang di masa depan memiliki

konsekuensi yang tidak sederhana. Atau deh_gan kata lain,
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. perbedaan klaim historis dari pembenmkan marga di Sumétera

Selatan bisa berpengaruh terhadap terma kemandirian yang saat
ini menjadi perdebatan oleh berbagai kalangan ketika
membicarakan mengenai persoalan otonomi desa. Kita bisa
membayangkan apabila benar marga sebagai sebuah tatanan
sosial adalah hasil konstruksi negara Kesultanan Palembang,
maka bisa dipastikan bahwa dalam konteks ini, marga adalah
bentuk intervensi suprastruktur terhadap masyarakat desa atau
masyarakat asli yang sebelummnya hidup secara otomom di
Sumatera Selatan: Karena konstruksinya dibentuk oleh negara,
maka bukan tidak mungkin pada masanya terdapat proses-proses
yang sifatnya antagonistik ketika bentuk organisasi margé ni
dioperasionalisasikﬁn di tngkat masyarakat. Yang menarik
untuk  dicermati ‘dari kutipan mengepai klaim ini adalah,
keterangan tersebut diambil secara formal oleh Pelaksana
Pembina Adat Daerah Tingkat T Sumatera Selatan tahun 1994.
Sebuah -institusi yang secara formal dibentuk oleh pemenntah
propinsi untuk mengurusi ' pembinaan masyarakat adat di
Propinsi Sumatera Selatan. Jika klaim ini benar adany"a maka
pertanyaannya kemudian adalah, tatanan sosial apa yang
sebelumnya ada dan’ hldup di masyarakat yang kemudian

digeser oleh marga?

Data lokal tentang marga pertama kali didapati dalam
piagam Sultan - Sultan’ Palembang sejak tahun 1760. Misalnya
tulisan Ti'lomas 'Rafﬂes, seorang ambstenar Barat, tidak pernah
menyebut “Marga”. Sama seperti tulisan penulis Barat lainnya, ia '
masih memaknai kesatuan masyarakat dari sifat kekeluargaan
tadi dengan jstilah “suku, sumbai, kebuaian”. Baru sultan-sultan

dari Kerajaan Palembang melihat kesatuan-kesatuan masyarakat
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teritorial sebagai suatu kebijakan pemerintahan (Santuﬁ dkk,
2010:12).

Sebenarnya, klaim yang menyatakan bahwa marga adalah
sebuah- kebijakan yang diperkenalkan oleh Kesultanan
_ Palembang didasari oleh adanya Undang Undang Simbur Cahaya
yang ditulis dalam huruf Arab Melayu dan dicetak pada tahun
1865 yang terdiri dari 5 bab dan 178 pasal. Undang Undang
Simbur Cahaya ini merupakan adopsi dari aturan kebiasaan
penduduk marga di daerah Uluan Palembang (Santun dkk,
2012:16). Atas dasar ketetapan tertulis -ity, banyak pihak yang

mengklalm bahwa marga mengakui kekuasaan Kesultanan

Palembang terhadap mereka.

Klmm sebaliknya yang menyatakan bahwa marga sebagai
sebuah kesatuan masyarakat ada dan hidup di Sumatera Selatan

akibat sebuah proses alamiah yang mengiringi perkembangan_

kompleksitas sebuah kebudayaan, juga menarik untuk dicermati.
Mengingat dalam  konteks tersebut, marga bisa dlpandang
sebagai, sebuah konsepsi maju dari sebuah tatanan sosial suatu

masyarakat yang berkembang menurut pola-pola alamlahnya

-Berkaca pada pandangan Van Royen, yang menceritakan
bahwa -perkembangan. masyarakat Sumatera ‘Selatan secara
alamizh berlangsung dari pola-pola yang paling pr’imi-tive seperti
berburu dan meramu, sampai pada pembagian keqa yang

Ielat;ve kompleks (di  masa © marga). Selengkapnya,

perkembangan masyarakat mernurut Royen (1927) dalam Santun. .

dkk (2010:12) adalah seperti penjelasan di bawgh' imi :

Pertama, orang kubu, adalah kelompok dari
beberapa jenis kelamin dan hidup  dari
pez:g]ﬁasﬂan hutan, berburu dan menangkap

ikan, mere](a ini miengembara menelusuri
T,

pinggiran s.uﬂgai guna memenuli kebutuhan
-hidup. Mereka mengembara tanpa mempunyal
termpat tinggal yang tetap dan ditkar tali
kekeluargsan. Tipe kelompok inilah yang

dianggap sebagai asal mula kesatuan-kesatnan

_ gepeologis yang- merupakan benilh pertama

terbentuknya masyarakat hukum adat bersifat
geneologis  yang  berkembang  menjadi

- . . .
. geneologis teritorial.  Kedua, saruan-satuan

masyarakat nomaden tadi, sudalh memiliki

keinginan hidup menetap dengan mencari -

nafkah bertani. Kelompok-kelompok yang

. menetap inilah yang dianggap mendirikan

dusun-dusun secara permanen dengan ikatan
tali kekeluargaan yang merasa berasal dari satu
‘puyang” tertentu. Tahap ketiga, dari cara
bertalang berpindah-pindah, timbullaht dusun-
dusun permanen. Biasanya tiap-tiap rumpun
tadi menghuni suatu daerah yang memiliki
.baras-batas wilayah alami misalnya sungai,
leiibah araupun gzmuﬁg. Tiap-tap dusun it
masih merupakan satu ‘jurai” keturunan yang
tergambar dari  adat istiadatnya. 1ahap -
keempat, terjadinya perkembangan rumpun-

rumpun  dkibat - anggota rumpun  tadi

berkembang biak. Bagian dari rampun asal tadi

- perpindal Jokasi membuat rumpun baru. baik

berjarak dekat ataipun jauh, akan tetapi masih
dalam kesarian daerah secars  geografis.
Bqusanjra hubungan mereka belum rerputus,
kecuali sangat jauh jaraknya sehingga terpurus
hubupgannya yang berakibat hidup sendiri-

sendiri dalam rumpun dengan membuat
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dusun-dusun baru tempat hidup menetap,
disinifah mulai berkembangnya kesatuan-
 kesatuan - masyarakat géneologis teritorial
Tuhap kelima, di sini sudah  terfadi
_percampuran dari -beberap.'a rumpun keluarga
yang menempati suatu wilayah tertentu yang
masing—}ﬁasing" tetap merupakan kesatuan
mandii dan merasa seketurunan dari nenek
moyang lain, tanpa ada percampuran di antara
rumpun-rumpun  tadi.  Akibatnya lama-
kelamaan garis kerurupan dari “puyang” yang -
berbeda menjadi kabur dan lebih menonjol
sifat teritorial dari satu kesatuan masyarakat.
Dari sinilah mulai satu-kesatuan masyarakat
yang bersifat  reritorialnya lebih menonjol
sedangkan sifar  geneologisnya | menyusut.
Mulai dari sinilah timbul stilh “marga”
sébagzzi ‘suatu  kesatuan masyarakat adat.
-_Ke&atuaﬂ masyarakat yang bersifat geografis -
teritorial, disebut marga ini sudah ada dan
5erkembzmg, terlepas dari  pemerifitahan
- kesultanan yang -akhirnya juga melakukan
‘penguasaan rerbédap kesatuan-kesatuan marga.
Seperti Belanda menjalankan penguasaan atas
daerah-daerah ,shWaprajla di seluruh Indonesia. .

Perkembangan masyarakat yang sedemikian evohutif
seperti apa yang dikemukakan oleh Royen itu mengihdikasikan
‘bagaimana perkembangan kebudayaan marga memiliki akar
yang kuat di dalam masyarakat Sumatera Selatan. Mengakarnya
marga menimbulkan hasrat bagi entitas suprastruktur seperti
negara kerajaan pada masa itu untuk ikut terlibat di dalam proses

kekuasaan yang berlangsung di dalam organisasi ﬂwrga. Dengan
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kata lain, pada awalnya marga bersifat otonom, bahkan pada
struktur yang berada di luar dirinya, seperti kerajaan. Namun
pada satu masa, demi perluasan kekuasaan dan akumulasi
sumberdaya, kerajaan mulai melihat potensi marga sebagai basis
sosial yang sangat penting. Pada waktu itulah, mmazga
diintegrasikan ke dalam suuktur negara kerajaan, melalui
Undang Undang Simbur Cahaya Tahun 1865.

- - - - . . .
Kendati demikian, sebuah mekanisme integrasi yang

‘sedemikian, tentu saja menyisakan berbagai pertanyaan kunci,

seperti apa respon mnarga dalam menghadapi intervensi yang
sedemikian besar dari negara kerajaan. Apakah terjadi proses
negosiasi antar negara kerajaan dengan entitas kekuasaan pada
tingkat marga? Sehingga kita bisa dengan terang melihat proses
sosial yang te_fjad'i ketika integrasi itu berlangsung. ‘

Sampai hari ini perdebatan tentang bagaimana marga

sebagai satu tatanan sosial bisa terbentuk masih tetap

berlangung. Kendati demikian, kita patut melihat bahwa sebagai
‘sebuah tatanan sosial, marga mencerminkan satu struktur yang

cukup modern dari sisi pembagian kerja. Pola pembagian kerja .

dari marga ifu sendiri, seperti diperlihatkan oleh struktur

administrasi marga yang diambil dari penjelasan Adhuri (2002)

tentang marga, adalah seperti di bawah ini :
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Gambar 1. Struktur Administrasi Marga (Adhuri, 2002:46)

Pembagian kerja menurut bagan. diatas dapat dijelaskan sebagai
‘herikut : . ' " '
v Margaadalah satu kesatuan masyarakat hukum yang
terdiri dari beberapa dusun, sementara dusun terdiri dari
" béberapa kampung '
v' Marga d]kepa].al oleh seorang Pasua,b yang didampingi

oleh. Pembarap dan tiga erang pembantu urusan juru tulis -

, (_'c]erk),- Pezggbu]u yang mengurtis masalah keagamaan

dan Kemir yaﬁg mengelola masalah keamanan.

v Pembax;ap, adalah kepala dusun dimana Pesira

" berdomisili. Selain‘itu, Pembarap juga berfungsi sebagai

wakil dari Pesirah, jika sedang beﬂlalangan_

v Dusun dikepalai oleh seorang Kerfo, yang dibantu oleh
Ketipuntuk urusan keagamaan dan Kemir dalam urusan
keamanan. '

v Kepala kampung dinamakan Penggawa.
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v Baik Pembparap, Kerio dan Penggawa, semua berada di

bawah komando dan perintab Pasirah.

Pun demikian, jika kita menilik pola pelapisan sosial yang terjadi
di dalam marga, sepertl penjelasan Adhuri mengenai hal

"tersebut: :

The value system describes that marga Is
divided into the following six vertical
caregor_ies from the lowest t; the highest level:
7])7 gembel (the poor), 2) Ia pacak munggu
dusiin (‘a person suitable for tendiﬂg crops’, 3)
Ia nyantak daie (& person whose face is
visible/bright’), 4) la lemak nunggu dusun
Jaman ( ‘af‘ persont who has man y/vast dusuns);
5) jurai elok, jurai bagus or jurai gerot (‘2 good
or great leader)) and 6} mancang pasirall (2
person suitable to become pasirah’). (Adhuri,
2002: 47) , : -

Stratiﬁkasi sosial yang berlaku di dalam masyarakat

- marga yang terdiri dari enam kategori vertikal berbasiskan

kepemilikan sumberdaya, mencerminkan satu pola kebudayaan

“yang cukup kompleks. Masalah stratifikasi sosial ini juga
‘dikemukzakan oleh Sukanti dkk (1993:12) dalam membahas

arsitektur ‘bangunan rumah adat di Sumatera Selatan. Dalnam _
penjelasan tersebut, mereka menerangkan bahwa rumah-rumah
rakyat biasa umumiya deuat rata, sementara rumah-rumah para
keturunan pangeran dan mereka yang menjadi pemimpin atau

tua-tua di marga biasanya dibuat berundak tiga.

Stratifikasi sosial yang sedemikian mengindikasikan
bahwa pernah ada satu masa dimana Imarga mencapal satu

‘tatanan sosial yang sangat kompleks. Dalam artian telah berlaku
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satu morma-norma serta nilai sosial yang mengikat tata cara
berperilaku warganya dalam mengelola keteraturan. 'Menurut
Adhuri, keteraturan tersebut hanya bisa dicapai dengan

dilaksanakannya sisten nilai oleh seluruh anggota marga. Seperti

kita ketahui, dan penjelasan masing-masing klasifikasi tersebut,

sumberdaya atau kapital memegang peranan penting, selain

posisi sosial seperti peran dan status di dalam masyarakat.

- Uniknya, baik di dalam artikel yang ditulis oleh Adhur,
maupu_n Santun dkk, pada masa dimana kesatuan masyarakat
hukum’ yang bernama marga itu berlaky, pada saat itulah
persoalan genealogl diabaikan. Seh_mgga persoalan keturunan

tidak lagi menjadi acuan yang cukup berarti bagi penentuan
status sosml seseorang. Pada masa ini, marga adalah ‘kesatuan

masyarakat hukum yang basisnya adalah territorial, bitkan lagi

- garis ketumnan Meskipun konteks kulmralnya berbeda, tetapi

pasal genealogi ini cukup membedakan antara Marga dan

Pakraman di Bali.

43, Sistem Marga-dan Kesultanan Palembang |

Satu pokok yang kemudian menjadi dasar dgri setiap

pembahasan mengenai relasi antara marga dengan Kesultanan

Palembdng adalah keberadasn Undang Undang Simir Cahaya

. yang disusun oleh Ratu Sinubun, istri dari Pangeran Sido Ing

Kenayan, yang berkuasa dari tahun 1622-1635. Memurut

berbagai kalangan, undang—undang ini adalah tata tertib yang

diadopsi oleh pihak kerajaan dari norma- lokal yang berlaku di
daerah Ulzan. Menurut Santun dkk (2010:15) beberapa hal yang

* melatarbelakangi lahimya peraturan tersebut antara lain, sering

terjadinya konflik ataupun ketegangan diantara satu margd

dengan marga’ lainnya, baik menyangkut tata batas ataupun
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_ perselisiban lainnya. Tak jarang, pihak marga yang berkonflik

meminta bantuan kepada pthak kerajaan untuk turun tangan
menjadi penengah. Atas dasar itulah, Ratu Sinuhun kemudian

menyusun peraturan tersebut. Kendati begitu, tersusunnya

peraturan. ini ditafsirkan oleh berbagai kalangan sebagai awal
dari takluknya marga kepada kekuasaan supra-marga. Sementara
ada juga pihak yang menilai bahwa, proses penaklukan itu tidak
berjalan dengan satu pola relasi yang ketat ataupun kaku,
melainkan penuh dengan proses negbsiasi antara pemimpin-

pemimpin marga dengan pihak kerajaan.

Bagian pertama dari UU Simbur Cahaya mengatur
tentang adat perkawinan pada masyafakat marga di Sumatera
Selatari. Bagian ini terdiri dari 27 pasal &'ang mengatur tentang
hitbungan antara pihak laki-laki- dan pihak perempuan yang
nantinya akan menikah, termasuk jumlah mas kawin yang harus
disediakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Yang
menarik dari bagian ini adalah, pertama kali atau yang termuat
pada pasal 1 dari undang undang ini adalah, peran dan fungsi

dari sistern administrasi marga, mulai dari pasirah, amit dan

- punggawa dalam _préses perkawinan itu. Pihak yang akan

menikah, baik laki-laki maupun ~perempuan, harus
membéritahukan rencana pernikahan mereka kepada pemimpin
marga. T1dak ‘hanya itu, pada pasal 1 ini juga diterangkan jumlah
“upah tud’ atau “upah bati’ yang. harus diberikan kepada
pasitah sebesar % ringgit, kepada kepala dusun sebesar 1 %2
ringgit dan kepada penggawa-penggawa sebesar 1 ringgit.
Beberapa aturan lain dalam bagian ini juga secara terang
memposisikan para pemuka marga sebagai pihak yang memiliki
kekuatan untuk menentukan jalannya sebuah pernikahan.
Kendau demikian, pada pasal 26, ditentukan sebuah perkara
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yang tidak boleh diputué oleh pasirah, melainkan oleh divisi

hukum kerajaan. Perkara itu disebutkan sebagai sumbang.

Bagian kedua dari Undang-Undang Simbur Cahaya
adalah tentang adat perhukuman. Bagian ini terdiri dari 58 pasal
yang mengatur tentang persoalan hukum, seperti hutang-
piutang, pelanggaran norma sosial seperti ‘mencuri hasil kebun,
mencuri di rumah orang, mengambil barang temuan, sengketa
yang melibatkan perkelahian, melukai orang, membunuh,
merusak barang milik raja dan lain sebagamyé. Yang menarik
dalam konteks relasi antara marga dengan kerajaan adalah: pihak
yang terkena hukuman dari kepala dusun maupun pasirah bisa
mengajukan keberatan atas huku_mén yang diberikan kepada
divisi hukum kerajaan. Dalam konteks ini, pﬁ_ra pemimpin marga
tidak . diperkenankan menghalang-halangi pihak  yang

berkeberatan atas putusan hukuman tersebut.

Bagian ketiga dari aturan ini menjelaskan tentang tata

" cara.pembagian uang denda. Bagian ini terdiri dari enam pasal

dan mengatur secara rigid pembagian hasil denda kepada para

pemimpin marga; seperti pasirah, kepala dusun dan punggawa-

. punggawa.

Bagian keempat dari UU Simbur Cahaya mengatur

. terntang aturan marga. Bagian yang terdiri dari 29 pasal ini

secara khusus mengatur tentang pembagian wewenang dan

pembagian kerja dalam organisasi marga. Pada pasal 1 dengan '

jelas tertulis, “Df dalam sau-satu marga ditetapkan satu pasirah
yang memerintah atas segala hal marganya dan itu pasirah orang
banyak yang memilih dan Raja yang angkat serta kasih nama’”.
Disini jelas bahwa, meskipun pasirak dipilih oleh orang banyak

. atau warga dari satu marga, tetapi yan'g berhak mengangkat dan

member gelar atasnya adalah raja. Selain itu, pada bagian ini juga
80

diatur tentang pembagian kerja dari masing-masing pejabat di -

dalam marga. Kemudian, ada juga aturan tentang larangan

mengambil kayu serta hasil bhutan tanpa persetujuan  yang

berkuasa atas wilayah tersebut.

Bagian kelima dari kebijakan ini adalah aturan kaum,
dalam hal ini kaum berarti orang-orang yang secara ‘kh‘usus
mengurus persoalan agama di dalam marga. Seperti, penghui,
chatih, modin, merbur dan b_j]ﬁl Mereka dipilih oleh - pasirah,
namun harus mendapat persetujuan raja, seperti tertuan di dalam
pasal 4 yaitu, “Pasirah hendak pﬂjb siapa yang patur jadi kawm di
dalam marganya dan bawa pada yang kuvasa di dalam batang hari,
supaya di kirim mengadap sexi paduka tuan besar di Palembang
serta minta surat cap dari pada paduka pangeran panghulu Nata
Agama di Palembang’. Pada bagian ini juga diatur mengenai
zakat dan infak yang boleh diambil oleh kaum kepada
masyarakat suatu marga serta pembagian dari hasil zakat im,
termasuk Yang harus diserahkan kepada pihak kerajaan. Selain
itu, diatur juga perihal tugas-tugas kaum untuk mensahkan suatu
peikawinan dan mengurus tempat ibadah (masjid).

Bagian keenam atau bagian terakhir dari UU Simbur
C'ahayar mengatur tentang aturan dusun dan berladang. Pada |
bagian  ini, mengafur tentang bagaimana masyarakat
memanfaatkan ladang,' sav?ah, hutan dan -kebu,n. Termasuk di
dalamnya aturan merigeﬁai anggota (warga) dusun, tamu dusun
serta tata cara orang keluar masuk dusun. Selain iru, diatur juga

tentang pembagian Jadang kepada anak-anak kepalé dusun setiap

“tahunnya. Kemudian aturan mengenai binatang  ternak,

termasuk binatang buman di hutan, jual beli sawah atau ladang,

sewa tanah dari luar dusun, pembagian hasil temuan gading

gajah serta cula badak, hasil tebangan kayu dan. yang tetakhir
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perihal perjudian serta sabung ayam yang dilakukan tanpa jin
raja akan terkena hukuman. Bagian ini terdiri dari 32 pasal.

Jika menilik bagaimana Undang Undang Simbur Cahaya
disusun -oleh pihak Kesultanan Palembang. Menjadi teranglah

bagaimana relasi antara marga dan sﬁpra—marga yang dalam hal .

ini adalah pihak kerajaan. Sekilas aturan imi memberikan

ketetapan hukum yang kuat bagi para pemuka marga seperti
pasiral, kepala dusun, punggawa-punggawa serta kaum. Namun
demikian, dalam setiap bagian juga ditegaskan wewenang dan
otoritas raja pada setiap-keputusan yang dibuat oleh pemuka
marga. Dengan kata lain, peraturan ini-memberikan legitimasi
yang cukup kuat bagi kerajaan untuk melakukan intervensi

kepada marga di Sumatera Selatan.

4.4. Marga Dari Masa ke Masa

Ditengah hubungan yang terinstitusionalisasikan secara-

jelds dan kongkrit seperti yang tertuang pada Undang Undang
Simbur ,Cahaya, faktanya, relasi antara marga sebagai satu
kesatuan hukum masyarakat dengan para pangeran dan raja dari
Kesultanan Palembang tidaklah berada pada situasi yang sifatnya

dorhina’tif. Relasi itu justru termanifestasikan dalam proses-

-proses negosiasi yang sifatnya terbuka.

Bagaimana pLhak Kesultanan Palembang melakukan

proses négosiasi dengan para tetua marga -inl  sempat

diungkapkan oleh Santun dkk (2010:15) yang menceritakan

bahwa Raja juga sering mudik ke hulu-hulu sungai daerah

sampai masuk jauh kepedalaman dengan “ritualisme” pergi

pesiar, berburu dan menangkap ikan. Pada saat-saat itu,

dilakukan perundingan dengan kepala marga untuk mencapai
sebuah kata pemufakatan dan kesepakatan dalam mengadakan
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“persahabatan”, yang diselimuti embel-embel, di mana daerah -
tersebut -bebas memperdagangkan hasil bumi ke Palembang.
Pada daerah-daerah wluan ini, sebagal irnbaiannya mereka
diwajibkan membayar pajak dan sewaktu-waktu diperlukan
diminta pula untuk menyiapkan tenaga kerja. Daerah-daerah
tersebut dinamakan “Xepunguran’ yang meliputi wilayah Musi
ilir dan sekitarnya., Untuk menjamin kelancaran pungutan-
pungutan pajak maka di setiap aliran sungai ditempatkan seorang

“jenang” yang mengkoordinir marga-marga dalam aliran sungai.

Atau dalam bagian yang lain, Collenbrader (1925) dalam
. Santun dkk (2010:25) m’enyatakan,'xbah\va pada masa itu berlaku
sistem “milir-seba’, suatu bentuk kewajiban penguasa wluan
untuk melakukan pertemuan di depan sultan sambil
menygrﬁhkan “cinderamata” serta memberi informasi sesuai

(13 »
pesanan’ sultan.

Meskipuﬁ secara legal hubungan antara marga dengan

- pihak supra-marga (Kesultanan Palembang)

terinstitusionalisasikan secara jelas melalui setiap pasal dalam

' Undéhg Undang Simbur Cahaya, tetapi secara sosiologis, relasi _

diantaranya berlangsung secara dinamis. Yang terjadi bukanlah
bentuk-bentuk képa{'uhan total dari mazga kepada kerajaan, atau
sebaliknya resistensi yang begitu kuat untuk melawan tatanan
sosial yang lebih besar. Hubungan itu justru berada pada situasi-
situasi pertukaran yang sangat terbuka.. Oleh Collenbrader, hal
imi dia sebutkan sebagai satu proses sosial yang memperkuat
hubungan patron klen dari tingkat paling atas sampai
masyarakat. Struktur patron klien itulah yang menjadi landasan
ekonomi-politik dari kekuasaan Kesultanan - Palembang di

Sumatera Selatan.
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Proses negosiasi antara kelompok marga dengan
Kesultanan Palerhbang ini fuga menguatkan indikasi bahwa
marga adalah tatanan sosial yang lahir sejak lama, jauh sebelum

pihak Kesuitanan Palembang mengeluarkan Undang Undang

. Simbur Cahaya Dengan kata lain, hal ini memperlihatkan
- bahwa marga adalah satu ‘kesatuan ‘masyarakat adat yang
- merupakan cikal bakal dari perkembangan masyarakat Sumatera

" Selatan. Marga memiliki tingkat keotonomian yang relatif kuat,

jauh sebelum Kesultanan Palembang terbentuk. -
Tak jauh berbeda dengan keadaan kesatuan masyaraléat
adat yang ada di Nusantara, kolonialisme menjadi entitas supra-

marga yang menggantikan posisi negara kerajaan. )i masa awal

. kedatangan kolonial di Sumatera Selatan, di sekitar abad 19,

Belanda relatif tidak melakukan intervensi yang berlebthan
kepada marga. Begitu saja mercka menggantikan posisi

Kesultanan ~ Palembang dengan  menjalankan prinsip

desentralisasi yang sebelumnya juga dilakukan pihak Kesultanan

(Santun, 2010 :26). Kendati menjelang abad ke-20, kebl}akan
pemerintah kolonial perlahan-lahan mulai menyentuh domain

kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh marga.

Kekalahan Sultan Mahmud Badaruddin 1I pada tahun
1821, yang setahun kemudian diasingkan ke Maluku, men]adl
jalan bagi berlangsungnya -7 kekuasaan Belanda di Sumatera
Selatan. Bahkan pada 1842, Kesultanan _Paiembang dihapuskan
oleh Belanda, dengan raja  terakhirnya, “Sultan Ahmad
Najamuddin [I. Wilayah Palembang dan sekitarnya yang

sebelumnya merupakan teritori . Kesultanan Palembang,

kemudian berubah menjadi Karasidenan.Palembang di bawah -

struktur organisasi Gubernur Jendral di Batavia.
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Dikeluarkannya Staadblad No. 109 Tahun 1827 menandai
pergantian relasi dari Kesultanan Palembang ke Belanda.
Peraturan ini menetapkan bahwa posisi “jeunang” akan
digantikan dengan. konzroleur. Kendati demikian, Belanda belum
berani untuk melakukan intervensi langsung kepada marga. Hal
ini ditunjukkan Vden;gan tetap tidak dirubahnya pemimpin-
pemimpin marga, seperi pesiral ataupun depaa Pada tahun
1873, Residen Palembang kembalt mengeluarkan Circulaire No.
326 tanggal 27 Juli 1873 vang menetapkan posisi pesirals,
pembarap, kerio, tata cara pemilihan- dan syarat-syarat men]ad1
pernuka marga. Peraturan ini.sebenarnya mengadopsi beglm saja

aturan-aturan yang terdapat pada UU Simbur Cahaya.

Pada masa kekuassan Belanda saat itm, hukum 'y‘ang
berlaku bersifat dualisme. Di satu sisi, Belanda memberlakukan
hukum kolonial, tetapi di sisi yang lain, tetap membiarkan
hukum adat berlaku di tingkat maéyarakata Menurut Santun dkk
(2010: 22), hukum adat yang diakui ini tetap bexjaian deﬁgan

' sangat baik dalam sistem yang paling rendah yaitu marga. Marga.

menjalankan pemerintahannya secara otonom dengén dasar adat
istiadat, baik susunannya (semenstelling), bentuknya (inrichting)

maupun kewenangannya (bevoegdheden) yang berdasarkan

‘hukum  adat. Berdasarkan Inlandse Gemeente QOrdonantie

Buitingewesten yang terdapat dalam Sraadblad No. 490 Tahun
1938 dan Staadblad No. 681 Tahun 1938 berlaku sejak tanggal 1
Januari 1939, marga di Palembéhg merupakan kesatuan
pemerintahan yang ‘terendah berdasarkan hukum adat. Pada
masa.ini, perbedaannya hanya pada struktur yang memberikan
legitimasi atas otonomi yang dijalankan pada tingkat marga. Jika
sebelumnya pihak Kesultanan Pelembang menjadi sumber

otoritas dari proses kekuasaan yang dijalankan di marga, saat ini,
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Belandalah yang menjadi sumber otoritas tersebut. Jika
sebelumnya, ada jeunang vang memiliki kuasa untuk

menyelesaikan urusan-urusan yang tidak bisa ditangani oleh

marga ataupun antar-marga, posisinya digantikan oleh kontrolir

yang pada masa ini dijabat oleh orang Belanda.

Penyelenggaraan ~ sistem  pemerintahan  dengan
mendasarkan pada dua sistem hukum (dualisme), yang satu sama
lgin sebenarnya bertolak belakang, mengindikasikan belum

mengakarnya posisi Belanda di satu wilayah. Meskipun mereka

telsh berhasil menaklukkan negara -kerajaan, tétapi mereka _

menyadari betul bahwa, sebelumnya, relasi antara Kesultanan

Palembang dengan marga tidak berada di dalam satu sistem -
‘penaklukan yang absolut. Meskipun menurut Undang Undang :

Simbur Cahaya, secara administratif, marga berada .di dalam
struktur negara kerajaan. Pengetahuan inilah yang membiat
Belanida tidak langsung melakukan proses pén’aklukan kepada
marga. Gambaran tersebut, sekali Jagi menyiratkan bagaimana
- marga sebagai sebuah kesatuan sosial di masyarakat Sumatera
Selatan, memiliki posisi tawar yang cu_kup tinggi bagi entitas

- supra-marga.

Perubahan relasi antara pemerintah koloxﬁa] defigan
marga terjadi pada awal abad ke 20, ketika Belanda telah
melewati proses transisi kekuasaan di Sumatera Selatan. Melalui
Indische Staatblad 1903 Nomor 329, Belanda memulai satu
proses desentralisasi. Desentralisasi yang dimaksud disini bisa
diartikan terdistribusinya kekuasaan -yang sebelumnya bersifat
terpusat di tangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batévia,
selanjutnya sebagian dialihkan kepada Residen, Afdelling,
sampai dengan kontrolir. Jika sebelumnya, praktis kekuasaan

hanya terpusat di Batavia, saat ini, kekuasaan 'Belanda justrﬁ

36

terusat pada struktur-struktur kekuasaan yang berada pada

tingkat bawah. Artinya, jika sebelummnya struktur negara formal
yang  berhadapan = dengan masyarakat tidak —memiliki
kewenangan yang besar karena sebagian besar kewenangan itu

masih berada di Batavia, sejaka masa desentralisasi ini, wajah

kekuasaan yang berhadapan langsung dengan masyarakat

semakin jelas dam kuat posisinya. Dengan kata lain, entitas

supra-marga imendapatkan temaga baru dalam menghadapi

kekuasaan-kekuasaan masyarakat pada tingkat lokal. Seorang

controlenr, kepala pemerintahan Belanda yang paling rendah

pada daerah onderafdeeling, yang sebelumnya kalau berurusan

dengan pasirah lewat perantara demang dan asisten demang,

namun  dengan  berlakunya  desentralisasi,  controleur

“berhubungan langsung dengan pasirah karena penghapusan

sistem distrik dan onderdistrik di daerah onderafdeeling (Santun
dkk, 2010:25).

Seperti halnya pada mlayah lain di nusarnitara, kebljakan

desentralisasi yang dilakukan oleh Belanda ini sekaligus

mengawali satu fase liberalisasi ekonomi dalam memarnfaatkan
sumberdaya alam yang ada di nusantara. Terjadi aliran dana dan
manusia secara besar-besaran ke wilayah-wilayah' pedalaman
yang berpoten'si dieksploitasi = kayunya untuk kemudian
dijadikan “kawasan perkebunan ataupun pertambangan.
Kenyataan ini juga terjadi di Palembang dan sekitarnya. Pada
masa ini mulai dibuka perkebunan-perkebunan karet, kelapa,
kelapa sawit dan pertambangan minyak serta batubara. Pada saat
injlah, masyarakat mulai kehilangan kebebasan  untuk
memanfaatkan sumberdaya alam di dalam areal-areal yang
sebelumnya telab ditentukan oleh aturan-aturan marga dan
Undang Undang Simbur Cahaya. Masyarakat mulai dikenakan
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pajak. atas penggarapan tanah, karena dengan azas domain
verklaring, tanah menjadi milik pemerintah kolonial.
Masyarakat dikenakan aturan pajak kepala atas tamah yang
mercka sewa. Selain dari pajak kepada penguasa kolonial, pada

masa ini, masyarakat juga dihadapkan pada penguasa-penguasa

mazga, seperti pesirah, kerio dan pembarap yang tidak lagi bisa -
~ mendapatkari pembagian hasil atas apa yang dilakukan °

warganya, sementara dari sisi lain mereka tidak mendapat gaji

dari pemerintah Belanda. Situasi ini ‘memunculkan bentuk-

bentuk antipasti masyarakat, tidak saja kepada pemermtah
kolonial, tetapi juga pada penguasa-penguasa malga yang

serakah dan tamak. Pelanggaran terhadap aturan ini juga akan

- dikenai hukumaﬁ berupa denda, penjara ataupun kurungan. -

Aturén: pajak yang menyengsarakan masyarakat itu
dlperparah dengan kelfadiran investor-investor dari Iuar negeri,

yang hendak ~membangun perkebunan-perkebu_nan besar

“atauptn tambang mmyak di Sumatera Selatan. Hal ini jelas

memmbulkan alih penguasaan sumber-sumber agrana dari yang
semula dimiliki oleh mazga, men]ad1 milik. pemerintah kolomal
yang disewakan kepada para investor tersebut Pada sisi yang

ain, tidak sedxklt pemuka—pemuka marga yang justru mendapat

keuntungan akibat proses akumulasi modal yang dilakukan oleh
pemerintah kolonial dan pihak investor. Banyak pemuka marga

yang, mendapat keuntungan besar atas jasanya melepaskan
tanah-tanah marzga untuk dikuasai oleh pengusaha perkebunan

. dan pertambangan minyak. Se;alan dengan peningkatan

kesejahteraah ‘pemuka-pemuka mazga, terjadilah kesenjangan
ekonomi antara mereka yang mendapat keuntungan dari proses

liberalisasi kolonial itu dengan masyarakat bawah yang
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kehilangan sumber-sumber ekonomi yang sebelumnya menjadi
ladang nafkah bagi mereka.
Secara sosiologis, lukisan persoalan diatas mengisyaratkan

bahwa liberalisasi ekonomi pada imasa kolonialisme bisa

dimaknai sebagai satu intervensi sosial pada tingkat marga yang

~menimbulkan proses sosial berupa kesenjangan ekonomi dan

konflik, baik konflik yang sifatnya vertikal antara masyarakat
dengan penguasa kolonial, ma&pun yang sifamya horizontal
diantara masyatakat dan pemuka warga yang mendapat berbagai
keuntungan dari ‘e{kt-ivitas tersebut. Marga sebagai sebuah
struktur sosial pada tingfat bawah, mengalami disintegrasi.
Bukan tidak mungkin, pada masa seperti ini, tingkat
kepercayaan masyarakat terbadap institusi marga yang
sebelu_mnya menjadi tatanap sosial yang menjamin tercapainya
tujuan-tujuan  masyarakat justru mengalami  peluruhan.

Terjadilah pelonggaran jkatan sosial antara marga sebagai sebuah

“struktur dengan masyarakat sebagai anggota marga tersebut.

Institusi marga kehilangan kapasitasnya sebagai arena negosiasi

-atas 51tu331 ketegangan, baik yang sifatnya laten maupun

manifest dalam strat1ﬁkas1 sosial masyarakat marga. Secara
ekonomis, modalitas paling kongkrit yang dimiliki oleh marga,
yaitu tanah, juga hilang atau lepas akibat perpindahan
kepemilikan dan penguasaan  kepada pemilik modal asing.

. Kebijakan ini terus berlangsung sampai kekuasan Belanda

te’rg;niﬂcan oleh Jepang.

Kekuasaan Jepang yang relatif sebentar di Indonesia, tak
urung membawa konsekuensi yang cukup berarti bagi proses
pudarnya kekuasaan marga di Sumatera Selatan. Salah satu

kehebatan Jepang yang diakui oleh berbagai kalangan, adalah

kemampuannya secara cepat untuk membaca kecenderungan-
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‘kecenderungan sosial vang terjadi di Indonesia. Kemampuan ini
dibuktikan dengan banyaknya kebijakan Jepang yang bisa secara
masif dijalankan untuk kebutuhan perang dilakukan dalam
waktu yang cukup cepat. Tak terkecuali kebijakan yang

| ‘menyangkut marga.

Bedanya Belanda dengan Jepang ketika masuk ke wilayah
Nusantara, salah satunya karena sejarah hubungan dagang antara
Jepang ‘dengvén Nusantara telah I?erlangsuhg sekian lama, jauh
 sebelum kolonial Eropa memilai misi dagang di Asia Tenggara .
" Hal ini bisa diinterpretasi melalui penjelasan Reid (2011:21),
bahwa pada abad ke 15 Kg'ajaan Pulau Ryukyu, sebuah kerajaan
yang berpusat di Okinawa yang berada diantara wilayah Cina
dan Jepang telah memiliki- hubungan dégang yang cukup kuat
dengan pusat-pusat perniagaan di Asia Tenggara yang salah

*‘satunya adalah Palembang. Reid mencuplik catatan perdagangan -

yang -digimpéﬁ di Rekidai hoan -R}'fukyﬂ,,yang menunjukkan
paling sedikit dalam kurun 13 tahun itu (1430-1432), sedikitnya

ada delapan kali misi dagang ke Palembang, enam ke Jawa dan

tujuh belas ke Ayuthaya. Aktivitas ini tentu saja  menjadi

pengetahuan, berharga bagi orang Jepang dalam memulai misi
kolonialnya di Nusantara di abad ke 20, tak terkecuali di
Palembang. ' '

Menurut Saotun dkk (2010: 33-34), dari sisi cakupan
' Wllayah admnistrasi, Jepang begitu saja mengadopsi s1stem yang
pernah dlpakal oleh Belanda: Mereka cukup mengganti istilah
Belanda dengan ]epang, seperti: Onderafdeeling menjadi Syu-Tjo
.yang dikepalai oleh Bun Syu Tjo; Distrik dan Onderdistrik
.menjadi Gun, dikepalai oleh Gun-Tjodan Foku-Gun-Tjo; Marga
menjadi Son, dikepalai oleh Son-Tjo; dan Dusun menjadi Kz,
dikepalai oleh Ku-Tjo yang ‘dibantu oleh beberapa ' orang
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Penggawa maupuh Khatib (Kumi-Tjo). Tingkat afdeeling sendiri
dibubarkan oleh Jepang, termasuk pembubaran Dewan Marga

dan sistem-sistem badan legislatif seperti groepgemeenschaf

Kendati mengadopsi sistem yang digunakan oleh Belanda dalam

mengatur wilayah administratif demi kepentingan perang, pada

_masa ini, Jepang menempatkan orang-orang pribumi . dalam

jabatan kepemerintahan pada tingkat onderafdeeling atau yang
dalam bahasa Jepangnya disebut Gun. Meskipun Jepang tidak
hendak melakukan intervensi di dalam struktur marga,. tetapi

dengan alasan kepentingan perang, Jepang mewajibkan para

penduduk untuk menanam tanaman pangan seperti padi ddn

lainnya. Hasil panen penduduk wajib diserahkan kepada Jepang

tanpa ganti rugi sedikifpun. Beberapa tugas pokok yang
dibebankan Jepang kepada marga, seperti dicatat oleh Santun .
(2010: 35) diantaranya :

1. Mengurusi kartu-kartu pembaglan mengumpulkan data~
" data mengenai keadaan kesehatan penduduk
2. Mengurus dan mengatur kebun-kebun yang ditanam
_sesuai dengan ketetapan pemerintah Jepang
3. Berkewajibanan untuk menyelesaikan perselisihan kecil
4. Mengawa_si perlindungan lubang parit dan pemadam
kebakaran agar tetap terpelihara dengan’ baik
5. Mengelola keuangan milik marga dan memngkatkan
semangat menabung
6. Memberikan santunan kepada keluarga tentara yang
 mengalami kesulitan

7. Memberi bantuan kepada peristiwa-peristiwa kematian.
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Gambar 2. Mekanisme Sosial Peluruhan Marga di Sumatera
Selatan
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Baik Belanda maupun Jepang pada dasarnya melihat

' nﬁarga sebagai bagiin penting dari proses kekuasaan yang mereka

jalankan. Seperti halnya pada masa Kesultanan Palembang,
Belanda dan Jepang melihat marga sebagai modal penting untuk
bisa menmjang kepentingan ekonomi maupun politik mereka.
Meskipun dalam konteks imi — kepentingan ekonomi politik —
ketiganya berbeda-beda, namun apa vyang mereka lakukan
terhadap marga memiliki kecenderungan yang sama, yaitu
melihat marga sebagai asset yang harus dimanfaatkan. Perbedaan
terletak pada polé relasi yang dibangun, jika pada masa negara

kerajaa-n, pola relasinya bersifat negosiasi -terbuka, sehingga

- dimungkinkan terjadi pertukaran diantara pihak Kesultanan

Palembang dengin marga. Pada masa kolonialisme Belanda,
negosiasi tetap dijalankan, namun pada derajat tertentu, akibat -
liberalisasi perdagangan dan pengenaan pajak bagi rakyat, mulai
muncul bentuk-bentuk eksploitasi yang mengdrbankan marga
sebagai satu tatanan sosial. Peluruhan kekuatan marga yang
semula otonom, mulai terjadi pada masa ini. Selain semakin

terfragmentasinya elit dengan masyarakat di dalam lingkup -

" marga. Selanjutnya pada masa penjajahan Jepang, marga betul-

betul diposisikan sebagai subordinasi dari pemerintahan Jepang
demi kepentingan parang di Asia. Marga ditempatkan sebagai

lumbung pangan dan pusat tenaga kerja rakyat (romusha) untuk

‘mendukung perang Jepang.

Pemertintah pasca kemerdekaan menganggap bahwa
persoalan desa sangat penting. Hal itu sempat terekam dalam UU
No 1 Tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah.
Kendati demikian, peréoalan desa masih diletakkan sebagai sub
organisasi dari sistem pemerintahan pusat dan dibedakan dengan

kesatuan masyarakat adat.
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Undang Undang - No 1 Tahun 1945 memiliki
keistimewaan dalam pembahasan desa. Pada bagian
penjelasannya, desa disebutkan sebanyak tujuh kali. Dalam

konteks-aturan ini, penyebutan desa secara berulang-ulang lebih

‘d_ikarenakan . pemerintah  pasca keme;dekaan mengalami

persoalan pelik untuk menempatkan institusi desa dan

masyarakatnya dalam konstruksi ketatanegaraan nasional.

Beberapa isu yang cﬁkup krusial dibahas dalam aturan ini

meliputi: pengelolaan asset-aset desa oleh negara, pelimpahan

pajak yang sebelu‘mr}ya dipungut oleh pemerintah desa dan

- pengaturan kekuasaan pemerintahan desa yang sebelumnya

otonom. Ini adalah bukti bahwa posisi desa di masa lalu sangat

vital'dalam memulai proses Indonesianisasi. Masuknya masalah

“desa ini juga tidak-lupu.t' "dari pembicaraan yang sebelumnya
~ telah berlangsung di dalamsidang-sidang BPUPKI dan PPKL

Pada masa itu, pemimpin-pemimpin nasional ayng berdebat

, dalam merwmuskan dasar konstitusi republik memiliki perhatian

. tersendiri terkait urusan desa.-Meskipun kesan marjiﬁalnya tetap

ada, tetapi persoalan desa sempat disebutkan dua kali pada
sidang tanggal 18 Agusms 1945, ketika berlangsung perumusan

tentang susunan pemerintahan RL Dalam struktur organisasi

‘negara yang masih sahgat sederhana, desa sempat dimasukkan

sebagai sub organisasi pemerintahan daerah paling rendah.®

Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa pada masa
pasca kemerdekaan, para pemimpin nasional masa itu juga
menghadapi kegamangan terkait posisi dan peran desa dalam

konstruksi ketatanegaraan mnasional. Di satu sisi mereka

menganggap bahwa apa-apa yang selama ini sudah dijalankan

' Sekretariat Negara R1, 1995, Risalah Sidang BPUPKI & PPKI, hat 425-426 -
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oleh desa, 'seﬁ;e_stinya tétap dijalankan, karena jika hal itu

" diambil" alih, maka ada kekhawatiran akan memunculkan

persoalan sosial pada tingkat bawah, termasuk masalah integrasi
nasional. Sementara di sisi yang lain, ada kebutuhan bagi negara
untuk  mendapatkan  pemasukan  demi . menjalankan
pemerintahan dan urusan-urusan pertahanan serta perang.
Itulah mengapa, meskipun Undang Undang No 1 Tahun 1945 ini
dinilai memiliki sifat deéentralisﬁk,- tetapi hal itu hanya terbatas
pada tingkat pemerintah daérah. Sementara untuk kabupaten
(Kooti) dan desa hal itu tidak diberikan. Pemberian wewenang
otonomi dikhawatitkan dapat mengurangi kemampuan negara

untuk menjalankan kerja-kerja pemerintahan nasional.

Dalam perjalanan paséa kemerdekaan, tepatnya pada
tahun 1965, terbitlah Undang Undang No 19 Tahum 1965
tentang Desapraja  Sebagai Bentuk Peralihan Untuk

Mempeicepat Terwujudnya Daerah Tingkat I Di Seluruh

Wilayah Republik Indonesia. ‘Kebijakan ini memiliki nafas
otonomi yang cukup kuat, dengan melihat bunyi ketentuan
umum pada Pasal 1 : Yang dimaksud dengan Desapraja-dalam
Undang-undang ini adalah kesatvan m;zsyarakat hukum yang
tertentu batas-batas daerahnya, berhak -mengurus rumah
rangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta

benda sendiri, Pernyataan ini mempertegas posisi pemerintah

nasional pada masa itu yang pro terhadap otonomi desa.

- Kenyataan bahwa marga di Sumatera Selatan masih bisa berjalan

pasca diberlakukannya UU No 19 Tahurn 1965, dijelaskan oleh
salah satunya Amrah Muslimin (1986) dalam Santun dkk
(2010:38). ‘
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45. VHilzmgny"a Marga: Uniformisasi Désa, Masa Orde Baru

Seperti tempat-tempat lain di Indonesia, desa-desa di
Sumatera Selatan juga tidak Tuput dari satu proses intervensi
negara yang ujung akhirnya adalah penyeragaman sistem
pemerintahan desa pada tingkat bawah. Selaras dengan hal
tersebut, marga sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang
selama beberapa waktu terus hidup dalam proses negosiasi
dengan pi}lak supra-marga, perlahan namun pasti mengalami
peluruhan total. Undang Undang No 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintah Desa menjadi jalér_l bagi satu prdses uniformisasi
.desa—desé: di Indonesia, tak terkecuali konsep marga di Sumatera

- Selatan.

Dalam kaitan marga di Sumatera Selatan, UU No 5 Tahun
" 1979 ditindaklanjuti oleh SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
' Propinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 1983, No.

142/KPTS/111/1983. Kebijakan ini secara total menghapuskan '

struktur  organisasi marga di  dalam . masyarakat = dan
4 mengharuskan pembentukan desa administratif di setiap wilayah
“eks ,mar;ga; Data -dari Muslimin (1986) dalam Santun dkk
(2010:38) menyebutkan pada masa itu, 188 kesatuan marga
dilebur untuk kemudian men]ad1 2.190° desa administratif:
. Meskipun demikian, masih ada pasxab—pas:rab yang kemudlan
diangkat menjadi kepala desa - administratif, meskipun secara

ékonomi maupun ?ohtik kekuasaan mereka jelas bericurang.

Demokratisasi dan desentralisasi pasca reformasi 98

memunculkan dinamika baru pada tataran masyarakat terkait -

dengan hasrat-hasrat lokal dalam merespon perubahan zaman.
Hal yang demikian . menjadi’ potret paling . umum dalam
~masyarakat Indonesia memasuki abad 21. Tuntutan-tuntutan

untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
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. pembangunan menjadi dasar dari diromuskannya UU No 22
Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999. Perangkat peraturan inu

menegéskan kembali kemungkinan-kemungkinan berbagai
pihak untuk membangun satu sistem pemerintahan pada tingkat
lokal yang lebih otonom. {Xﬁgin segar ini memicu berbagai
kalaﬁgan baik akademisi, penelitii, NGO dan komunitas
mééy'arakat lokal ataupun adat untuk mendorong inisiatif- -

inisiatif baru di level desa. *

Demikian halnya dengan apa yang berlangsung di
Sumatera ‘Selatan. Sebagai sebuah tataman masyarakat yang
pei'nah' ‘ada  sebelumnya, marga dinilai layalf untuk
dikembalikan. Pengembalian sistem pemerintahan marga ini
diharaﬁkan bisa memperkuat kembali norma- -norma dan nilai
503131 yang sebelumnya telah ada di Sumatera Selatan. Meskipun
dalam berbagal kesempatan, tak jarang asumsi-asumsi tersebut
sengaja diutarakan untuk menyelubungi hasrat- hasrat para
penguasa lokal unruk meneguhkan oligarki kekuasaan di
masyarakat. Pada level grassroot terjadi perdebatan yang sengit,
beberapa aktivis- NGO dan pegiat masyarakat di desa-desa
berniat menghidupkan kembali hukum adat dan  sistem
kekuasaan tradisional (yang merujuk pada sistem lan serta

territorial) serta mengembalikan posisi pasirak sebagai kepala

" marga (Collins, 2001:132). Perjuangan meneguhkan kembali. -

marga sebagai satu bentuk pemerintahan lokal di Sumatera
Selatan juga diiringi oleh bentuk-bentuk onflik. di tingkat
masyarakat, terutama yang terkait dengan tanah. Konﬂik itu
didasari oleh perebutan antara tanah milik pribadi dengan tanah

~milik komunal yang dipunyai oleh marga (Collins, 2001:128).

Lebih jauli, Flizabeht- Fuller Collins (2001:132)
menerangkan problematika yang muncul ketika saat ini
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-masyarakat marak mendorong diberlakukannya sistem
pemerintzhan berbasis adat tersebut. Dalam satu kasus yang.
terjadi di Desa Wonorejo, Kecamatan Kikim, Kabupaten Lahat
yang mendukung didirikannya kembali sistem pemenntahan
marga, (Wonorejo, Kikim), faktanya, kini 80% penduduknya
adalah pendatang yang berasal dari Jawa. Mereka adalah orang
Jawa yang bertransmigrasi secara sukarela dari Lampung pada
sekitar dekade 70an. Untuk menerangkan apa yang dimaksud
dengan mengembalikan hak adat’ tersebut, ada tiga ideal yang
diungkapkan oleh ‘warga - desa. Pertama, terkait dengan
penghargaan terhadap kepemilikan tanah individu dan kolektif
‘bagi mereka yang bekerja di lahan-lahan pértanian, kemudian
‘yang . kedua, terkait dengan sistem pertanian yang rgmah
lingkungan sehingga bisa menjamin keberlanjutan - ekosistem
-yang ‘berbeda dengan sistem’ yaxig- dijalankan oleh perusahaan-
perusahaan perkebunan. Sedangkan yang ketiga, merujuk pada
pertanggung]awaban mereka pada Sang Pencipta. dan nenek
moyangnya untuk menjalankan tradisi demi kesejahteraan anak

cucu mereka. Kendati demikian, Collins dengan mengunp

Kingston (1991) }uga ~memberikan semacam warning bagi

berbagai pihak agar bisa secara. Kritis menilai perjuangan
* masyarakat berbasis adat ini. Menu_m"cnya, seringkali permintaan
untuk mengembalikan adat ini secara samar-samar -adalah
bentuk manipulasi para elit lokal untuk mel'anggengkan
kepentmgan mereka. ‘ ' ‘

Perjuangan untuk mengembalikan mazga sebagai sebuah
tatanan sosial, ekonomi dan poliik di Sumatera Selatan
ditakukan salah satunya oleh Asosiasi Advokat Konstitusi dengan
mengajukan judicial review SK Gubernur Sumatera Selatan No

142/1983 tentang Penghapusan Pemerintahan Marga, DPR
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Marga dan Perangkar Marga, Ketua/Anggota DPR Marga dan
Pejabat Pamong Marga Lainnya ke Mahkamah Konstitusi pada
tahun 2005.% Sidang pendahuluan dilakukan pada tanggal 12
Januari 2006 di Mahkamah Konstitusi.®® Kendati demikian,
menurut laman web ditjen pp Kemenkumham, pemohon
pengajuan perkara yakni Asosiasi Advokat Konstitusi menarik

kembali - permohonan perkara ini deﬁgan alasan yang tidak
dlsebutkan 3 -

Situasi politik yang lebih terbuka seperti sekarang ini
membuka  peluang  bagi  pihak-pihak  yang  ingin’
memp'erjuangkan kembalinya marga sebagai satu sistem sosial di
Sumatera Selatan. Kendati demikian, dalam’ konteks perjuangan
ini, sedikit sekali inovasi yang dikembangkan baik pada tingkat
masyarakat dan pemerintah daersh. Banyak persoalan yang
menyebabkan inovasi itu sulit dijalankan, salah satunya seperti
yang telah dikemukakan ﬁada bagian sebelumnya, yaitu pudér_
atau huruhnya modal paling penting dari J-narga, yaitu sistem
nilai- dan norma di dalam masyarakat, Persoalan berikutnya

adalah ketiadaan institusi yang bernama marga itu pada masa

3" Surat pengajuan perkara bernomor 023/PUU-II/2005, 28 Nopember 2005.
Diunduh ‘dari  http://ditjenpp kemenkumham. go.id/harmonisasi-rpp/62-data-
perkenﬁban;qan-'li'tigasif442-ringkasanmutusan—pen}zuiian&ndang-undang-di— '
mahkamah;konsti_tus'i-tahun-ZOOS.html pada tanggal 13 Cktober 2013, jam 06.00

35

“Mediey Pemeriksaan Pendahuluan”, . Kenstitusi : Berita Malikamah
Konstitusi, No. 14- Januari-Febrari 2006, diunduh pada tanggal 13 Oktober
2013 jam 06.00  dari; hittp:/fwww mahkamahkonstitusi.go.id/pu-
blic/content/nfoumum/majalablonstitusi/pd FBOOK _BMK%2014.pdf

36

Diunduh dari http:/ditjenpp.kemenkumhani.go.id/harmonisasi-rpp/62-data-
perkembangan-!itigasi/_442~ringkasan—nutusan-pen gupan-undang-undang-di-
mahkamah-konstitusi-tahun-2005 html pada tanggal 13 Oktober 2013, jam 06.00
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kini sehingga menjadi sulit untuk bisa membuktikan bahwa
sebagai satu tatanan sosial vang pernah hidup dan berakar pada
masyarakat Sumatera Selafan, marga sama.sekali tidak berbekas.
Tanpa diiriﬁgi penguatan yang lebih kongkrit pada level
masyarakat, nampaknya strategi sebagian kalangan untuk
mengubah tatanan hukum melalui uji materi SK. Gube_rnu'r
Sumsel No 142 Tahun 1983; justru akan kontraproduktif dengan
kenyataan sosial yang saat ini tengah berlangsung di masyarakat
Suinatera Selatan. Sebuah ironi bahwa pada tingkat yang paling
bawah, masyarakat seperti acuh tak acuh terhadap hilang atau

punahnya sistem sosial yang bernama marga.
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BABV
DINAMIKA GOLO DI FLORES

5.1. Penda_l;luluan

Dua bab awal laporan penelitian ini telah menyajikan -
sebuah kerangka konsepsional tentang apa yang disebut
‘pemterintahan - adat’ dan bagaimané konstituisi nég_ara
pemerintahan Republik Indonesia menempatkan bentuk
keﬁidupanﬁinasyarakat _tersebut (termasuk sistem pemerintahan

yang ‘berjalan di dalamnya) dalam sistem ketatanegaraannya.

Dengan menekankan pada bagaimana sistem adat itu terus

berlangsung dalam kehidupan kontemporer di Indonesia

. sekarang, termasuk inisiatif-inisiatif menghidupkan kembali

tatanan adat itu dalam sistem ketatanegaraan.yang berlaku, bab

selanjutnya - yang membahas fenomena empiris desa adat

- pakraman di Bali dan Mazga di Sumatera Selatan telah menjadi

~gambaran empiris tentang ‘daya hidup” dan efektivitas tatanan

lokal berdasarkan adat itu di dalam kehidupan masyarakat
terkait. Dalam kasus Bali, meski terjadi proses pelemahan
struktur masyarakat adat pakraman sepanjang kekuasaan

pemerintahan Orde Baru, kita mendapatkan gambaran tentang

kotinuitas sejarah yang menjadi bukti legitimasi adat di dalam

kehidupan sosial, politik dan budaya masyarakat terkait.

Bagian ini akan secara khusus membahas tentang adat "
golo i kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur,

dalam apa yang disebut sebagai gole atau beo.¥ Sumber-sumber

" Penggunaan istilah golo dan beo seringkali merjadi sebuah istilah yang
dipertukarkan seébagai konsep yang sama dalam merujuk eksistensi masyarakat
adat di Floves, Nusa Tenggara Timur. Observasi empiris Robert Lawang



penulisan dalam bagian ini berangkat dari kepustakaan yang
tersedia berkait dengan pembahasan tentang eksistensi
komunitas adat tersebut dalam berbagai pembahasan. Robert

M.Z. Lawang (2004)* dalam ulasannya tentang stratifikasi sosial

di Cancar, Manggarai, Flores Barat dalam sata perbandmgan.

historis antara dekade 1950an dan 1980an, men}a(h sumber yang
berguna dalam melihat kekayaan sistem sosial dan nilai-pilai
adat yang terkandurig dalam komunitas adat golo atau beo.
wUraiam:’Lya juga ﬁ;emberikan- kepada kita telaah tentang “struktar
sosial murni” yang sejajar dengan pengertian “otonomi desa asli”

tatanan sosial politik itu dalam konsépsi yang sering digunakan,

berkait dengan eksistensi komuhitas adat di dalam konstruksi

‘hukum ketatanegaraan Indonesia kontemporer

Sebuah karya disertasi yang ditulis Helena Anggraem
Tjondro Sugianto (2012)® tentang Modal Sosial dalam Struktur
Kekerabatan Warga Kampung Monde, Kecamatan Borong,

- Manggarai Timur, Nusa Temggara Timur, menjadi informasi

berguna tentang keberlanjutan konsepsi adat golo atau beo yang -
terus hldup (dalam’ Wu]ud baru} dalam rentang waktu yang lebih-

dekat dengan kondisi kontemporer sekarang Tekanan kajiannya
pada “modal spiritual” dalam keswadayaan masyarakat.
Kajiannya dalam pola sistem kekerabatan memberikan gambaran

kongkrit kondisi masa kini terhadap sifat desa mawa coro yang

mgmberi.kan gambaran perbedaan di antara kedua konsep itn-yang akan menjadi
pembahasan dalam bagian lain tulisan ini.

3 Robert M.Z. Lawang. Stravifikasi Sesial'di Cancar, Manggarai, Flores Barat,
Tahun 1950-an dan 1980-an. FISIP Ul Press, Depok. 2004.

* Helena Anggraeni Tjondro Sugianto. Modal Spiritual Kekuatan Tersembunyi
‘di Balik Kemampuan Membangun™ Pofret Kekerabatan Warga Kampung
Mondo Kecdmatan Borong, Manggorai Timur, NTT (Disertasi). Universitas
Kristen Satya Wacana, 2012.
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telah menjadi perhatian utama -dalam bab-bab sebelumnya

laporan penelitian ini.

Di luar karya-karya disertasi para peneliti Indonesia,
kajian-kajian yang dilakukan Maribeth Erb (2005)% tentang
idéntitas kultural dan upaya-upaya menjadikan identitas it
sebagai basis dari penguatan masyarakat adat dalam era otonomi
daerah 1;_r1a9;a kini. Erb menguraikan bagaimana batasan-batasan
dari ‘penguatan identitas yaﬁg “lebih mewakili agenda-agenda
kalangan elit dalam perspektif developmentalisme Orde Baru
dan tantangannya  kemudian dalam upaya pelembagaan

konstruksi identitas itu dalam tatanan pemermtahan lokal yang

S men]ad1 perhatian Japoran penelitian ini. Karya karya lain

seperti Sugishima Takashi® yang memberi perbandingan
tethadap eksistensi masyarakat di Flores Timur dan Samuel
Clark®. yang merekam kasus-kasus konflik pertanahan di
wilayah Jawa Tiinur dan Flores menjadi kajian menarik tentang

* bagaimana sistem adat golo berperan mengatasi konflik dalam

masyarakat. Kepustakaan tersebut memberikan informasi dari

" % Lihat Maribeth Erb, Romianus Beni & Wilhelraus Anggal, “Creating cultarai
“identity In an- era of regional autonomy: Reinventing Manggarai?” dalam

Maribeth Erb, Priyambudi Sulistiyanto & Carole Faucher (eds). Regionalism in
Post-Sufiarto " Indonesia. Routledge Curzon, London. 2005. (Hal 149-179).
Ulasan Erb laionya berkait dengan konsepsi identitas dan ‘kebangkitan adat’
dapat dilhat juga dalam Maribeth Erb, “Adat revivalism in western Flores:

.Cuiturc,»re]igiqn, ;—md land,” dalam Jamie S. Davidson & David Henley (eds).

Thq Revival of T radition in Indonesitan Polifics: The deployment of adat from
colonialism to indigenism. Routledge, USA. 2007. (Hal. 247-274)

* Sugishima Takashi, “Where Have the “Enterpreneurs” Gone? A Historical

Comment on Adat in Central Flores” dalam Asian and Afvican Area Studies, 6
(1): 120-150. 2006.

2 Samuel Clark (eds'.). Bukan Sekedar Persoalan Kepemilikan: Sepuluh Studi

- Kasus Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Jawa Timur dan Flores.

Social Development Paper No. 4. The World Bank. 2004,
103 '



v

beragam sudut pandang masing-masing penulisnya tentang
sistem adat golo atau beo di Nusa Tenggara Timur yang terus
berlaku hingga sekarang dan sekaligus menjadi dasar bagi

analisis, sejauh mana sistern adat itu memberikan kemungkinan

tentang bentuk baru - pemeriritahan  adat dalam sistem
g p

ketatanegaraan Indonesia sekarang ini.

5.2. Profil Wilayah dan Problem Kontemporer

Dengan batasan sumber informasi dari hasil penelifian

terdahulu dalani kepustakaan yang tersedia, akan dibatasi pada -

wilayah di Kabupaten Manggarai, Nusa Ten‘é}ara TFimur. Luas
administratif - Manggarai mencakup wilaydh seluas 7.136,4
dengan total penduduk sebanyak -292.451 jiwa yang mencapai
kepadatan penduduk sebanyak 40,98 jiwa/kilometer persegi.

Dalam batasan administratif sckarang, secara geografis

Kabupaten Manggarai--mencakup beberapa wilayah seperti

pegunungan, sungdi, danau, lahan perkebunan dan pertanian

dengan batas-batas di utara -berbatasan dengan Laut Flores,
sebelah Timur der;gan Kabupaten Npgada, sebelah barat dengan
Kabupaten Manggaral Barat dan Selatan dengan Laut Sawu.

froce i

Gambar 3. Peta Kabaupaten Mangga:al NTT
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Sctelah kemerdekaan Republik Indonesia, kabupaten
Manggarai menjadi sebuah wilayah setingkat II (kabupaten)
pada 14 Agustus 1958, Dengan demikian, posisi raja sebagai
- pimpinan tertinggi masyarakat di Kabupaten Manggarai berubah
.menjadi pemimpin daerah tingkat II, seperti juga wilayah-
wilayah lainnya di Indonesia. Namun, perubahan-perubahan
besar yang terjadi di kabupaten tersebut baru terjadi sejak
pemerintahan Orde Baro menerapkan sistem pemerintahan
desa/kelurahan & seluruh Indonesia, dan termasuk wilayah
.Manggarai tanpa  kecuali. Sampai sekarang, - sistem
desa/kelurahan masih merupakan sistem pemerintahan yang

diberlakukan dan terus berjalan sampai periode reformasi dan

pemekaran  wilayah ~Manggarai - menjadi dua dengan

pembentukan Manggarai Barat pada 2003. Setelah-pemekai:an, di
wilayah Manggarai terdapat 28 kelurahan (di wilayah perkotaan
yang padat penduduknya) dan 226 desa (lihat Tabel 2).

Tabel 2: Iilmlah Penduduk, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Kabupaten Manggarai (Pasca Pemekaran Wilayah 2003)

Desa/ Luas TJumlah Kepadatan

No  Kecamatan Ibukota Kelurahan Wildyah  Periduduk  Penduduk .
1 Setar Mete Tieng 36 57200 52.009 91
2 Borong Borong 21 490,26 43.348 101
3 KotaKomba Waelongga - 17 491,90 38.491 75
4 FEar Lengkor Elar 21 - 367.80 24.889 44

Sambi : oo .
5 . Rampar Porta 11 - 400,10 22.508 56
- Benteng E :

6 Lambaleda . Jawa 16 360,40 . 26158 NE
7 . PocoRanaka More . 28 20920 - 4800 - 230
8 Ruteng ~  Cantar 28 178,60 60.045 764
9 WaeRi ‘Watz Alo 17 76,60 - 22504 254
10 Cibad Pagal 26 188,30 33.715 179
Tl Reok Reok 20 506,40 25,026 44

Sumber: Kabuparen Manggarai: Strategi & Potensi Pembangunan dalam Per.spe]mf Masa
Depan. Indomedia, Jakarta 2005
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Informasi mengenai struktur Vpemerintahan dan

_ senigketa, berkaif dengan klaim atas-tanah untuk keperluan

penduduk di wilayah kabupaten Manggafai yang menjadi
pembahasan penelitian ini, bagaimanapun lebih menampilkan
gambaran struktur formal peme‘rintahan pada tingkat bawah
- setingkat kelurahan dan desa. Fenomena yang tidak tampil
dalam informasi tersebut adalah fakta tentang sebuah unit
kehidupan sosial, dan juga pemerintahan (dalam bentuknya yang
_sederhana) yang telah menjadi kerarigka acuan pola organisasi
.sosml budaya, pohtlk dan  ekonomi masyarakat di wilayah
- kabupaten Manggarai dengan riwayat historis yang bahkan jauh
lebih pan]ang dlbandmg sejarah negara Repubhk Indonesm

yaltu go]o atau beo.

Tidak dapat d1sangka1 se]ak dlberlakukannya sistem

pemerintahan desa/kelurahan sebagai organisasi pemerintahan

di tingkat paling bawah secara seragam dalam era pemerintahan
Orde Baru, eksistensi golo atau beo sebagai unit sosial, politik,
budaya dan ckonomi yang mengatur kehidupan masyarakat
‘ seperti hilang dalam formalitas pemenntahan desa béntukan
'Orcie Baru. Tetapi, apabila kita menajamkan lensa untuk
menelaah dinamika sosial pohtlk masyarakat tersebut sejak
diberlakukannya undang-undang tentang _pemerintahan desa
~ sampai sekarang ini, eksistensi sistern adat golo atau beo terus
hadir ke permukaan dalam beragam benuik' dan artikulasi yang
berbeda Sebuah kajian tentang dlnamlka konflik pertanahan
yang dilakukan tim peneliti dari Bank Dunia (Clark 2004) di
wilayah Manggaral selama dua dekade terakhlr pemerintahan
menegaskan tentang arti penting golo atau beo di dalam

dinamika konflik yang terjadi.
- Peimetaan tentang beragam kasus konflik yang terjadi di
wilayah itu dalam penelitian ini menegaskan bahwa dalam setiap
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bangunan sosial dan kegiatan produktif, peristiwa-peristiwa
tentang konflik sosial di dalam masyarakat itu telah membawa -
ke permukaan tentang bagaimana tatanan adat lama mereka
berpengaruh besar dalam setiap peristiwa, dan termasuk
bagaimana bentuk klaim atas sumber daya yang menjadi sumber
konflik ya'ng muncul. Salah satu ilustrasi yaﬁg tertuang dalam

penelitian itu berasal dari sebuah peristiwa yang terjadi

“padal991 ketika masyarakat Golo Meni, yang dipimpin kepala

- desa setempat, berencana mengadakan relokam wilayah pasar di

desa tersebut.

" Atas 1m51at1f kepala desa, agenda relokasi dilakukan
dengan mengundang sejumlah anggota AMPI dari Kupang yang

 akan m_elaku}can Kerja Bakti Sosial, sekaligus membantu proses

' permbangunan lokasi pasar baru dengan membuat petak-petak

dan teras untuk tenda-tenda pasar. Tetapi agenda ini tidak

berjalan seperti rencana. Ketika mereka sedang bekerja,

datanglah serombongan orang Manus yang “membawa parang,
pacui dan sekop yang meneror anggota AMPI dan'menganca:r-n
akan membunuh mereka kalau masih meianjutkan :
pekerjaannya_."’ Mantan kepala desa Golo Meni, Robert Anggal,

yang memimpin kegiatan itu menuturkan bahwa “Orang-orang

" Manus yang datang itu dipimpin oleh. Vitalis Jonga dan Tokoh-

Tokoh Adat dan.Masyarakat Mants seperti Paul Ndarung dan
Arkadius Patas.” Dalam ingatan .niantén_ kepala desa itu, orang-
orang disebufnya, “mencaci-maki 'Kepaia Desa Golo Meni yang
telah membuat pagar, menanam pisang dan membangun rumah
sewa pakai, dan kios-kios, termasuk kios KUD....™* |

“ Peter Mangguat. “Bukan Sekedar Tanzh Ulayat. Desa Golo Meni, Kecamatan
Kota Komba, Kabupaien Manggarai,” dalam Samuel Clark.(2004). hal. 63-74.
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Kisah konflik yang terjadi memberikan gambaran
menarik tentang perkembangan kontemporer adat golo dan
kaitannya dengan tatanan pemerintahan desa di wilayah itu
dalam era pemerinahan Orde Baru. Dalam ulasannya tentang
konflik ini, Manggut memberikan gambaran. tentang kisah
konflik berlarut-larut berkait dengan persoalan tanah dan klaim
adat yang tidak mampu diselesaikan aparat pemerintahan desa
setempat sampai adanya intervensi dari bupati saat itu untuk
menggunakan sistem adat kepok sebagai upaya meredakan
gejolak, termasuk juga mediasi oleh pihak gereja yang membawa

maStg-masing kelompok adat dalam sebuah perundingan..

Dalam kaitan ini, kita mendapatkan gambaran tentang
ketidakberdayaan sistem pemerintahan desa yang menjadi model
kebijakan pemerintahan Orde Baru sgbagai bentuk otoritas
négara pada tingkat Paiing bawah di dalam masyarakat Indonesia
sejak  berlakunya undang-undang pemerintahan desa.*
Sebaliknya, dalam wuraiannya teﬁtang:'konsepsi adat golo dan
" dinamika konflik yang terjadi di desa tersebut, uraian Manggut
memberikan _gambaran tent-ang terus -bertahannya otoritas
‘tradisional masyarakat tersebut sesuai dengan :ko'nsepsi adat
mereka berkait dengan legitimasi pata pemimpin, pranata-
pranata adat yang berlaku bagi xﬁasyarakat, sekaligus klaim atas
lahan adat ydng menjadi sumber utama mata iie,ncaiharia_li

kelompok masyarakat tersebut.® Di sini kita mendapatkan

- Lihat bab 1 dan 2 tentang konsepsi desa versi pém.erintahan Orde Baru yang
diterapkan di berbagai tempat di Indonesia selama beberapa dekade.

45

Manggut menguraikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik imi
sesungenthiya berasal dari satu wa'n atau sistem kekerabatan yang sama tetapi

dalam waktu yang panjang telah hidup terpisah di tempat berbeda. Mekanisme -

adat yang digunakan dalam mengatasi konflik itu dalam kaitan ini bagaimanapun

menunJukkan kekuatan norma- norma tradisional di dalam masyarakat yang
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bagaimana norma-norma lokal dalam sistem adat setempat

berperan besar dalam menimbulkan konflik dan sekaligus

menjadi alat mediasi Konflik itu sendiri.

Namun tidak dapat disangkal, norma-norma yang hidup
masih dalam masyarakat tersebut tidak lagi memiliki dukungan
sistem tradisional mereka berkait dengan sumber daya dan
wilayahnya-a. Maribeth Erb menyatakan “bahwa sejak
diterapkannya sistem desa di bawah pemerintahan Orde Baru,
basis teritorial adat masyarakat golo telah kehilangan bentuk
teritorialnya setelah béralihnya beo, atau kampung asal dari
masing-masing kelompok adat terse};it, menjadi wilayah

teritorial baru di bawah sistem desa dengan batas-batas wilayah

-yang berbeda dengan sistem adat yang berlaku dalam

masyarakat.* Dalam kaitan ini pula tercipta kegamangan tentang
sejauh mana bentuk revitalisasi adat golo seperti yang terjadi

dalam periode setelah reformasi di Indor;esia. Dalam salah satu

uraiannya, Erb telah menunjukkan .bahwa keberhasilan

revitalisasi adat itu sejau’h ini berhenti pada upaya penglﬁdup_an

- kembali nilai-nilai lama dalam bentuk tradisi dan ritus, tanpa

.p:rc)ses pelembagaan lebih lanjut adat itu di dalam tatanan

pemerintahan yang berkembang sejak periode reformasi.”

mengabatkan otoritas pemermtahan desa yang mendapat dukungan negara.

‘Manggut, Op.cit. 65-74.

* Maribeth Erb(2007), hal. 170-174.

4 Dalam vraiannya Erb mengutip pernyataan Lawang tentang ‘tujuan’
menghidupkan kembali tradisi adat di Manggarai, Flores, yang berjalan tanpa
relevansi -sosial, ekonomi dan politik masyarakat bersangkutan.- Ringkasnya,
revitalisasi itu lebibh pada sebuah ‘museumisasi adat seswai kerangka

‘konsepsional pemerintahan Orde Baru tentang adat tanpa terkait dengan

dukungan simber daya yang menjadi bagian dari eks15ten51 adat itu sendiri.
Maribeth Erb, Op.cit. 2005.
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Apabila ihustrasi yang dibesikan tim peneliti di Bank
Dunia menyajikan kepada kita gambaran dinamis konflik di
lingkungan masyarakat adat tersebut, di sisi lain kita
mendapatkan gambaran tentang efektivitas sistem adat itu dalam
melahirkan - inisiatif-inisiatif pembailglman sts}adaya yang
dilakukan masyérakat adat itu di luar agenda pembangunan
pemerintah. Sugianto dalam uraian disertasinya memberikan
gambaran tentang bagaimana inisiatif membangun sebuah jalan
“dilakukan oleh satu komunitas adat, Golo ‘Mondo, yang
melakukan pembangunan jalan mereka sendiri tanpa bantuan
dan konsultasi dengan apérat peméf’intah desa setempat.
Tu,ntu_tan. kebutuhan masyarakat Golo Mondo untuk sebuah
jalan beraspal sebelumnya telah disuarakan masyarakat itu sejak
tahun 1999, seiring dengaﬁ bergulirnya reformasi di Indonesia,
dengan rﬁengajukan sebuah petisi kepada pemerintah DPRD.
Manggarai di Ruteng. Petisi ini disusun = masyarakat tanpa

rmelibatkan peran aparat desa dan kepala desa yang dianggap

;‘,tidak peduli’ dan ‘seringkali bertentangan” dengan komunitas’

tersebut. Setelah selami satu dekade tidak dda tindak lanjut dari

petisi yang disuarakan, akhirnya niasyarakat “sendiri. melalui -

mekanisme adat setempat melakukan mobilisasi anggota

masyarakat untuk membuat sendiri jalan beraspal sepanjang

empat kilometer menghubungkan desa itu dengan kota

kecamatan. Berkait dengan fenomena tefse‘but, 'Sugianto
menyatakan: ' '
SéBemluya, pembuatan  jalan oleh masyarakat di
" Manggarai bukanlah sesuatu yang baru. Banyak
kampung-kampung Iain' di lnar Mondo yang juga
memiliki jalan-jalan hasil buatan masyarakat. Bedanya,
pembangunan di kampung-kampung lain umumpya
terjadi bukan karena inisiatif dari masyarakat setempat
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melainkan dari Gereja atan pemerintah. Sedangkan di
Modo, Inisiatif pembangunan murmi dari masyarakar
dan bahkan mienjadi suatu bentuk resistensi mereka

terhadap rezim desa dan pemeriniah daerah.%

Dalam  kasus yang ditunjukkan Suglanto, kita
mendapatkan gambaran tentahg kekuatan modé\l sostal dalam
masyarakat yang bergerak di fuar kerangka kebijakan
pemerintah ‘desa  setempat <dalam menjalankan agenda

pembangunan infrastruktur wilayah. Dan dalam kaitan ini pula

 kita mendapatkan gambaran *yang jélas- tentang efektivitas

konsepsi adat dalam memobilisasi sumber daya sétempat, melalui
su_mbangan ahggota komunitas, untuk memperbaiki sendiri
kehldupan komunitas mereka tanpa campur tangan pemerintah
desa yang sifatnya formal dan berjarak dengan dinamika

kehidupan masyarakat.

5.3. Adat Golo atau Beo di Manggarai

‘Uraian di atas telah menunjukkan bagaimana bekeﬁanya
basis sosial tradisional yang memobilisasi masyarakat, baik dalam
bentuk konflik maupun dalam agenda pembangunan, sesuai
dengan konsepsi adat golo atau beo yang menjadi perhatian
dalam uraian bab ini Pertanyaannya adalzh sejak kapan dan
dengan cara apa golo atau beo menjadi sebuah sistem tradisional

yang mengatur -organisasi sosial masyarakat di wilayah

'- Manggatai, NTT? Tandasan struktural seperti apakah yang '

ménjadikan golo atau beo menjadi sebuah sistem tradisional

yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut sejak lama?

8 Sugianto, (p.cit. hal. 196.
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Keterbatasan sumber-sumber tertulis membuat kita

kesulitan untuk mendapatkan gafnbaran yang akurat mengenai

- periode. waktu kemunculan sistem adat golo atau beo yang

sampai sekarang tetap menunjukkan dinamika kehidupannya di
dalam masyarakat setempat. Kesimpulan-kesimpulan tentang
riwayat - historisnya yang panjahg sejauh ini Banya bisa
direkonstruksi kembali melalui bukti-bukdi fisik berkait dengan
lanskap sosial komunitas tersebut seperti melalui bangunan

rumah gendang atau mbaru. [embOHg tempat. masyarakat

Ténjalan ritus-ritus tradisional mereka dan altar persembahan

ataq compang temipat pemakaman nenek’ moyang yang menjadi

kelompok pertama yang mendirikan komunitas tersebut. Di luar

'-bl;lkt}btﬂ(ti- fisik tersebut, kita hanya bisa _mendapatkan

gambaran struktur masyarakat vang telah berkembang sejak
lama itu melalui ungkapan-ungkapan dalam bahasa setempat

yang mewakili norma-norma khusus berkait dengan aturan

‘interaksi sosial di antara anggota komunitas, termasuk juga

aturan berkait dengan organisasi sosial ekonomi yang mengatur
pembagian sumber daya lahan milik komunitas, atau disebut
lingko, sesuai deﬁga“n tata cara adat yang berlaku.

Kajian mendalam tenta;lg komuniias adat golo atau beo
secara ilmiah telah dilakukan Robert Lawang dalam karya

.- disertasinya tentang stratifikasi sosial di Cancar, salah satu

wilayah yang ada di -Ka'bupaten Manggai—ai sekarang. Lawang

dalam kajian"sosiologi-historisnya memberikah keterangan yang
samar-samar berkait dengan laporan&aporan para pejabat VOC
abad ke-17 dan 18, eksistensi gofo'atau beo telah ada sebelum
kemudian institusi-institusi baru dari luar terbentuk di wilayah

Manggarai.*Penelusuran Lawang tentang konsepsi komunitas

*? Lawang, Op.cit, 116-119.
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adat asH di Nusa Tenggara Timur membawanya pada keberadaan .
beo dtau golo yang mewakili sejarah lama masyarakat tersebut

sebelum persentuhan dan intervensi dunia luar.

Di luar asal-usul itu, Lawang juga memberikan ulasan

mendalam unit sosial dan politik terkecil dalam  masyarakat

Manggarai sekarang ini dalam apa yang disebut sebagai beo atau
golo sebagai “wujud asli” dari perkembangan sejarah masyarakat
tersebut. “Semua beo dapat disebut golo, tempi tidak semua golo
dapat disebut beo,” menurut Lawang dalam uraiannya tentang

konsep dasar tatanan tradisional masyarakat Manggarai, Flores,

“Nusa Tenggara Timur sebaga1 cara memahami struktur
"tradlslonal . masyarakat tersebut. ‘Lebih lanjut Lawang

‘menyatakan Bahwa, “beo 'sebagai kampung asal merupakan

karakteristik yang sangat menentukan untuk membedakannya
dengan golo.™® Tekanan pada ‘kampung asal’ merupakan dasar
utama yang perlu diperhatikan untuk melihat perbedaan dua
konsep yang seringkali dipertukarkan dalam pembahasan.
tentang konsepsi tradisional masyarakat adat di Manggarai.

Kajian Lawang yang memberikan definisi yang tegas
antara golo dan beo sebagai suatu komunitas *adat yang
berks_:mbang di dalam masyafakat Manggarai, memberikan pula
beberapa informasi yang menjadi Karakteristik dasar golo atau
beo sebagai suatu komunitas politik di tingkat lokal, yaitu®!s

Y. Mbaru tembong (rumah gendang yarg berfurigsi tempat
pelaksanaan  ritus-ritus  adat, pertemuan, dan
penyimpanan benda-benda pusaka milik suatu golo. Di

dalam mbaru tembong itu pimpinan masyarakat, sering

* Lawang. Op.cit. bal. 67.

I Ihid, 49 - 67.
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disebut rua beo atau tua golo sebagai badan otoritas
tertinggi yang mengatur kehidupan sosial dalam suatu
beo atau golo bermukim.

2. Wae Tekuatau mata air yang menjadi sumber bagi orang-
orang di dalam beo atau golo mengambﬂ. air ininum.

Semua anggota komunitas dalam satu beo atau golo

berhak menggunakan: mata air untuk keperluan hidup

" mereka sehari-hari seperti minum, mandi, dan mencud
_pakaian. 7

3. Compang atau altar persembahan yang biasanya menjadi

tempat kuburan pemakaﬁlan nenek moyang komunitas
beo atau golo.

4. Boa atau pemakaman yang mencerminkan  struktur
kekerabatan (atau wa'z) yang membentuk sebuah beo
-atau golo. A "

5. Bép atau kampung asal yang men]adl ciri utama

4membedakannya dengan sebuah go]o

Dalam. kaitan ini, keberadaan lima karaktensnk dasar

yang menjadi ciri beo atau golo (minus kampung asal)
memberikan kita gambaran sebuah komunitas yang telah
memiliki sebuah sistem kehidupan dalam mengatur kehidupan
mereka sendiri, baik tatanan sosial politik dan norma-norma

masyarakat maupun sumber daya yang menjadi milik komunitas

tersebut. Karakteristik ini sekaligus Jmengingatkan kita pada

bentuk organisasi sosial masyarakat adat lainnya yang menjadi
perhatian dalam laporan penelitian ini seperti pakraman di Bali
dan Marga di Sumatera Selatan.

- Apabila karakteristik-karakteristik = dasar  yang
disarﬁpaikan Lawang tentang golo itu memberikan kita tentang
bukti-bukei “wujud asli” komunitas adat itu yang télah memiliki
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sejarah panjang se]ak masyarakat itu bermulum pertanyaannya
kemudian adalah bagaimanakah krakteristik  dasar itu
membentuk sebuah struktur yang mengatur kehidupan dan

tatanan organisasi sosial masyarakat?

Lawang menunjukkan bahwa landasan utama dari ciri

_ masing—maéing masyarakat adat goloitu telah berlandaskan pada

unsur kekerabatan atau wan Ia merupakan bentuk klam

= .
paternal, unit-unit sosial seperti beo dan golo terbentuk. Setiap

‘wa'u mewakili keberadaan beo atau golo yang berbeda di suatu

wilayah. Golo atau beo dalam suatu wa i dalam kaitan ini
membentuk apa yang disebut sebagal asosiasi lokal atau self-
governing community sebagai bentuk “modal sosial yang
digunakan warga untuk menolong diri sendiri, bekerja sama dan
membangun kepercayaan dengan legitimasi dan ‘sedikit’ kontrol
atas tanah ulayat” yang mendekati dualisme yang terjadi di Bali
tetapi dengan perbedaan tanpa struktur pemerintahan yang
terorganisir.> '

Dalam “kaitan ini maka kita bisa melihat lebih lanjut
tentang struktur kekuasaan 'di dalam suatu beo atau gé]o yang
berlandaskan pengaturan - kekerabatan menjadi unsur utama
yang melatari lahifnya suatu otoritas di dalam 's;ebuah golo. Tia

golo atau . rur’a reno adalah orang-orang yang diakui otoritasnya

" dalam sebuah beo atau golo yang melekat pada posisi senioritas

usia pernimpin tertua Cberdasarkan jalur kekerabatan dari pihak

pria) dari anak suhing generasi pertama’ yang - membentuk

-pemukiman sebuah beo atau golo. Ringkasnya, sebelum adanya

penetrasi kekuatan luar terhadap kehidupan masyarakat

tersebut, -sistem keluasaan tradisional yang telah berkembang di

52 Bk, Op.cit,, hal. 546-547.
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" wilayah itu terbentuk bukan karena sebuah perjuangan atau
prestise individu, melainkan pada status kekerabatannya. Setiap
orang mengakui posisi pemimpin mereka karena setiap orang

mengetahui posisi seseorang dalam pola kekerabatan itu yang

menjadikan otoritas tradisional itu menjadi efektif (Lawang: 70).

Dari struktur sederhana klan itu, kemudian lahir sebuah
- tatanan otoritas sosial berdasarkan garis‘keturunan leluhur yang
disebut Asekae déngan pimpinan seorang 77 w2 Wau atau Tu'a
Golo. Apabila klan kemudian berkembang menjadi besar, maka
ia terpecah-pecah menjadi panga yang dipimpin rw'z panga. Di
dalam panga ini kemudian ada satuieluarga inti (keluarga batih)
atau disebut kilo yang dipimpin tu3 kilo. Bagan berikut

menggambarkan bagaimana kekerabatan itu terbentuk:

AN
a'u
| by l
/—_\ TN TN
Panga Panga Panga
Kilo Kilo Kilo
Kilo  kilo Kilo
S ; S~ N

Gambar 4. Garis Keturunan/Asekae

-Apabila_ ‘kemudian kita mencoba menggambarkannya

dalam sebuah sketsa organisasi yang mengatur tatanan politik,

ekonomi dan budaya beo atau” golo, maka kita akan

mendapatkan model skema hirarki itu sebagai berikut:
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- _ : \]/ ; S~ N
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Gambar 5. Skema Hirarki golo/beo
. .Pertanyaan ,s‘élanju'tnya adalah bagaimana .sistefm adat itu
bisa berkembang dan menjadi sistem yang mengatur kehidtipan

masyarakat di dalam komunitas golo tersebut? Uraian Lawang

‘membawa kita untuk memahami struktur otoritas tradisional

yang terbentuk sejak lama tersebut {dan masih berlaku sampai
sekarang melalui otoritas tradisional terhadap f11’2 golo) dengan
mengaii:kannya pada ~ persoalan bagﬁimana pola  mata
pencaharian masyarakat sebagai dasar eksistensi mereka diatur

dalam sistem adat yang berkembang, -
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Secara umum, berladang adalah bentuk mata pencaharian
utama bagi penduduk yéng bermukim di suatu beo atau golo.
Masyarakat memiliki klaim atau sumber daya tanah di sekitar
wilayah mereka tinggal yang biasa disebut /ingkoe atau tanah
kebun. Pada awalnya, tidak semua /ingko menjadi suatu kebun.
Yang menjadikan sebuah Zingko menjadi kebun adalah Zeno,

atau roh permnggu kebun. -

Berdasarkan tatanan adat mereka, terdapat tata cara

bagaimana sébuah lingko menjadi kebun. Keputusan apakah
masyarakat akan membuat sebuah keburi baru di dalam lingko
yang mereka buat, dilakukan dalam musyawarah bersama di

dalam suatu beo atau golo. Setelah tercapai sebuah kemulakatan

di antara anggota suatu golo, maka biasanya pada pagi hari
orang-orang berkumpul dan sambil memukul gong, mereka -

berangkat menuju /ingko yang hendak dijadikan kebun. Sampai
. pada tempat tujuan, seorang tua teno kemudian menancapkan
7 _sebatang Kayu (/ance) yang telah diruncingkan ujungnya di
- sekeliling. teno yang membentuk lingkaran. Kemudian fua reno
 akan menarik garis sebesar jari-jari. ‘dari pusat dan terus

membentang sampai lingkaran luar bﬂgko yang telah menjadi

kebun. Dari ‘luasan itu kemudmn ‘masing-masing keluarga di

dalam sebuah beo atau golo mendapatkan baglan tanah kebu.n

‘garapan mereka.

'Agas dasar keputusan dan musyawﬁrah bersama warga di
dalam suatu ‘beo atau gbjo, ‘warga: membuka hutan untuk
ditanami tanaman kebun untuk memenuhi kehidupan mereka.
Kemudian, lahan tersebut dibagikan berdasarkan konsepsi
lingkaran yang ditentukan oleh tuz reno, atau orang yang

memiliki otoritas menjadikan sebuah lingko menjadi sebuah

kebun. Keseluruhan proses pembagian tanah di dalam /ingko
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yang dilakukan tz2 reno dalam bahasa setempat disebut sebagai
lodok  lingko. Bagaimanapun, Lawang menuturkan bahwa

distribusi tanah ita kepada masing-masing anggota sebuah beo

'_ atau gofotidaklah merata.

Apabila lahan lingko yang dijadikan tanah kebun cukup
besar, maka ru's reno dapat memperoleh besaran tanah relo moso
(tiga jari). Sedangkan ruzz panga yang lainnya mendapatkan
pembagian tanah seluas satu jari@tgngan saja {Lawang: 80). Dalam
suatu periode waktu, penguasaan terhadap tanah kebun dalam
sebuah Jodok Lingko ini bisa menghilang dari anggota bec atau

golo. Biasanya proses ini terjadi secara kolektif karena tingkat

kesuburan suatu Ilingko telah berkurang dan masyarakat
membangun kembali tanah kebun baru dan mengulang kembali

proses pembagian lahan di dalam suatu beo atait golo. Di luar
sistem Jodok, ada pula bentuk lain masyarakat di dalam suatu
beo atau golo mendapatkan mata pencahariannya. Mereka

biasanya akan membuat bidang pertanian sendiri yang dekat

- dengan tempat tinggal mereka dengan sebutan robok. Di dalam

tobok ini masyarakat biasanya menanam tanaman sayur-mayur
untuk kebutuhan’ hidup mereka di luar kebun jagung, ketela,
kacang panjang, llbl talas dan sebagainya di dalam lahan kebun

" lodok.

Dalam kéitan'rini, kita mendapatkan gambaran menarik

tentang sistem’ pengorganisasian kesejahteraan sosial bagi setiap

anggota masyarakat di dalam suatu beo atau golo. Dengan’
tersedianya tanah zobok, setiap anggota memiliki hak atas tanah
perkarangén yang diusahakannya secara pribadi untuk
kebutuhan seéhari-hari. Selain itu, masyarakat pun memiliki
akses terhadap sumber daya atas dasar kepemilikan bersifat
kolektif terixadap suatu Jingko dalam satu komunitas beo atau
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golo. Di Tuar distribusinya yang tidak serta merta bersifat merata,

bagaimanapun Zngko telah menjadi sumber daya bersama yang'

digunakan setiap anggota komunitas suatu beo atau golo untuk
menopang kehidupan mereka. Lingko adalah kata lain konsepsi
hak ulayat atas sumber daya tanah bagi masyarakat setempat
'yang terbentuk sejak kehadiran sebuah beo atau golo di wilayah

tertentu.

5.4. Perubahan Pra—“Kgionial dan Kolonial

Seperti: diuraikan dalam bagian sebelumnya, beo atau
.golo adaldll sébuah sistemn kemasyarakatan yapg'menjadi “ciri
‘asli” dari perkembangan sejarah masyarakat Manggarai sebelum
datangnya pengaruh dari Juar. Ia merupakan cerininan dari
kehidupan suatu fnasyarakat yang berada dalam satu ikatan
kekerabatan (atau klan) yang berkembang dalam satu periode
waktuﬁya. Perubahan-perubahan dalam sistem kekuasaan
berdasarkan otoritas tradisional kékerabatan ini mulai terjadi
" ketika kerajaan Bima mulai mengembangkan pengaruhnya di
‘Manggar:;i pada abad ke-18: Catatan kolonial tentang pehgamh
kekuasaan Bima atas Manggarai *diumjukkén dalam laporan
seorang pejabat VOC yang menuturkan tentang - kewajiban
Manggarai untuk ‘mengirim 2000 budak setiap tahunnya.”
‘Dalam istilah setempat, kewajiban iru disebut sebagai zaki mendi
(pajak berupa hamba) yang harus diserahkan kepada penguasa
Bima. | : |
Untuk: mengelola sistem perpajakan - dan kekuasaan
pemerintahannya di Manggarai, kerajaan Bima menempatkan
. perwakilan raja atau Najb. Pola ini telah- tercatat dalam laporan
H.B. Stapel dan W. van Bekkum pa.da 1732, yang menjelaskan
-ke'beradaan sistern  kekuasaan 'yang dijafankan di Mang_gar‘ai
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untuk me’Wék'ili pemerintahan Bima. Dalam menjalankan fungsi .
pemerintahan ini, Nafb menunjuk seorang dalu (yang
merupakan tua golo di satu wilayah) dan pembantunya gelarang

urituk melakukan pemungutan sistem perpajakan tersebut.

Dalam perkembangan waktu, da/u pada akhirnya menjadi
sebuah bentuk otoritas yang bergerak di atas kekuasaan rua
golo. Perannya menjalankan sistem perpajakaﬁ tradisional yang
ditérapkan kerajaaﬁ Bima menjadikan kekuasaan itu semakin

berkembang mengatasi beo dan golo. Dan seiring perkembangan

“waktu pula penunjukkan dalz dan otoritasnya menjadi berbeda

dengan rua golo tr‘adisional.ﬁApabﬂa sosok pimpinan tuz golo
sudah jelas terjadi karena unsur kekerabatan yang ada dalam satu
komunitas golo, seorang dalu dalam perkembangannya tidak lagi

ditentukan pada asas kekerabatan itu. Unsur-unsur sepexrti sifat

. kebijaksanaan, kekuatan magis dan pengaruh seseorang menjadi

faktor yang lebih penting bagi pengangkatan seorang dalu yang
sejak awal memang .diangkat' untuk'melayani kepentingan maib
yang menjadi perwakilan kerajaan Bima di Manggarai.

Pengaruh  perkembangan  kekuasaan kolonial di
Manggérai- dimulai sejak dimulainya ekspedisi militer Belanda
pada 1909 dan dika]ahkahnya perlawanan terakhir masyarakat
setempat. Lawang mencatat ada empat Perkembangan. menarik
setelah Belanda mengukuhkan kekuasaannya di ‘Manggarai.
Pertama adalah integrasi wilayah Maﬁggarai dalam satu sistem
kekuasaan y-'ang lebih besar di Hindia Belanda. Kedua adalah -

' tel;j_)utusnya pengaruh kekuasaan kerajaan Bima; Ketiga, reposisi

elit-elit baru di Manggarai dan terakhir, Keempar, adalah
masuknya misi gereja katolik yang kemudian menjadi kekuatan
sosial budaya penting dalam sejarah Manggarai setelahnya
{Lawang: 177). |
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Penguasa kolonial Belanda menginginkan sebuah sistem

kekuasaan  dalam  menjalankan  roda  administrasi

 pemerintahannya, Pada awalnya, mereka mempertahankan
wakil kerajaan Bima di Manggarai, Nazaroedin, menjadi raja
Mémggarai yang tidak lagi mengakui Bima, tetapi menyatakan
késétiaannya kepada pemerintah kolonial sebagal penguasa de
Jjure. Pengakuan kekuasaan Belanda secara de facro oleh kerajaan
Bima baru terjadi pada 1929, dan sampai tahun itu, -Belanda tetap
menempatkan wakil raja Bima, Abudulkadir yang kemudian
. digantikan adiknya, Nazaroedln sebagal raja Manggarai pada

1919. =

Sampai terjadinya gejolak protes di Manggarai terhadap
“kekuasaan raja asing, wakil-wakil kerajaan Bima terus berkuasa
sebagal raja untuk kemudian digantikan oleh seorang raja dari
penduduk setempat, Alexander Baroek, yang menjadi raja
‘Manggarai pada tahun. 1931, Secara administratif,” Belanda
menjadikan Manggarai sebagai daerah administratif tersendiri

~ séjak tahun 1929 setelah kerajaan Bima melepaskan klaim atas

Manggarai. Pelepasan klaim ini sekaligus juga menjadi dasar

penyatuan kembali unit administratif terpisah di Manggarai
(yang sebelumnya dibagi antara Manggarai Utara-Tengah dan
Manggarm Selatan- Tengah sejak tahun 1917).

Sampai dengan akhir periode kolonial Belanda, sistem

otoritas yang telah berkembang sejak periode kekuasaan
dikukuhkan,

perkembangan sistem dalu dan gelarang yang semakin mengatasi

kerajaan” Bima semakin

ototritas tuz golo dan pola kekerabatan waz. Dalam kaitan ini,

tidak seperti di Jawa dan Sumatera, penetrasi kolonial B'elénda &

Manggarai dalam tata admnustratlf pemenntah hanya terbatas

sampai pada struktur formal di tingkat atas pada posisi tertinggt
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termasuk dengan

i
1
;
;

raja Manggarai yang mengakui kedaulatan ratu Belanda, yang

“diwakili pemerintah kolonial di Batavia. Sementara struktur

bawah dalam lapisan pemerintahan di bawah kekuasaan kolonial
tetap berjalan seperti yang berkembang sejak kerajaan Bima
menguasair Manggarai, dengan pelembagaan dafu dan gelarang
yang mendapat ruang baru bergerak di atas struktur golo dan

beo.

Dalam kajtan ini, terdapat gambaran yang cukup menarik
bahwa meskipun terdapat serangkaian perubahan di dalam

struktur atas masyarakat Manggarai dengan semakin

.terlembagakannya dalu dan gelaranig yang bergerak di atas

othitas' tu'a golo, tetapi ia tidak mengubah karakteristik dasar

bekerjanya norma-norma tradisional di dalam komunitas golo,

terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya

‘ekonomi masyarakat yang mengandalkan sistem perkebunan

Seperti yang ditunjukkan Lawang dalam kajiannya, dalu atau

gelarang dalam periode di bawah kekuasaan Kerajaan Bima dan

kemudian penguasa Kolonial Belanda abad ke-20, telah

berkembang atas dasar ikatan mereka dengan struktur kekuasaan

politik di atas m_ér’e]{a, yaitu Raja Bima dan kemudian beralih

“pada .Paré pejabat kolonial sebagai sistem politik baru yang

menggantikan kekuasaan Bima.

Karakteristik kekuasaan kolohial di luar Jawa yang
sekedar mempertahankan ‘batas kekuasaan kolonial’ mereka di
antara para pehguasa tradisional pribumi dan kekuatan kolonial
lain, telah menjadikan intervensi kolonial Belanda terbatas pada
struktur lapisan atas masyarakat Manggarai. Ini merupakan
sebuah pengalaman berbeda dengan pengalaman atas kekuasaan
kolonial di Jawa dan Sumatera ketika penguasa kolonial
memiliki kepentingan langsung dalam ckstrasi sumber daya
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unruk keuntungan kolonial abad ke-19 dan ke-20. Satu
karakteristik khusus yang menarik dalam uraian lawang adalah
kedatangan misi Katolik yang membawa misi peradaban di
wilayah Manggarai dengan mendirikan gereja dan sekolah-
sekolah katolik (sekali lagi ini menunjukkan perbedaan dengan
.'perkembangan di }av&a di mana pemeril;tah langsung mengurus

sistem pendidikan secara langsung kepada penduduk). Di dalam

proses perkembax_igan inilah Lawang menunjukkan kelahiran

kelompok sosial baru, yaitu para pegawai, yang mendapatkan
sumber kehidupan mereka dari gaji déngan bekerja di dalam
struktur  birokrasi  kolonial. Sepérti dikatakan Lawang,
. perkembangan kelompok ini sempafmenimbulkan_ keheranan

bagi kalangan petani yang melihat “orang bisa ‘hidup tafnpé petlu

bekerja di ladang”. Gambaran menarik ini di sisi lain juga _

menunjukkan kepada kita sebuah batasan penetrasi sosial dan
ekonomi yang dibawa kekuasaan Kolonial Belanda di wilayah
“Manggarai. '

5.5. Kemerosotan Fungsi Adat Golo

Bagaimanakah kemudian perkembangan dan eksistensi
-sistem adat golo atau beo dalam perkembangan baru tatanan

i.ad_ministratif desa di bawah sistem pemerintahan Orde Baru

sejak diberlakukannya undang-undang pemerintahan desa tabun

* 19747 Lontaran pertanyaan ini menjadi penting apabila kita

memperhatikan p‘éﬁﬂj:;‘hén—pémbahan “besar  di  dalam -

‘masyarakat Manggarai sejak pemerintah Orde Baru mulai
inenata sistem kekuasaan mereka dengan membentuk

pemerintalian desa yang seragam di seluruh Indonesia.
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Kajian Lawang di wilayah . Cancar, Manggarai,
menunjukkan bahwa tatanan baru struktur politik di tingkat
paling bawah masyarakat melalui pembentukan organisasi desa
seperti tempat-tempat lainnya di Indonesia memberikan dampak
pada perkembangan “sebuah sistem yang tidak pada seluruhnya
pada sistem tua golo.™ Di sini Lawang memang tidak secara
langsung menguraikan bagaimana dampak yang térjadi di dalam’
masyarakat kajiannya setelah pelembagaan sistem politik dalam
model desa diberlakukan di Manggarai.

bagaimanapum memberikan sebuah indikasi fentang merosotiya

Pernyataaxmya

peran lembaga adat di dalam masyarakat yang dikafinya, _
termasuk pengaruhnya dalam pembentukan stratifikasi sosial

yang baru, di mana para pegawai telah menjadi bagian dari

struktur elit desa yang berlangsung sepanjang periode tersebut.

Indikasi tentang perubahan-perubahan besar di dalam
masyarakat Manggarai di bawah kekuasdan Orde Baru kita
dapatkan dari kajian yang dilakukan tim peneliti Bank Dunia
ketika mereka melakukan pemetaan kbnﬂi_k berkait déngan
Klaim atas tanah di wilayah Manggarai. Penelitian itu telah
menunjukkan bagaimana kasus-kasus yang terjadi dan mencuat
menjadi konflik berkelanjutan sampai sekarang mulai menjadi
masalah ketika Manggarai secara hukum ,menjadi sebuah unit

pemerintahan di bawah struktur pemerintahan Republik

Indonesia pada tahun 1958 sampai dengan introduksi sistem -
pemerintahan désa model Orde Baru pada dekade 1970an. Yan
Ghewa melukiskan tentang konflik yang terus berlanjut sampai
sekarang berkait dengan pengalihan fungsi /ingko di wilayah
Satar Pundaung, Lemba Lada, menjadi hutan lindung pada tahun

% Lawang. Op.cif., hal. 323-324.
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1978. Kajian Ghewa menunjukkan bagaiinana konflik semakin

mencuat ketika kepala desa kemudian menyerahkan tanah -

lingko milik masyarakat adat golo setempat kepada pemerintah.
Sampai sekarang, masyarakat adat golo yang merasa /ingko yang
menjadi hutan lindung pemerintah sebagai milik komunitas

adat, terus mereka perjuangkan status kepemilikannyd, meski

harus melewati serangkain benturan-benturan di antara

kelompok adat yang berbeda.”*

Pemetaan térhadap konflik pertanahan yang menjadi

_perhatian tim peneliti Bank Dunia ita memberikan gambaran
menarik tentang gejala komodifikasi tanah (termasuk tanah
ulayat atau Zingko) di dalam masyarakat Manggarai selama dua
dekade terakhir. Dalam uraian yang disajikan, format konflik

muncul ~ beragam  antara  konfik  vertikal  yang -

mempertentangkan komunitas adat suatu golo dengan aparat

pemerintahan desa yang membutuhkan tanah untuk

kepentingan pembangunan model Orde Baru, dan juga konflik
" horisontal antara k_elon}p'ok masyarakat adat golo yz_u_ig memiliki
genealogi ‘berbeda, termasuk juga melibatkan pihak gereja di
dalamnya. Gabungan antara kebutuhan tanah yang semakin
besar di dalam masyarakat dengan .menjadikannya sebagai
komoditi yang bernilai tinggi dan proses pélem’bagaan struktur
pemerintahan baru yang mengabaikan batas-batas adat Jama di
dalam tatanan teritorial desa baru pada akhimya menjadi sumber
utama berkembangnya konflik-konflik yang terjadi di dalam
masyarakat sepanjang dua dekade tetakhir,

 Yan Ghewa, “Seteru Antara Satar Teu dan Kadung. Desa Satar Pundaung,
Kecamatan Lamba Leda, Manggarai,” dalam Samuel Clark.(2004). hal. 85-102.
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- Di dalam Varus yang sama, proses pengalihan Jingko
sebagai sumber- daya bersama suatu unit ‘sosial sebuah golo
menjadi tanah-tanah negara, swasta dan gereja menimbulkan
kegoyahan atas struktur adat golo yang telah berkembang lama
di dalam masyarakat. Kajian Erb (2007) memberikan gambaran
menarik bahwa upaya-upayd yang pernah dilakukan untuk
“melestarikan” atau "memberdayakaﬁ” kembali nilai-nilai lama
dalam adat golo, seperti yang dilakukan sejak dekade 1990an

dengan -mengembangkan atraksi caci sebagai salah satu wujud

budaya tradisional masyarakat Manggarai di Flores, menjadi

* kehilangan makna. PeleStarian adat tersebut menjadi terhambat

karena pada- saat yang sama gagal membangun proses

- pelembagaan adat itu dengan hilangnya fungsi-fungsi penting

adat (seperti diuraikan pada bagian terdahulu tulisan ini) berkait.
dengan pengelolaan sumber daya untuk ke’;éeja_hteraan bersama.
Dalam tinjauan Erb, adat tidak lebih dari sekedar museum yang
menampilkan keunikan budaya masyarakatr setempat tanpa

memiliki landasan ‘sosial ekonomi yang menjadi alasan

- keberadaan adat itu sendiri.

5.6. Reformasi dan Agenda Penguﬁtan Golo

Seiring dengan terjadinya pémbahan politik dalam arus

* makro nasional Indonesia pada tahun 1998, maka kita pun segéra’

menyaksikan dinamika yang tetjadi di tingkat lokal dari model-
model “kelembagaan “masyarakat adat” untuk melakukan
revitalisasi  diri setelah penghancurannya selama beberapa
dekade. Pada 2008, melalui organisasi Asosiasi Advokat

- Konstitusi, masyarakat di-Sumatera Selatan telah mendesakkan

sebuah inisiatif kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus

Surat Keputusan Gubernur yang menghapus sistem marga di
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wilayah tersebut dengan argumentasi dari Dewan Pembina Adat
yang mehgemukakan afgumentasi bahwa “sistem pemerintahan
Marga secara  historis telah membuktikan terjaminnya
kesejahteraan ;akyat dibanding dengan sistem lain yang pernah
atau ‘yang sedang berlaku dewasa ini.” *® Tidak dapat disangkal,
' bahwa lahir pula argumentasi lain terhadap tuntutan itu yang
menganggap bahwa agenda itu hanya akan menghidupkan
" kembali tatanan adat yang feodal dan kelot yang bertentangan
df;ngan semangat ' demokratisasi dalam pembentukan negara
Republik Indonesiz. Argumen ini muncul seiring dengan agehda
yang lebih awal terjadt pada tahun 2001 ketika masyarakat di
Sumatera Barat memutuskan kembali ke Nagari dengan
memanfaatkan momentum kélahiran UUNo 22 Tahun 1999,

Tetapi scbuah penelitian memberikan gambaran l_aiﬁ
yang menarik tentang gerakan kembali ke Nagars dan potensi
enfeudalisasi yang dikhawatirkan akan terjadi. Abdul Rahman
Lubis dalam kajiannya menggambarkan bahwa euforia kembali
ke nagar7 yang-di tingkat pe_rmukaail_diwamai romantisme dtau
formalisme dan _konservativisme ?yang diwakili dalam tradisi
lama, dalam prakeck berjalan seperti yang dikhawatirkan banyak
pihak., Mereka vyang khawatir akan enfeudalisasi dan
konservativisme  dalam pengusungan  adat ﬂaga_n itu
mengabaikan -kenyataan bahwa tuntutan itu “tidak bersifat
tunggal.” Di samping aspirasi “kembali ke surau” yang diserukan

generasi golongan tua dengan nada konservatif, ada pula :

kelompok muda dari kalangan generasi baru dengan pandangan

yang lebih kosmopolitan yang terus-menerus menyuarakan

** Harry Truman. “Revitalisasi Sistem Marga Wujudkan Demokrasi Lokal”

"~ http://patehkepur.blogspot, com/2008/05/515tem-gemermtahan-marga—d:-

sumatera. html
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gagasan demokrasi, partisipasi, transparansi dan lainnya dalam

-agenda kembali ke magar7 itu. Dinamika kontestasi ini menjadi

rujukan menarik yang menunjukkan semangat baru yang
mengisi pemikiran tentang pemerintahan adat atau sifat otonomi

desa yang bergulir dalam era reformasi, yang seringkali dicurigai '

‘dan  diabaikan banyak pihak, terutama dari kalangan - elit

pemerintahan di tingkat pusat.®

. Dalam kaitan ini, arus balik yang terjadi seiring dengan
gelombang reformasi politik di Indonesia memberikan banyak

pelajaran dan pandangan -tentang bagaimana sesungguhnya

‘aspirasi demokratis dan pemberdayaan masyarakat pada tmgkat

bawah di Indonesia (melalui sistem pemerintahan desa/adat) -

: _ménj'adi wacana yang muncul dan berkembang kuat. Seperti

dalam kasus yang ditunjukkan dalam eképe_rim_en kembali ke
nagari, ia bukan serta merta mencermirikan pr‘oées enfeodalisasi
dalam kehidupan masyarakat dan kemunculan elit-elit lama di
dalam arepa politik lokal. Kasus itu menunjukkan sebuah

perspektif baru dalam arena kontestasi tentang bagaimana

- aspirasi demokratis dan kesejahteraan rakyat menjadi titik tolak

utama pembaharuan masyarakat’ Indonesm di tingkat bawah

dalam era reformasi ini.

Berkait dengan fenomena “kebangkitan adat” yang terjadi

- di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, Davidsém dan

Henley (2007} rﬁen’gatakan bahwa persoalan “kebangkitan” itu
tidak harus dilihat dari sudut pandang menguatnya pandangan
romantis bersifat nostalgia dari usulan-usulan penguatan adat -

atau tradisi lama di mash‘;g—ma_éing kelompok masyarakat. Apa

5 Abdul Rahmen Lubis. Pengaruh Kebijakan tentang Pemerintahan Desy
terhadap ‘Sistem Pemermmhan di Desa-Desa Adat. (Tesis). Fakultas Hukum
Universitas Indonesia. 2012. -
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. yang difekankan Davidson dan Henley dalam memandang
fe_ndmena kebangkitan adat itu adalah kenyataan bahwa istilah
dan penggumaan kata “adat” pada 1masa kontemporer
kebangkitannya telah “mengacu pada praktek dan lembaga-
lembaga lama yang sudah ada dan diwarisi suatu kelompok
masyarakat, dibanding dibentuk oleh negara dari luar, dan
- dianggap memiliki relevansi kuat dengan keprihatinan politik
kontemporer masing-masing kelompok masyarakat tersebut”
(Davidson &. Henley,' 20(}7).

Perkembangan yang sama. terjadi pula di Manggarai, Nusa -

- Tenggara Timur. Memanfaatkan meomentum perubahan pO].ltlk-

-yang terjadi dalam arus makro politik Indonesia, beberapa
inisiatif lahir di Nusa Tenggara Timur untuk membgrdayakan

’kembali komunitas adat golo yang semakin pudar perannya di

~ dalam tatanan polittkk Orde Baru. Kajian yang dilakukan

Hagiyanto (2011) di Golo Mondo, Manggarai, menjadi gambaran

mrenarik dalam proses ini. Di wilayah itu, beberapa kelompok

Lembaga Swadaya Masyarakat telah mendorong keberdayaan -

adat ini melalui serangkaian agenda pembangunan swadaya yang
dilakukan oleh lembaga adat setempat. Mekanisme-mekanisme

lama di dalam sistem otoritas tradisional golo, seperti sistem

" musyawarah di antara tu'a golo dan anggota suatu go]o dicoba

dilitdupkan kembali "untuk mernbahas persoalan—persoalan
penting dalam masyarakat Dalam beberapa hal, langkah ini

dapat mencapai keberhasilan melalui agenda pembangungn ,

swadaya masyarakat yang membangun jaian' beraspal sepanjang

empat kilometer menghubungkan desa tersebut dengan kota

. kecamatan dan sekaligus mengatasi problem keterisolasian

masyarakat dengan dunia luar.
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kBagéimanapun, sekaligus juga menjadi penutup bab ini,

timbul pertanyaan tentang sejauh mana daya tahan agenda-

agenda tersebut dalam perjalanan waktu. Proses. mobilisasi
dengan memanfaatkan simbol dan norma-norma adat setempat
‘memang mampu mendorong tingkat partisipasi tinggi anggota
warga masyarakat dalam menjalankan agenda pembangunan

swadaya mereka. Tetapi di sisi lain, persoalan mendasar berkait

' dengan fungsi-fungsi utama dalam organisasi sosial-ekonomi

-masyarakat, seperti penetapan /ingko dan distribusi sumber daya

yang adil bagi selurth anggota suatu komunitas golo seperti yang
menjadi warisan tradisi lama mereka, masih tetap mérupakan
sebuah masalah yang belum selesai dilakukan. Mobilisasi simbol-
simbol kultural go]o dalam kaitan ini masih tampil dalam bentuk
lain agenda pelestarian adat seperti yang dilakukan pemerintah
Orde Baru pada dekade 1990an seperti vang dikemukakan Erb
(2007) dalam tinjauan kritisnya terhadap agenda revitalisasi adat
di wilayah Flores sampai sekarang ini. Seperti yang dikatakan

_ Erb, agenda-agenda ini belum menyentuh pada per_soalah

‘bagaimana proses pelembagaan adat itu menjadi mungkin dalam
kondisi sekarang di dalam kehldupan masyarakat Manggarai

kontemporer

Meskipun dapat dikatakan fungsi utama golo telah
semakin pudar sepanjang prakfek pemerintahan selama tiga
dekade berselang, teta_pi di sisi lain kita masih mendapatkan
efektivitas shﬁbol—simbol budaya dalam norma adat golo di
Manggarai. Fenomena ini menunjukkan sebuah nilai positif’
sei?uah tatanan dalam i}éngorgansisian masyarakat secara efektif.
Namun, bagaimanépun persoalannya tidak berhenti sampai di

situ saja. Beberapa hal patut diperhatikan berkait dengan agenda
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penguatan adat gofo sepérti yang marak dalam beberapa tahun
terakhir di Manggér’ai. '
Tulisan ini sejak awal telah mengungkapkan totalitas
struktur yang membentuk sistem adat golo atau beo yang
menjadi periibahasan utama bab ini. Seperti yang‘_telah dibahas
sebelumnya, norma-norma budaya yang mengatur pola interaksi
sosial antara anggota masyarakat di dalam lirgkup suatu golo

memiliki kaitan langsung dengan bagaimana pola hidup dan cara

. masyarakat itu memenuhi kecukupan kehidupannya seperti

" dalam beragam ritus tentang pembukaan lahan kebun, fungsi. -

tu’a teno dan keberadaan Jingko dan sumber daya lainnya yang

" menjadi kekayaan bersama suatu golo. Adalah  -dengan

memperhatikan "tc;ta‘i]itas itu maka agenda pemberdayaan
tersebut “dapat memiliki arti yang lebih mendalam bagi
masyarakat, dan sekaligus mendorong lahirnya sebuah cara baru

dalam pengorganisasian sosial dan politik di dalam lembaga

- formal yang sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat yang

hidup dalam lingkup tradisi dan norma tersebut.

-
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| BAB VI .
DESA PAKRAMAN, MARGA DAN GOLO:
SEBUAH REFLEKSI

6.1. Ada yang Meluruh, Ada yang Menguat: Potret Desa

~ Indonesia -

Dari dari uraian tiga bab terakhir (bab 3, 4 dan 5),
tergambar secara jelas bahwa kesatuan masyarakat hukum adat
yang bernama desa pakraman (di Bali), marga (di Sumatera
Selaté;‘n), dan go]o_(d_j Manggafai, Flores, NTI‘), merupakan suatu
reaﬁtas._ sosial yang masih nyata ada. Dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari, ketiga institusi adat tersebus,
berdampingan dengan institusi desa (atau desa dinas dalam kasus
di Bali}, yang proses pembentukannya semula diinisiasi cleh

pemerintah (negara) melalui undang-undang.

Dalam konteks desa dinas di Bali, misalnya, proses
pémb_enfukannya bahkan diinisiasi oleh Pemerir._ttah Kolonial

. Belanda sejak awal abad 20, -yang " kelak kemudian

keberadaannya diteruskan begitu saja oleh Pemerintah Nasional,
sampai sekarang. Tentu dengan dinamika yang berbeda, seperti
yang digambarkan dalam Bab 3. Sedangkan untuk kasus desa-

- idesa di Sumatera Selatan maupun di Manggarai (Flores, NTT),

keberadaan desa menjadi semakin nyata, terutama sejak’
diterapkannya UU No 5 Tahun 1979 oleh Pemerintah Orde Baru
yang berkuasa ketika itu. Lebih dari itu, sejak dikembangkanmya
institusi desa berdaééxk_an undang-undang tentang pemerintahan
desa tersehnit, pefanan institusi adat (margz dan golo) di

m'é_syarakat desa setempat meluruh cepat. Desa (baru) seolah-



oleh menjadi satu-satunya institusi yang berperan dalam
pengelolaan pemerintahan' lokal, menggantikan sama sekall

peran pengelolaan pemerintahan adat.

Dalam kasus di Sumatera Selatan, pez_nerintah daerah
propinsi di sana bahkan menjﬁatl-lhkan palu godam kepada
pemerintahan adat dengan membubarkan secara resmi
pemerintahan marga melalui Surat Keputusan Gubernur
Sumatera Selatan No.142/KPTS/T11/1983. Dengan SK Gubernur
itu, praktis kelexﬁl_)agaan marga bubar, dan untuk selanjutnya
digantikan oleh lembaga baru bernama desa. Terkait dengan hal
itu, pola kepemimpinan masyarakat lokal menjadi berubah; yang

kalau semula polanya mengikuti struktur marga dengan pesirah

sebagai primus- interpares-nya, maka kemudian dengan adanya

desa, pola ‘kepemimpinanmya niengikuti struktur desa yang

seragam di seluruh Indonesia. Sejalan dengan perkembangan itu,

marga sebagai suatu struktur sosial-ekonomi dan politik

masyarkat di tingkat bawah, lalu praktis hanya tinggal menjadi

'sejarah.

Sementara di'Manggarai, Flores, meskipun pemerintahan

‘adat tidak dibubarkan, tetapi peran pemerintahan golo secara

* berangsur-angsur tergusur digantikan oleh pemerintahan desa

-{baru), yang pengaruh kekuasaannya secara berangsur-angsur

tapi pasti merambah ke hampir semua urusan masyarakat lokal. -

" Keberadaan desa (baru) di Manggarai, Flores ini juga merupakan

konsekuensi dari dikenalkannya institusi baru ditingkat lokal

oleh pemerintah pusat, yang bernama desa. Kemudian -

perkembangannya  menjadi  lebih sistematis  menyusul

diterapkannya UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan

Desa.
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Dalam praktiknya, undang-undang baru itu tidak
memberi ruang bagi berkembangnya institusi golo karema
kedudukan golo sebagai desa adat tidak diatur. Bahkan kalau

~ dilihat dari definisinya tentang desa, maka yang tercakup dalam

undangmndang it henya desa pemerintahan  yang
keduciukannnya “langsung dibawah camat”. Otomatis dengan
begitu, golo, lalu tidak lagi menjadi institusi yang mendasari
proses kehidupan sosial masyarakat Jokal di Manggarai, Flores.
Golo, pada akhirnya lebih banyak berfungsi sebagai simbol
{adat) belaka. Sebagai simbol ‘adat, ia lebih banyak
menggambarkan fungsi identitas lokal, ket‘imbang,_ Katakanlah,
sebagai suatu institusi sosial yang melandasi dan membingkai
kesehiruhan kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat

setempat.

Keadaan Yang berbeda justru dialami oleh desa pahamm

di Bali. Dari masa ke masa, keberadaan desa pakraman dalam

. kehidupan sosial sehari-hari magyarakat di Bali tetap nyata,

meskipun keberadaannnya mengalami  situasi pasang surut.

- Sebagaimana dijelaskan pada Bab ITI, di Bali sejak awal abad ke-

20, desa sudah terbagi menjadi dua, yaitu desa adat dan desa
dinas. Fungsi desa adat dalam kehidupan masyarakat desa lebih
banyak -mengurusi masalah-masalah tradisi, adat dan agama
(Hindu :B*ah')-; sedangkan desa dinas memfokuskan pada urusan-

“urusan yang terkait dengan kedinasan afau ‘kepemerintahan

sehari-hari di tingkat desa, baik pada masa pemerintahan
kolonial maupun pemerintahan nasional.

Sebagaimana telah disinggung pada VBab II1, pada masa
Pemerintahan Orde Baru, keberadaan desa adat boleh dikatakan

mengalami pasang surut karena kedudukan desa dinas yang
sangat kuat, menyusul diberlakukan UU No 5 Tahun 1979. Desa
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dinas, menurut undang-undang pemerintah desa tersebut, adalah

“bawahan langsung Camat”; yang dengan demikian desa dinas
tak lain adalah bagian birokrasi pemerintahan pusat yang paling
bawah. Struktur desa dinas ini sama dengan struktur desa-desa

. lainnya di Indonesia, yang semuanya itu mengacu pada undang-

undang tersebut. Dalam UU No 5 Tahun 1979 tersebut, desa di

Indonesia memang dikonstruksikan seragam.

Dengan kedudukan desa dinas yang kuat itu, maka
hampir tidak ada urusan desa yang tidak melibatkan desa dirias,
atau -paling tidak semua urusan desa, termasuk urusan adat,

tradisi dan agama, selalu berada dalam pengawasan d?r; kendali

desa dinas. Hal demikian imi, tentu saja, sejalan dengali po}.itik_

Pemerintahan Orde Baru saat itw, yang menekankan
- ;pengawﬁsaﬁ dan pengendalian politik sampai ke tingkat akar
rmni)ut, demi tercapainya apa yang disebut dengan “stabilitas
-pembangunan”. Namun yang menarik, ,meskipun kedudukan
desa dinas sangat kuat, dibandingkan posisi desa adat, tetapi
‘situasi demikian itu tidak lantas menyingkirkan sama sekali
pefanan desa adat dalam kehjdﬁpan sehari-hari masyarakat desa
di Bali.

Situasi yang berkembang di Bali ini jelas berbeda

dibandingkan dengan keéadaan yang terjadi pada marga dan gofo.‘
Sebagaimana dijelaskan pada Bab IV dan V, keberadaan marga

. maupun golo, berangsur-angsur mieluruh begitu sejalan dengan
berkembangnya institusi desa yang dibentuk oleh pemerintah.
Keberadaan marga di Sumatera Selatan, malah sengaja
dibubarkan melalui SK Gubernur Sumatera Selatan, demi untuk
mengembangkan desa-desa di sana sesuai dengan undang-
undang pemerintahan desa yang baru saat itu. Sedangkan £olo,

melunth dengan sendirinya sejalan dengan semakin menguatnya
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peran desa (baru) di sana dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat 'Manggafai, Flores, NTT. Yang jelas, dengan
topangan UU No 5 Tahun 1979 (yang merupakan pasangan dari
UU No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan daerah), maka
penetrasi desa {pemerintahan) dalam urusan-urusan kehidupan,

sosial masyarakat di tingkat 1okal, tidak bisa dibendung lagi.

~ Hanya beberapa — kalaupun ada, seperti misalnira di Bali -

kesatuan masyarakat hukum ad#t (desa adat) di Indonesia yang

mampu membendung atau menyaingi kekuatan pengaruh politik

- desa pemerintahan.

Hal seperti ini bisa dimaklumi, mengingat doktrin politik
Pemerintah Orde Baru yahg menempatkan gagasan_sentraliémé
sebagai acuan. Dengan gagasan sentralisme ini maka bisa bisa
dimengerti kalau desa, terutama difungsikan sebagai “alat
politik” pemerintah pusdt. Sebagai “alat politik” pemerintah
maka masuk akal kalau peran desa lebih ba_nyak- sebagai

“kepanjangan tangan” pemerintah belaka. Inilah, antara lain,

yang menjelaskan mengapa institusi kesatuan masyarakat hukum

lainnya di tingkat lokal (di Iuar desa pemerintahan) yang
memiliki otohomj asli (berdasarkan asal wusul), menjadi

terpinggirkan.

Narmun mengapa desa . adat/ pakraman di Bali bisa
bertahan dari “gempuran” pengaruh desa dinas? Sedangkan

marga dan golo, sebagalmana digambarkan dalam tulisan ini,

- justru tidak mampu bertahan (meskiptin ada upayawupaya ‘untuk

membangkitkan peranannya kembali, paska reformasi). Dalam

kaitannyé dengan hal ini, harus diakui bahwa perkembangan

‘desa adat di Bali sejak masa kolonial memang agak unik dan

spesifik. Dualisme desa di Bali, dikenal sejak awal abad 20, den
kedua jenis desa itu, desa adat dan desa dinas, secara sengaja
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dibiarkan hidup berdampingan secara bersama atas berdasarkan

kerangka  kebijakan kolonial = “Baliseering’.  Kebijakan-
“Baliseering’ ini intinya adalah “membiarkan orang Bali hidup

menurut caranya sendiri’ yang dalam konteks kehidupan sehari-

hari hal itu tidak lain adalah “membiarkan dan jangan

mencampuri” kehidupan orang Bali di desa adatnya.

Itulah ..s-ebabnya meskipun pemerintgﬁ kolonial

membentuk desa dinas di Bali sebagai- bagian = untuk -

mengkonsolidasi kekuasén administrasi peme‘rintah‘an kolonial,

keberadaan desa adat tetap_ terpe__li.haré .dan. berkembang. -

Kebijakan membiarkan adanya dualisme hukum (hukum adat

‘dan  kolonial/eropa/barat) sebenarnya merupakan kebijakan

umum Pemerintah Kolonial Belanda. Karena itu, keberadaan -

desa adat di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk inarga di
Sumatera Selatan dan golo di Manggarai, Flores, sesungguhnya
juga diakui. Tetapi dibandingkan dengan kedua wilayah itu,
~ kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda, lebih .gkspliéit seperti
tertuang dalam konsep kebijakan Baliseering itu.

" Pada masa pemerintahan nasional, kebijakan Baliseering
“ini tampaknya se:cara' implisit terus berlanjut, yang hal itu
tampak dalam pengakuan secara eksplisit keberadaana dualisme
desa di Bali, yaitu desa adat dan desa dinas. Sedangkan di
Sumatera Selatan (marga) maupun di Manggarai, Flores (golo),
tidak tampak adanya pengakuan yang sama, malah UU No 5
Tahun 1979, seolah-olah “mengai{hiri”_ keberaddan kedua
institusi kesatuan masyarakat hukum (adat) itu, baik secara
langsung (dibubarkannya margs) maupun tidak lahgsung
(membiarkan golo meluruh). Dengan situasi seperti ini, maka
bisa dimengerti kalau desa adat di Bali terus bisa hidup,
_ meskipun pada masa Orde Baru, sempat mengalari masa surat.
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Di luar realitas seperti yang dijelaskan di atas, kondisi-
kondisi subyektif dari desa adat di Bali jtu sendiri juga
memberikan pengaruh. Secara konsepsional, desa adat, bagi
individu ataupun masyarakat Bali, tidak hanya bermakna sebagai
suatu kesatuan wilayah (adat) belaka, tetapi lebih dari itu, desa
adat atau desa pakraman juga sekaligus merupakan suatu
kesatuan ritual keagamaan. Sebagai suatu kesatuan wilayah
{(adat) maka warpanya dinamekan krama (desa); sedangkan
sebagail suatu kesatuan ritual keagamaan "(Hindu Bali) maka
warganya dinamakan pemaksan. Dalam hal ini, antara adat dan

agama di d@sa adar memang tidak bisa dipisahkan eksistensinya;

" keberadaan keduanya bahkan sa]ing- mengandaikan.

~ Pertanyaannya, ‘men-gapa demikian? Di Bali, salah satu
syarat mutlak dari keberadaan desa adat adalah adanya apa yang
disebut dengan konsep Kahyangan Tiga. Kayangan Tiga adalah
tiga pura '(tezhpat ibadah umat. Hindu Bali) yang mutlak harus

‘ada di suatn desa adat di Bali. Syarat mutlak keberadaan

Kabyangaﬂ Tiga ini memiliki akar sejarah yang lama sekali,
berawal dari permulaan abad 11, yaitu ketika dilakukana

. pertemuan .musyawarah “Samuan Tiga” untuk menyatukan

berbagai sekte agama (Hindu) yang ada di Bali pada masa itu,
untuk menjadi satu faham yang dinamakan Tri Murti® Sejak
saat itu, berbagai alitan atau faham yang berkembang pada masa
itu menyatu menjadi faham Tri Murti hingga dewasa int. Tri
Murti itu sendiri berasal dari kata Tn yang artinya tiga,
sedangkan Murti artinya perwujudan.

7 Suhardana, KM., (2008). Tri Murti, Tiga Perwujudan Utama Tuhan,
Surabaya: Penerbit Paramita. - -
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Jadi Tri Murti berarti tiga perwujudan (Tuhan); dalam
. bentuk: Tuhan sebagai Maha Pencipta, yang disimbolkan sebagal
(Dewa) Brahman; Tuhan sebagai Maha Pemelihara, yang
disimbolkan sebagai (Dewa) Wisnu; dan Tuhan sebagai Maha
Pelebur (mengembalikan yang ada menjadi tidak ada), yang
disimbolkan sebagai .(Dewa) Syiwa. Dalam musyawarah “Samuan
* Tiga” itu, juga diputuskan bahwa pada setiap desa adat harus
didirikan tiga tempat suci (pura) sebagai tempat pemujaan
-kepada Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dengan
tiga perwu]udannya Tlga pura atau disebut Kahyangan Tiga ita
masing-masing adalah: pura desa, tempat memuja Brahma; pura
puseh, tempaﬁ mermuja Wisnu; dan pura dalem, tempat memuja

Syiwa.

Sejak saat itu hingga sekarang, setiap desa adat memiliki .

Kahyangan TJga, dan Kahyangan Tiga, sebagai tempat pemujaan
individu dan masyarakat Bali terhadap Sang Hyang Widi Wasa

. ini, yang membuat-desa adat tetap nyata keberadaannya, hingga

sekarang, Sebab desa dan Kahyangan Tiga merupakan dua hal
tetapi satu’ entitas (dualitas). Tidak ada desa (adat) tanpa
Kahyangan Tiga, dan'tidak ada Kahyangan Tigatanpa desa (adat)
— sebab memang yang mengurusi, memelihara dan mensucikan
(menyungsung) Kahyangan Tiga adalah warga desa adat sebagai
‘warga pemaksan. Apa yang dikemukakan di atas menjelaskan

mengapa desa adat atau desa pakrarnan di Bali “tidak lekang oleh -

waktu”; meski perkembangannys tenta tidak luput dari situasi
. pasang surut, khususnya bila dikaitkan dengan keberadaan desa
dinas. '

Hal-hal seperti yang dijelaskan di atas i yang tidak
kelihatan dalam konteks marga dan golo. Ditambah, proses
_ peluruhan margs dan golo memang luar biasa kuatnya, dan
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hampir tidak ada pilihan lain bagi kedua institusi kesatuan
masyarakat hukum (adat) itu, khususnya éejak. diperkenalkan
desa menurut UU No 5 Tahun 1979. Marga dan golo, boleh
dikatakan menyerah/kalah dalam menghadapi realitas baru
dalam bentuk munculnya desa-desa (baru) sebagai hasil
pelaksanasan wundang-undang tentang pemerintahan desa
tersebut. Sedangkan di Bali, kehadiran desa (baru) menurut UU
No 5 Tahun 1979 itu, diterima dan dimaknasi sebagai kelanjutan

- dari desa dinas yang sudah ada sejak jaman kolonial, yang dalam

kenyataannya sehari-hari bisa hidup berdampingan dengan desa.

adat yang keberadaannya sudah ada sejak abad IT M tersebut.

6.2. Jaman Otonomi

Lalu kemudian datang jaman baru, yaitu ketika Indonesia

memasuki era reformasi dan undang-undang tentang

pemerintahan desa yang lama ‘dan berciri sentralisme diganti

dengan uﬂdaﬁg—-undang yang lebih baru, yang substansinya lebih

-memihak pada gagasan désentralisasi atau otonomi (desa).

Menghadapi datangnya jaman baru, jaman otonomi (desa)
tersebut, desa adat di Bali bergerak lebih cepat, dengan berusaha
memperkuat kembali kedudukaimya?Memang, UU No 22 Tahun
1999 dan undang-undang revisinya (UU No 32 Tahun 2004)
bukanlah undang—undang yang langsung menggantikan UU No 5

rTahun 1979. Ini karena UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32
- Tahun 2004 adalah UU tentang Pemerintahan Daerah, selungga

lebih tepat undang-undang tersebut menggantikan UU No 5
Tahun 1974 fentang Pemerintah Daerah. :

Namun sebagaimana diketahui, UU No 5 Tahun 1974

. adalah pasangan UU No 5 Tahun 1979 karena dalam UU No 5

Tahun 1974 disebutkan bahwa tata pengelolaan pemerintahan
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desa -akan diatur melalui undang-undang, dan hasilnya
kemudian adalah UU No 5 Tahun 1979 tersebut. Jadi meskipun
undang-undang baru jaman reformasi tersebut adalah UU
tentang Pemerintahan Daerah, tetapi di dalamnya terdapat
pasal—lﬁasal yang  mengatur tentang tata pengelolaan
pemerintahan desa, yang kalau diperiksa isinya secara substantlf
banyak menganuhr substansi undang-undang pemermtahan desa
sebelumnya. Lebih dari itu, terkait konsep tentang desa,
prinsipnya pun berubah secara mendasar, yang hal itu tercerinin
dalam perubahan pengertian definisi tentang desa, yaitu dari
pengertian desa -yang tidak/kurang menonjol-sifat otonominya
menjadi sebaliknya (lihat Bab I). g

_ Sejalan dengan perkembangan jaman baru itu, maka desa
adat memperkuat kedudukannya, yang hal itu ditunjang pula
oleh keinginan yang kuat dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali
untuk mengéicohkan keberadaan desa adat. Atas dasar keinginan
i, maka pada awal reformasi diterbitkanlah Perda Provinsi Rali
No 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang sub‘stanéi_nya

secara keseluruhan . boleh dikatakan memperkuat kedudukan |

Desa Pakramaﬁ, nama baru bagi desa adat sesual isi perda
tersebut. MenyuSul tei’biuiya Perda itu, maka desa-desa adat,
yang sekarang berganti namanya menjadi desa pakraman,
melakukan langkah-langkah lebih nyata untuk memperkuat
- dirinya masing-masing. Salah satu langkah yang dilakukan
‘adalah dengan mulai “menyuratkan” awig-awig, yang hal itu
se}alan dengan isi pasal 1 1 Perda No 3 Tahun 2001

Tetapi apakah yang dimaksud dengan 3WIgLaW1g? Awig-

awig itu bahasa Bali yang berasal dari kata a yang amnya tidak, -

dan swig yang artinya buruk atau rusak; sehingga secara

keseluruhan berarti “tidak rusak atau tidak buruk”. Yang
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dimaksudkan dengan tidak rusak atau tidak buruk ini adalah

bahwa untuk menghindari keadaan rusak atau buruk, maka

setiap desa adat atau pakraman harus mempunyai peraturan

adat, yang dinamakan awig-awig itu. Jadi awig-awig itu adalah
peraturan desa adat yang menjadi acuan bagi kehidupan sosial
(dan agama) masyarakat desa di Bali. Awig-awig desa di Bali ini
sudah ada sejak awal pertumbuhan desa adat itu sendiri, yang

umumnya terpelihara sampail jaman sekarang,-'hanya wujudnya

. lebih banyak tidak tertulis atau kalaupun tertulis masih dalam

huruf Bali Kuno (ataii Jawa Kuno). Panyuratan awig-awig
artinya adalah memformulasikan peraturan adat yang sudah ada
sejak masa kuno untuk dituliskan dalam bentuk yang sistematis,

sesual dengan perkembangan jaman dewasa ini.

Maksud dari penulisan awig-awig ini adalah agar isi
awig-awig bisa dimengerti oleh para warga desa adat (krama
desa) pada umumnya, yang substansinya disesuaikan-dengaﬁ
perkembingan jaman. Harapannya, awig-awig yang tértulis itu
bisa menjadi acuan hukum bagi kehidupan masyarakat desa adat
di Bali, sekarang dan ke depan; yang dengan begitu diharapkan
kehidupan desa adat atau desa pakraman selanjutnya bisa terus
dilestarikan dan dikembangkan. Dengan menyuratkan awig-
awig, desa adat itu sendiri sebenarmya juga mendefinisikan
kembali dirinya sendiri, termasuk dalam hal ini menegaskan apa
yang menjadi hak dan wewenangnya serta kewajibannya.*

Penegasan hak dan WéWenang serta kewajibannya itu
dalam raﬁgka mémbangun kembali otonomi asli desa (adat)

berdasarkan asal-usulnya, yang dalam hal ini memang dijamin

#  Lihat: Gunawan, DH., (2013). Perubahan Sosial di Perdesaan Bali. Salatiga:
Universitas Kristen Satya Wacana. Halaman 121-147.
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baik oleh undang-undang ataupun Perda. Adanya jaminan
uﬁdangundaﬁg bisa dilihat dari pengertian tentang desa dalam
UU No 32 Tahun 2004 (Jihat Bab I dan III); sedangkan jaminan
perda bisa dilihat dari pengertian desa pakraman menurut Perda
- No 3 Tahun 2001. Terkait yang terakhir ini, disebutkan bahwa
“yang dlmaksudkan dengan desa pakarman adalah kesatuan

masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu -

kesatuan tl'adISI dan tata krama pergaulan hldup masyarakat umat
Hindu secara turun temurun dalam ikatan ]cabyaﬂgan tiga

atau kahiyangan desa, yang mempunyai wilayah tertentu dan

harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah

tangganya sendiri. Definisi ini jelas mencerminkan hak untuk
melaksanakan otonomi asli desa. Dan mJlah yang dijadikan acuan
. bagi desa adat atau desa pakraman di Bali untuk memperkuat

- kedudukannya khususnya dalam kaitannya untuk Inen]alankan

otonorni desa,

‘Maka tanpa terlalu banyak mengalami kendala, desa-desa
adat di Bali dengan segera mampu memanfaatkan momentum
jaman reformasi untuk memperkuat kedudukannya sebagai desa
adat dengan otonomi yang lebih luas dan kuat. Sementara dengan

_menguétnya.kedudukan desa adat maka secara berangsur-angsur

posisi desa dinas mulai melemah, dalam pengertian desa dinas tidak

" bisa lagi mencampuri urusan yang meinang meénjadi urusan desa

adat, yaitu khususnya masalah yang berkaitan dengari adat, tradisi’

dan -agama. Desa dinas kembali pada fiungsi utamanya mengurusi
masraiah‘ yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, atau
dalam hal ini mengurusi masyarakat desa dalam kedudukannya
sebagai warganegara. Sedangkan urusan masyarakat desa dalam
kedudukannya sebagai krama desa’ atau warga pemaksan,

- dikembalikan kepada desa adat atau desa pakraman.
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Paradoks Desa Adat’

Terkait menguatnya desa adat ini, patut dicatat pula
bahwa dalam beberapa kasus malah terjadi ekses dampak dari
penerapan aturan adat dari desé adat yang terlalu berlebihan.
Kasus yang paling banyak terjadi adalah muncalnya berbagai
pungutan atau restribusi yang dilakukan di wilayah desa adat
tertentu atas riama kepentingan adat. Juga penerapan sanksi yang

berlebihan atas krama (warga) yang tidak mematuhi atau

' melanggar berbagai ketentuan adat atau agama (upacdra agama).

Subanda dalam disertasinya berjudul “Negara, Desa Adat, dan
Rakyat Dalam Kepemimpinan Lokal di Bali”, misalnya,
menunjukkan bahwa menguatnya kedudukan desa adat dalam
tingkat' tertentu  telah menimbulkan kasus-kasus yang
disebutnya sebagai menguatnya “pengawasan” (surveillance)

desa ‘adat atas masyarakat. Ini seperti membalik situasi, dari

sebelumnya kuatnya “pengawasan” negara melalui desa dinas

-menjadi kemudian menguatnya “pengawasan’ > adat melalui desa

adat.’®

Dengan melihat perkembangan seperti tersebut di atas,

maka bisa disifnpulkan ‘bahwa proses menguatnya kedudukan

desa adat atau desa pakraman di Bali paska reformasi adalah
sesuatu yang nyata, dan bahkan dalam berbagai kasus tertentu

. telah menimbulkan ekses buruk bagi masyarakat luss. Namun

kalau mencermmati perkembangan yang ada di Bali ini, dan
kemudian membandingkan dengan situasi yang berkembang di

Sumatera Selatan dan Manggarai, Flores, ternyata arahnya

‘berbeda. Kesatuan masyarakat hukum adat yang bernama mazga

* Subanda, IN., (2005). Negarz, Desa.Adat dan Rakyat dalam Kepemimpinan
Lokat di Bali (Studi tentang Surveillance dan Dialectic of Control dari Perspekiif
Strukturasi). Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
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mavpun golo tidak mampu memperkuat kedudukannja (sekuat -

desa pakraman) dengan memanfaatkan datangnya. jaman baru,
jarman otonomi. Marga dan golo belum mampu memperbaiki,
apalagi memperkuat kedudukannya, meskipun upaya ke arah

sana terus menerus dilakukan, sampai sekarang

Dalam kasus marga, Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan, berusaha menghidupkan kembali pemerintahan marga,
tetapi sejauh ini hal itu masih lebih banyak pada tingkat wacana.
Sebagian kekuatan masyarakat yang tergabung dalam Grganisasi
‘ NGO juga berusaha melakukan hal yang sama, tetapi se]auh ini

belum menunjukkan hasil yang lebih nyata. Salah satu di
antaranya adalah dengan melakukan judicial review SK
Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan, No. 142
Tahun 1983 tentang Penghapusan Pemerintahan Marga ke
 Mahkamah Konstitusi pada tahun 2005. Tetapi langkah tersebut
akhirnya berhenti d_itengah jalan, justru dengan cara pihak
- penggugat, dalam hal ini Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
mencabut gugatannya sendiri, untuk alasan yang tidak
disebutkan. Akhirnya, gagasan mén‘ghidupkan " kembali

pemerintzhan marga seperti jalan ditempat.

Sementara itu upaya mengembahkan keberadaan golo di

Manggarai, Flores, juga lebih banyak didorong oleh kekuatan

masyarakat yang tergabung dalam berbagai NGO. Pada awalnya _

apa yang mereka ‘lakukan memang tidak bertujuan secara
langsung untuk mengembalikan keberadaan institusi golo, tetapi
jus{:ru lebih dalam -;:angka program pemberadayaan masyarakat.
Berangkat dari titik itu, lalu mulai - menguat ‘gagasan untuk
membangkitkan institusi lokal sebagai salah satu cara
mendorong pelibatan masyarakat luas dalam berbagai program
pemberdayaan (pembangunan). -
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Misalnya saja, bagaimana menggerakkan masyarakat
untuk berpattisipasi dalam pemBangtman jalan desa dengan
memanfaatkan otoritas tradisional gofo melalui para 'z golo
atau (w2 teno yang masih ada. Dan dalam berbagai kasus,
mekanisme ini ternyata menunjukkan . hasil, terutama &
wilayah—wilayah yang sangat sulit terjangkau oleh keberadaan
desa pemerintah atau kecamatan. Juga misalnya dalam mengatasi
masalah-masalah konflik sumberdaya alam (seperti tanah dan
pemanfaatan hasil hutan), peranfaatan otoritas tradisional golo
ternyata  -juga cukup aihp‘uh. Semua ini tak pelak

menggambarkan bahwa nilai-nilai tradisi atau adat ternyata

7 masih banyak yang diakui (dan berlaku) di masy-arakat,.
* meskipun struktur institusi tradisional dimana biasanya nilai-

nilai itu tertambat, sudah meluruh.
Hal-hal semacam inilah, antara lain, yang mendorong -
masyarakat Manggarai, khususnya vyang tinggal di luar

Manggarai, berusaha merevitalisasi kebudayaan asli Manggarai,

termasuk gagasan menghidupkan kembali institusi golo (lihat

Bab V). Tetapi mungkin karena besarnya kendala yang ada,

upayd semacam itu, khususnya mengembalikan keberadaan golo,

belum banyak memberikan buah, kecuali keberhasilan

membangkltkan kembali minat dan perhatian. terhadap simbol- -
simbol budaya Manggarai, seperti tradisi caci, tarian, dan lain
sebagainya. Dalam perkembangannya, pemerintah daerah
setempat juga lebih tertarik untuk mengembangkan kebangkitan

" simbol-simbol budaya seperti itu, khususnya dalam rangké

menjadikannya sebagai bagian dari daya tarik wisata. Sedangkan
gagasan untuk membangkitkan kembali pemerintahan adat

seperti golo, sejauh ini belum cukup disentuh. Ini bedanya
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dengan pemerintah daerah di Bali, yang justra sejak awal peduli
dan berkepentingan memperkuat kedudukan desa adat.

6.3. Modalitas Desa

Perlu digarisbawahi bahwa desa adat atau desa pakraman
berhasil memperkuat kembali kedudukannya di masyarakat,
bukan hanya karena adanya dukungan pemerintah daerah saja.
Terlepas dari faktor dukungan pemierintah tersebut, ada sat
faktor penting dibalik keberhasilan di Bali itu (dibandingkan
‘dengan di Sumatera Selatan dan Manggar‘ai).kFaktor itu tidak lain
adalah masih relatif utuhnya modalitasﬁyang dibutuhkan bagi

kesatuan masyarakat hukum (adat) untuk membangun otonomi

aslinya. Pengertian modalitas ini adalah hak dasar yang perlu )

dimiliki agar otonomi (asli) desa bisa dilaksanakan dalam
praktik. Apakah modalitas itu?

Sebagaimana sempat da.slnggung dalam Bab II, modalltas _

1111 antara lain adalah:

(1) Adanya hak atas wilayah sendiri dengan batas-batas
(wilayah adat) yang sah;
(2) Adanya hak u_ntuk memilih dan mengangkat kepala atau

majelis pemeiintahannya (desa adat) sendiri;

(3y Adanya hak mengurus dan mengatur pemerintahan dan -

rumah tangganya (desa adat) sendiri;

{(4) Adanya hak mempunyai dan mengurus/mengelola asset-
asset {desa adat) dan keuangannya sendiri; .

) Adanya hak atas tanahnya (desa adat) sendiri;

(6) Adanya hak untuk memunggut 1uran/pa]ak (lokal)

sendiri.
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Untuk kasus di Bali, keenam modalitas itu hampir semua
tersedia dan ada secara nyata di desa-desa adat atau pakraman.
Sehingga karena itu, desa-desa adat di sana pada umuinnya
manipu melaksanakan pemerintahan adatnya secara. mandiri,
yang berarti juga mereka mampu menjalankan praktik otonomi
(asli) desa. Bahkan seperti dijelaskan dalam uraian sebelumnya,
mereka mampu memperkuat kedudukannnya dibandingkan
dengan kedudukan desa dinas SeBelumny_a. Oleh karena itu,
pelaksanaan otonomi asli desa, pada umumnya tidak menghadapi
kendala yang fundamental, apalagi ada dukungan kebijakan yang
kuat, baik dari segi bukum (unﬂang—undang dan perda) maupun

‘anggaran (dukungan anggaran/APBD). Sebagai catatan, setiap

desa adat di Bali dewasa ini berhak menerima anggaran APBD

Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Sementara di Sumatera Selatan (marga) dan Manggarai,

_Flori’e‘s (g0l0), keenam modalitas itu mungkin ada tetapi dalam
bentuk yang tidak utuh. Khusus untuk marga, malah lenyap,

sejak kesatuan masyara{kat hukum adat di Sumatera Selatan itu
dibubarkan lewat "keputusan pemerintah ‘ daerah.r Dengan
dibubarkan marga, misalnya, maka asset-asseet mazga, termasuk
tanah adat/ulayat dilikuidasi menjadi milik pemerintah daerah,
Sementara batas wilayah marga piga dilikuidasi uontuk

‘selanjutnya dibentuk wilayah- Wllayah baru meng;kutl konsep
-desa (baru). Ini sudah berlangsung cukup lama, dan untuk

mengembalikannya tidak mudah. Terutama asset-asset -dan

tana_hftaﬁah ulayat/adat, yang sebagian sudah berubah statusnya

-menjadi milik "~ pribadi-pribadi, ‘termasuk milik pendatang

(transmigran).
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Hal yang mirip juga terjadi pada kesatuan masyarakat
hukum adat golo di Manggarai, Flores. Mungkin saja sebagian
hak masih ada, tetapi pada umumnya sudah memudar atau

lenyap. Yang paling jelas adalah hak atas asset-asset dan tanzh

desa adatnya sendiri, yang karena proses pemetrasi desa baru- -

menjadikan hak-hak itu kabur dan memudar. Jelas tidak mudah
memulihkan hak-hak 1tu khususnya hak atas asset—assét dan
tanah desa adat karema pada ﬁmumnya hak-hak ini telah
memudar berbarengan dengan perjalanan waktu. Tanah-tanah
‘desa atau tanah-tanah ulayat, misalnya, banyak yang sudah
menjelma menjadi tanah pribadi atau tanah negara; begltu pula

- dengan asset-asset yang dimiliki desa.

Untuk memuhhkan hak-hak yang ada tentu saja tidak

mudah, tetapi jelas “bukan” tidak mungkln Banyak mekanisme-
mekanisme baru yang bisa dikonstruksikan dan dikembangkan
untuk kepentingan ini; yang kalau hal itu bisa dijalankan bukan
tidek mungkin ‘bisa menghidupkan kembali (merevitalisasi)
kesatuan masyarakat hukum (adat). Dalam konteks keberadaan
desa baru (desa pemerintahan) maka kemunculan kembali desa
adat sebenarnya‘_l_ial yang lumrah saja. Artinya, keberadaan dua
-jenis desa di InaOnesia, sesunggithnya masuk akal untuk diterima

karena hal seperti ini pernah terjadi dan menjadi bagian dalam

sejatah desa-desa kita di masa lalu. Bahkan sekarang pun, hal ini
te1jad1 dan terus berlangsung di Bali. Jadi mengapa di tempat lain

hal ini ridak dlmungkmkan?

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menempatkan

kedudukan desa adat dan dan desa baru (pemerintahan) dalam
konteks konsep tata kelola pemerintahan desa secara nasional?
Me_ngac_u-pada‘ situasi yang ada di Bali maka desa-desa adat, yang
. di Indonesia sangat beragam jenisnya i, bisa dimasukkan dalam
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““dalam Jocal state government.

katagori dalam konsep Jlocal self governing community;
sedangkan desa baru (desa pemerintah), yang wujudnya sekarang
masih relatif seragam di seluruh Indonesia, dikatagorikan dalam
konsep Jocal self government. Kedua katagori konsep desa ini,
berdasarkan pengalaman di. Bali, bisa hidup dan jalan
berdampingan, dengan masing-masing entitas mengurusi :
wilayah kewenangannya sendiri-sendiri. Lalu ditambah satu lagi,
vaitu kelurahan (umumnya berada di perkotaan dan tidak
memiliki -otonomi karena menjadi bagian dari administrasi

pemerintahan di atasnya), yang secara konsepsional termasuk

‘Berdasarkan pengertian sepertin di atas, ketiga jenis desa
ini sebenarnya layak dihadirkan dalam kehidupan masyarakat
desa di Indonesia, ﬁanpa harus meniadakan antara satu dengan
yang lainnya, khususnya desa adat dan desa pemerintahan.
Sebaliknya kebéradaannya justru saling mengandaikan, karena
keberadaan mereka secara bersama-sama justru menjadikan
gambaran konsep Bhineka Tunggal Tka, nyata adanya.
Bagaunanapun desa, dengan beragam bentuknya sesungguhnya
sudah ada lebih dahulu ketimbang negara (nasional). Dan desa

_ dalam bentukny‘a yang beraneka ragam itu (dan itu adalah desa -

adat" yang beraneka ragam adanya di Indonesia) tidak lain adalah
cerminan Bhineka T unggal Ika yang sesungguhnya.

© 6.4, Terkait RUU Desa ‘

Rancangan Undang Undang Desa (RUU Desa) yang saat
ini tengah dibahas di DPR terkendala oleh berbagai cara

pandang, yang seolah menganggap bahwa ketiga bentuk

péﬂierintahan&esa yang telah disebutkan s.ebeluinr’lya dianggap
sebagai sebuah pilihan bagi Indonesia. Konstruksi pemikiran
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yang menyebutkan bahwa kita harus memilih diantara
ketiganya, sebenarnya berakar dari satn cara pandang yang
menganggap bahwa ketiganya merupakan sebuah sistem yang
satu sama lain bisa saling meniadakan. Apalagi dalam perspektif
. transformasi perdesaan, seringkali yang dibicarakan adalah,
harus seperti apa transformasi desa Indonesia masa ‘depan?

Diskursu§ transformasi Indonesia masa depan yang meﬁjadi salah
 satu titik pokok pembicaraan dalam RUU Desa, bukan tidak
. mungkin bisa mengulangi kesalahan sejarah Orde Baru dalam
memperlahlkan “desa, yaitu: uniformisasi. Jika demikian
: '-fﬁcrusialnya persoalan imi, lantas mesti diletakkan dalam
'perspekt'if -yang seperti apa Undang Undang Desa masa depan

yang kontekstual dengan perkembangan mésyarakat Indonesia 7

“Sekali lagi, dalam laporan’ aka_ldemik ini, kami hendak
memperlihatkan kepada kita semua bahwa secara empiris, ada
 sebuah reaii_tas sosial di masyarakat kita yang memperlihatkan
.bagéimana sebuah tatanan sosial yang sebelumnya dianggap
) saling fnenegasikan- karena menyimpan satu spirit klasik baru
‘versus lama, dalam satu kondisi ruang waktu yang spesifik bisa
berjalan bersamaan. Keduanya bisa saling berbagi peran dalam
_me‘ﬁgﬁtu.r‘ proses sosial di dalam masya_fakaf. Bali memberi
contoh bagaimana desa adat yang djanggap mewarisi satu
‘semangat klasik pra modern justru mampu berbagi dengar_i
kenstiuksi desa dinas modern yang diciptakan oleh negara

nasional. Sebenarnya, secara sosiologis, pendikotomian tersebut -

juga kurang tepat. Karena pada prinsipnya, adat adalah sesuatu
yang sifatnya dinamis. Dia bukan seonggok batu yang kemmudian

terus bertahan dengan kondisi fisiknya tanpa berdialektika

dengan perkembangan zaman. Dia memperlihatkan kemampuan
untuk terus menyesuaikan diri sejalan dengan tuntutan
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perubahan yang dibawa oleh spirit modernisasi. Sejurus dengan
itu, desa dinas yang dianggap merepresentasikan sebuah
kemajuan birokrasi negara dalam memenuhi urusan-urusan
-publik di perdesaan, secara empiris juga tidak senantiasa
menegasikan persoalan-persoalan tradisi yang berkembang di
.dalam masyarakat. Bali memperlihatkan bagaimana keduanya

bisa berjalan fanpa harus menegasikan satu dengan yang lainnya.

Kendati demikian, yang Qpatut dicatat dalam konteks
hubungén tersebut, seperti telah disebutkan pada bagian
sebelumnya adalah, persoalan modalitas desa yang mesti menjadi .
titik kunci dari pembahasan tenf;ng berbagai upaya untuk
memandirikan desa di Indonesia. Disinilah arti penting
memasukkan agenda penguatan modalitas desa di dalam setiap
ayat di RUU Desa yang saat ini sedang dibahas. Jadi ketimbang
RUU Desa niene‘ga)é_kan bagaimana desa-desa di Indonesia mesti
bertransformasi, alangkah lebih baik kalau ..konsemrasinya
adalah padai bagaimar_ia kebijakan ini bisa memenuhi modalitas
desa itu. Pemenuhan modalitas desa juga bukan tanpa alasan,
karena faktanya, pasca reformasi, banyak pihak di desa-desa di
Indohesia ‘yang berusaha untuk bsia menghadirkan kembali
modalitas tersebut. Disini transformasi desa mesti dimaknai
sebagai satu arena sc;sial, dimana anggoté' masyarakat desa bisa
merumuskan dengan demokratis, bagaimana desa mereka harus

dikelola. Pénguatan modalit’as desa dalam arena tersebut menjadi

. syarat penting agar mereka bisa dengan tepat merumuskan apa

yang harus mereka lakukan.

Jika penguatan modalitas desa bisa tertuang secara
konsisten di dalam RUU Desa, maka kita tidak perlu terjebak
pada kegamangan, bentuk pemerintahan desa seperti apa yang
harus kita pilih? Apakah, local self governing comm;mitjc Jocai
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self government atau local state government ? Bahkan ketiganya
bukan lagi sebuah pilihan antara ada dan tiada, justru ketiganya
bisa menjadi acuan bagi bentuk desa yang diidealkan oleh
masyarakat kita di perdesaan. Ketiganya bisa dan berhak hidup
di Indonesia sebagai konsekuensi dari perkembangan sebuah
peradaban masyarakat. Ketiganya bisa menjadi jalan baru bagi

" proses memandirikan masyarakat Indonesia.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Atas penelaahan yang telah dilakukan untuk menjawab
pokok persoalan dan pertanyaan penelitian yang diajukan dalam
penelitian ini. Ada beberapa point penting yang bisa kita tarik

seba-gaﬁ kesimpulan penting, yaitu :

1. Kemampuan masyarakat Bali i_mtuk bisa menghidupkan

bahkan memperkuat institusi desa adat di masa sekarang

ini, secara sosiologis memperlihatkan bagaimana mereka .

. INampu menerima dua hal sekaligus yang selama i
dianggap bertentangan atau saling menegasikan. Pertama
konsepsi pemerintahan adat yang berlandaskan tradisi
dan konsepsi pemerintahan desa dinas yang berlandaskan

- rasionalitas dan modernitas. Atas dasar itulah, modalitas
sosial yang_-menjadi prasyarat pokok dari kebertahanan
<seBuah institusi sosio-kultnral di masyarakat . bisa
bertahan, langgeng dan menyesuaikan diri. dengan
tuntutan jaman. Sehingga ketika pada level struktur yang
lebih tinggi terjédi satu proses perubahan besar
'(reformasii ‘mereka tidak lagi harus meraba-raba atau
mencari format keotonomian yang sesuai d_eﬁgan jati diri
mereka. Menegaskan kembali entitas desa adat tanpa
harus bertentangan dengan konstrukst hukum nasional
bisa dilakukan dengan relative baik.

2. Otonomi desa asli di Bali bukan saja distrukturkan

dengan adanya institusi desa adat yang mengatur



keteraturan sosial apda tingkat masyarakat desa. Iebih
jauh dari itu, nilai-nilai yang yang melandasi tata
hubungan masyarakat telah menjadi cara pandang dan
cara hidup yang melekat atau terinternalisasi di dalam‘
diri anggota masyarakat (karma) desa di Bali. Sehingga
aspek adat dan agama- seolah menjadi satu di”dalam
institusi sosial yang bernama desa adat itu sendiri. Ada
nilai yang melekat dan dijalankan oleh organisasi desa
adat ditambah kesadaran individu dan kolekuif terkait

pentingnya mempertahankan nilai-nilai tersebut dalam

~ konteks kekinian. Kemampuan inilah yang menyebabkan
masyarakat Bali mampu mempertahankan tatanan tradisi
mereka dalam bentuk desa adat. Otonomi bukan hanya
soal kewenangan dan keuangan, Vtetapi menuntit adanya
kesadaran sosial pada tingkat masyarakat dimana otonomii
itu akan dilekukan. Inilah esesnsi dari otonomi

masyarakat.

. Terkait dengan persoalan di. tempat lain, seperti di
Sumatera Selatan dengan konsep tatanan marga dan
Flores dengan konsep tatanan golo. Persoalan yang perlu
untuk diperhatﬂ;;an disini adalah tidak adanya satu
modalitas sosial yang melandasi hasrat -dari beebrapa
pihak yang menginginkan dikembalikarinya tatanan
sosial 1amé, apakah iftu golo maupun marga. Ketiadaan
modalitas ini menyebabkan mereka kesulitan untuk
memulihkz_m kembali' struktur yang telah lama hilang.
Kolonialisme dan pemerintahan Orde Baru menjadi
- . penyebab utama runtuhnya nilai-nilai, norma sosial dan
sistem kepemimpinan yang dulu pernah ada dan eksis di

masyarakat. Kekuatan supra desa menjadi faktor penting
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"Yang menyebabkan- pelunihan  modalitas  sosial

masyarakat desa di Sumatera Selatan dan Flores. Inilah
yang menyebabkan di kedua tempat itz berbeda dengan
apa yang terjadi di Bali, ketika reformasi bergulir pada

tataran nasional.

. ‘Perbedaan kedua }“fan_g ‘menjadi pokok kunci dari

ketidakmampuan masyarakat adat di Sumatera Selatan
dan Flores adalah kurangnya inisiatif pada level

pemerintah daerah untuk memperjuangkan berdirinya

. kembali tatanan sosial lama seperti marga dan golo.

Pemerintah daerah di kedua tempat it masih belum
melihat urgensi pokok dari dikembalikannya tatanan
sosial yang dimaksud. Mungkin hal ini 'juga" disebabkan
pada tingkat masyarakat, dimana hal tersebut tidak
nampak -hifiup atau memberikan respon terhadap setiap
intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk kasus
golo di Flores, sepertinya inisiatif-inisiatif sudah mulai
muncul dari kelompok-kelompok masyarakat yang

~ didukung oleh NGO, kendati masth belum secara

eksplisit menegaskan diri untuk mengembalikan tatanan

- golo. Mereka - masih bermain di dalam isu-isu -

pemberdayaan dan penguatan institusi lokal. Perlu dikaji
lebih mendalam hubungan antara institusi golo dengan
kelompok gereja, karena ini juga yang membedakan
dengan apa yang terjadi di desa adat Bali. Sementara di

Sumatera Selatan, inisiatif pemerintah juga dinilai masih

- sangat lemah disamping kelompok ~masyarakat yang

memperjuangkan kembalinya’ marga belum sepenuhnya
kuat. ‘
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5. Berangkat dari persoalan-persoalan yang sifatnya empirik 3. Pengakomodasian tiga bentuk pemerintahan desa, yakni

itu, maka pembelsjaran yang penting untuk dilihat local self governing community, local self government
adalah, bagaimana proses pengembalian tatanan dan Jfocal state government dalam RUU Desa yang tengah
masyarakat Jokal tidak saja membutuhkan perubahan ' dibahas, bisa menjadi terobosan wuntuk mengatasi’
pada tingkat atiran atau struktur yang melingkupi - . kebuntuan dalam menentukan bentuk pemerintahn desa
-masyarakat desa, melainkan juga harus dipastikan bahwa seperti apa yang bisa dijalankan di Indonesia.

nilai dan norma sosial yang menjadi landasan dari
hidupnya sebuah institusi tetap ada dan hidup sampai .
sekarang. Kendati demikian, pemerintah tidak lantas bisa

. lepas tangan atau membiarkan norma-norma itu berjuang -

)

sendiri untuk hidup. Dibutuhkan satu terobosan
kebijakan yang bisa memperkuat modalitas sosial
masy'arakét. Terkait dengan modalitas sosial ini, menurut
kami hal ini layak diperjuangkan bukan hanya Bagi desa- .
desa yang berbasiskan tradisi atau adat, -tetapi berlaku
secara umum bagi setiap desa, apapun bentuk
pemerintahannya. Karena penguatan modalitas sosial
masyarakat adalah prasyarat penting bagi proses

" transformasi masyarakat.

7.2. Saran

1. Mendorong penguatan modalitas sosial masyarakat desa
bisa menjadi a.genda pokok baik di tingkat pusat meialui
penyuSﬁnan Undang Undang Desa maupun di tingkat
pemerintah daerah untuk memperkuat tatanan sosial

masyarakat desa.

2. Bagi kelompok masyarakat sipil, peningkatan modalitas
sosial masyarakat desa bisa dilakukan dengan program-
program penguatan institusi lokal atau institusi asli desa
dengan memperkuat basis modalitas dari setiap desa.
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